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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. GAMBARAN UMUM KABUP A TEN SUMBA TIMUR 

4.1.1. Keadaan Geografi 

Secara astonomis Kabupaten Sumba Timur terletak antara 119,45°-

120,52° Bujur Timur (BT) dan 9,16° -10,20° Lintang Selatan (LS). Berdasarkan 

posisi geografisnya, Kabupaten Sumba Timur memiliki batas-batas: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah 

4.1.1.1. Jumlah Kecamatan 

Kabupaten Sumba Tirr.ur terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu : 

1. Lew a 

2. Nggaha Ori angu 

"' Lewa Tidahu .). 

4. Katala Hamulingu 

5. Tabundung 

6. Pinu Pahar 

7. Paberiwai 

8. Karera 

9. Matawai lapawu 

10. Kahaungu Eti 

69 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



11. Mahu 

12. Ngadu Ngala 

13. Pahunga Lodu 

14. Wula Waijelu 

15. Rindi 

16. Umalulu 

1 7. Pandawai 

18. Kambata Mapambuhang 

19. Kota W aingapu 

20. Kambera 

21. Haharu 

22. Kanatang 

4.1.1.2. Luas Wilayah 

Luas wilayah daratan Sumba Timur 700 050 ha yang tersebar pada satu 

pulau utama (pulau sumba) dan 3 pulau kecil yaitu Pulau Prasalura, Pulau 

Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenghuni). Sekitar 40% luas sumba timur 

merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian selatan, 

dimana lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur sementara 

daerah bagian utara berupa daratan yang berbatu dan kurang subur. 

4.1.1.3. Musim 

Seperti halnya daerah lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumba timur 

memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada umumnya 

Sumba Timur diguyur hujan pada bulan Januari-April, sementara 8 bulan lainnya 
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mengalami kemarau yang menyebabkan wilayah Sumba Timur tergolong wilayah 

kering. 

4.1.2. Pemerintahan 

1. Kabupaten Sumba Timur menjadi Daerah Tingkat II definitif berdasarkan 

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Lembaran Negara Nomor 115 

tahun 1958 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649. 

2. Secara administrasi, sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah 

kecamatan di Sumba Timur menjadi 22 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 140 

Desa. Kabupaten Sumba Timur dipimpin oleh seorang Bupati dengan 

ibukota kabupaten adalah Waingapu yang terletak di kecamatan Kota 

Waingapu. 

3. Kelurahan adalah wilayah administrasi setingkat desa yang dikepalai o1eh 

seorang Lurah yang berstatus Pegawai Neegeri dan bertanggung jawab 

langsung kepadc: Camat. Seorang Kepala Desa berstatus bukan Pegawai 

Negeri dipllih langsung oleh masyarakat yang dalam melaksanakan 

pekerjaannya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (berstatus Pegawai 

Negeri) yang ditunjuk langsung oleh Bupati. 

4. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur hasil Pemilihan Umum 

Tahun 2009 sebanyak 30 orang (26 laki-laki dan 4 orang perempuan) yang 

berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai demokrasi Indonesia 

Perjuangan, Parta Demokrasi Kebangsaan, Partai Gerindra, Partai Pemuda 

Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan partai Hanura. 
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4.1.3. Wilayah Administrasi 

1. Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang 

dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan 

sebanyak enam kali sejak Indonesia Merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 

1990, 2000 dan 2010. Untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan 

dua periode sensus BPS melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUP AS), 

yang telah dilakukan empat kali tahun 1976, 1985, 1995 dan 2005. Selain 

Sensus Penduduk dan SUP AS data penduduk juga diperoleh dari proyeksi 

penduduk dan registrasi penduduk yang dilakukan di masing-masing 

desalkelurahan. 

Dalam Sensus Penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh 

penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial indonesia termasuk warga 

Negara Asing kecuali anggota Korps Diplomatik Negara sahabat beserta 

keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan 

metode wawancara antara petugas sensus dengan responden. 

Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah 

kombinasi antara de facto (untuk pendudu!<. yang hertempat tinggal tetap) dan 

de jure ( untuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap ). Yang termasuk 

penduduk bertempat tinggal tidak tetap adalah tuna wisma, awak kapal 

berbendara Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat 

terpencil/terasing dan pengungsi. 

Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tapi sedang 

bertugas keluar wilayah lebih dari enam bulan L.idak dicacah ditempat 

tinggalnya. Sebaliknya seorang keluarga yang menempati suatu bangunan 
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belum mencapat enam bulan tetapi bermaksud menetap disana dicacah 

ditempat tersebut. 

2. Penduduk Sumba Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah 

teritorial Kabupaten Sumba Timur selama enam bulan atau lebih dan atau 

mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. 

3. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat 

pertambahan penduduk pcrtahun dalam jangka waktu tertentu. 

4. Kepadatan penduduk adalah banyak penduduk per km persegi. 

5. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki­

laki dengan banyak penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu 

tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 

100 penduduk perempuan. 

6. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami 

sebagi«n atau seluruh bangunan fisiklsensus dan biasanya tinggal bersama 

serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur 

adalah jika pengurusan makan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi 

satu. 

7. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal 

di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan 

maupun yang sementara tidak ada. 

8. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukan rata-rata 

jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. 

9. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakemas) yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data 
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ketenaga kerjaan. Selain dilaksanakan secara tahunan Sakernas juga 

dilaksanakan secara triwulan yang dimaksud untuk memantau indikator 

ketenagakerjaan secara dini di Indonesia yang mengacu pada the key 

indikators of the labur market (KILM) yang direkomendasikan oleh ILO. 

4.1.3.1. Sosial 

1. Tidak/ belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pemah atau belum 

pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti 

pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal. 

2. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti 

pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal baik pendidikan dasar, 

menengah maupun pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang masih cuti 

dianggap masih bersekolah. 

3. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif 

mengikuti pendidikan suatu jejang pendidikan formal tetapi pada saat 

pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan. 

4. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus 

ujian akhirpada kelas atau tingkat terkahir suatu jenjang pendidikan di 

sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan Tanda Tamat 

Belajar/ljasah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi 

tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus diaggap tamat sekolah. 

5. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata­

kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu. 
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6. Luas Lantai adalah luas lantai yang ditempatkan dan digunakan untuk 

keperluan sehari-hari. 

7. Air leding adalah sumber air yang berasala dari air yang telah diproses 

menjadi jernih sebelum dialihkan kepada konsumen melalui instalasi berupa 

saluran air, seperti PDAM. 

8. Status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri adalaah jika tempat 

tinggal terseebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala 

rumah tangga atau salah seorang anak rumah tangga. 

4.1.3.2. Pertanian 

1. Pengumpulan data Statistik Pertai1ian (SP) diselenggarakan oleh BPS bekerja 

sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Di 

tingkat Kabupaten SP diselenggarakan oleh BPS Kabupaten bekerja sama 

dengan Dinas Pertanian Kabupaten. 

2. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan 

produktivitas (produksi per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan 

hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas. 

Tanaman pangan mencakup padi (padi sawah dan padi ladang) dan 

palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu. ubi jala). 

3. Data sawah yang dikumpulkan setiap akhir tahun meliputi: 

1) Sawah berpengairan teknis 

Sawah yang saluran pengairan pemberinya terpisah dengan saluarn 

pembuangan agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya 

diatur dan diukur dengan mudah. Saluran induk, sekunder dan 

bangunannya dibangun, dikuasai dana dipelihara oleh pemerintah. 
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2) Sawah berpengairan setengah teknis 

Sawah berpengairan setengah teknis tetapi pemerintahannya menguasai 

bangunan terhadap penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur 

pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak 

dikuasai pemerintah. 

3) Sa wah berpengairan sederhana 

Sawah yang cara pembagian dan pembuangan air dalam pengairannya 

belum teratur walaupun pemerintah sudah ikut membanguna sebagian 

dari jaringan tersebut. 

4) Sawah tadah hujan 

Sawah yang berpengairannya tergantung pada hujan. 

5) Sawah pasang smut 

Sawah yang berpengaoirannya tergantung pada au sunga1 dan 

dipengaruhi oleh pasang surutnya air !aut. 

6) Sawah lainnya Termasuk lahan sawah lebak, polder dan lain-lain. 

4. Data produksi padi dan palawija yang dikumpulkan dalam satuan gabah 

kering giling (padi), pipilan kering (jagung), umbu basah (ubi kayu dan ubi 

jalar) dan biji kering (kacang tanah dan kedelai). 

5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu berupa hutan yang ditunjuk atau 

ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai 

hutan tetap. Penunjukkan kawasan hutan mencakup K.av.·asan perairan yang 

menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan pelestarian 

Alam (KPA), 
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6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 

kawasan hutan dibagi menjadi: 

1) Hutan Konservasi 

Hutan dengan ciri kas tertentu yang mempunya1 fungsi pokok 

mempertahankana keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistem. 

2) Hutan Lindung 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok melindungi sistem 

penyangga kehidupan yang mengatur tata mr, mencegah banjir, 

mengenda1ikan eros1, mencegah introsi air laut dan memelihara 

kesuburan tanah. 

3) Hut:m Produksi 

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memperoduksi hasil hutan. 

7. Hutan konservasi terdiri dari : 

1)Kawasan Suaka Alam yang berupa Cagar Alam dan Swaka Mmarga Satwa 

2) Kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Nasional (TM), Taman 

Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA) 

3) Taman Buruh yang merupakan kawasan hutan yang ditetaapkan sebagai 

tempat wisata berburuh. 

8. Lahan kritis adalah lahan yang sangat rusak karena kehilangan penutupan 

vegetasinya, sehingga berkurang atau hilang fungsinya sebagai penahan air, 

pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon. 

77 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4.1.3.3. Industri dan Energi 

1. Pengumpulan data industri besar dan sedang dilakukan melalui Survei 

industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilaksanakan setiap tahun secara 

lengkap (sensus) sejak tahun 1975. Survei IBS mencakup semua perusahaan 

industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih dengan 

menggunakan kuisioner IIA. 

2. Klasisfikasi industri yang digunakan dalam survei ini berdasarkan kepala 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesi (KBLI). KBLI adalah klassifikasi 

lapangan usaha yang erdasarkan kepada Internasional Standar Industrial 

Classification of All Economic Activities (!SIC) revisi 3 yang telah 

dsesuaikan dengan kondisi Indonesia. 

3. Industri pengeolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 

kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan 

tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan barang yang lebih 

tinggi nilai dan sifatnya lebih dekata kepada pemakai akhir. 

4. Jasa Industri adalah kegiatana industri yang melayani keperluan pihak lain. 

Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak 

pengolah hanya melakukan pengolahan dengan mendapat imbalan sebagai 

balas jasa (upah maklon). 

5. Perusahaaan atau Usaha Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang 

melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, 

terletak pada suatu bangunan atau lokasi tenentu dan mempunyai catatan 

administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada 

seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha terse but. 
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6. Industri Pengolahan dikelompokkan dalam 4 golongan berdasarkan 

banyakanya pekerja yaitu : 

a. Industri besar ( 100 orang pekerja a tau lebih) 

b. Industri sedang atau menengah (20- 99 orang pekerja) 

c. Industri kecil ( 5 - 19 orang pekerja) 

d. Industri mikro ( 1 -4 orang pekerja) 

7. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaaan umum milikm negara 

yang mempunyai aktivitas kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi 

tenaga 1istrik. 

8. Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam 

penampungan, penjemihan dan penyaluran air baku atau air bersih dari 

terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu 

pengelolaan administrasi dalam kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, 

perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya. 

4.1.3.4. Perdagangan 

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalaha ijin usaha yang dikeluarkan 

instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau 

wilayah domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan 

usaha di bidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai Kalsifikasi 

lapangan Usaha Indonesia (KLUI). 

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan digolongkan menjadi: 

a. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar 
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Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih 

dari 10 mil yard rupaih (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tern pat 

usaha) 

b. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah 

Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih 

dari 500 juta rupiah sampai dengan maksimum 10 mil yard rupaih (tidak 

termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha) 

c. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil 

Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih 

dari 50 juta rupiah sampai dengan maksimum 500 juta rupiah (tidak 

termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha) 

4.1.3.5. Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata 

1. Data transportasi dan komunikasi meliputi : 

a. Panjang jalan 

b. Angkutan darat 

c. Angkutan laut 

d. Angkutan udara 

e. Pos dan Telekomunikasi 

2. Kendaraaan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

teknis yang ada pada kendaraan tersebut biasanya digunakan untuk angkutan 

orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan diatas rei. 

3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 

tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang tidak tem1asuk 

tempat duduk untuk pengemudi. 
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4. Data panjang jalan negara dan jalan propinsi bersumber dari Kementerian 

Pekerjaan Umum sedangkan jalan kabupaten/kota bersummber dari Dinas 

Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota. 

5. Kunjungan kapal adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh 

di perairan maupun bersandar di dermaga. 

6. Sumber data transportasi berasal dari masing-masing instansi terkait, 

dikumpulkan oleh BPS setiap bulan/tahun 

7. Kantor Pos adalah pemeberi pelayanan pengiriman barang atau uang dari 

suatu tempat ke tempat lain. 

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran. pengiriman atau penerimaan dari 

setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda. isyarat. tulisan, gambar, suara dan 

bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elekromagnetik lainnya. 

9. Pelanggan atau pengguna berbayar adalal perseorangan badan hukum 

perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan 

jaringan telekomunikasi. 

10. Akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau 

sebagian bangunan yang disediakan secm·a khusus, dan setiap orang 

menginap, makan serta memperoleh pelayanan dana fasilitas lainnya dengana 

pembayaran. 

11. Hotel berbintang yaitu hotel yang telah memenuhi oersyaratan yang telah 

ditentukan seperti persyaratan fisik, betuk pelayanan yang diberikan, 

kualifikasi tenaga kerja, jumlah kamar dan lainnya. 
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4.1.3.6. Keuangan dan Harga 

1. Data statistik keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari Dinas Pendapatan 

pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

2. Data statistik Perbankan berupa dari Bank Rakyat Indonesi (BRI), Bank 

Pembanunan Daerah (Bank NTT) dan Bank Negara Indonesi (BNI) 

3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas 

kekeluargan. 

4. Data perkoperasian diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah yang meliputi koperasi dan jenisnya. 

5. Data harga yang disajikan meliputi : 

a. Harga Konsumen (HK) 

b. Laju Inflasi 

c. Rata-rata harga eceran sembilan bahan pokokmdan bahan strategis 

lainnya 

6. Data harga-harga berasal dari survei harga yang dilakukan BPS dengan 

melakukan wawancara dengan para pedagang/produsen 

4.1.3.7. Pengeluaran dan Konsumsi 

1. Data pengeluaran dan konsumsi menurut kelompok barang diperoleh dari 

survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel BPS. 

2. Konsumsi dibedakan menjadi dua kelompok : 

a. Konsumsi makanan, dimana dirinci menjadi lebih dari 200 komoditi dan 

data yang dikumpulkan mencakup kuantitas dan nilainya. 
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b. Konsumsi bukan makanan dimana pada umumnya hanya mencakup nilai 

komuditi yang dikonsumsi saja kecuali untuk beberapa jenis pengelurana 

seperti penggunaan listrik, gas dan bahan bakar minyak selain nilainya 

yang dikumpulkan juga data kuantitasnya. 

4.1.3.8. Pendapatan Regional 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan 

suatu wilayah ( ditingkat propinsi, kabupaten dan kecamatan) dalam 

menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. 

2. Secara umum penyusunan PDRB menggunakan dua pendekatan: 

a. Pendekatan sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai 

tambah bruto yang mampu diciptakan oleh kegiatan sektor-sektor 

ekonomi. 

b. Pendekatan penggunaan menjelaskan ten!ang penggunaan dari nilai 

tambah tersebut. 

3. PDRB juga terdiri atas dua versi penilaian yaitu: 

a. Atas dasar harga berlaku, produk-produk yang dihasilkan dari sektor­

sektor ekonomi dinilai dengan menggunakan harg& yang sedang berlak~ 

pada tahun berja1an 

b. Atas dasar harga konstan penilaiannya didasark:m pada harga dasar 

tertentu. Hingga saat ini PDRB atas dasar harga konstan menggunakan 

harga tahun 2000. 

4. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar 

harga konstan. Nilai PDRB tahun ke-n dikurangi dengan nlai tahun ke n -1 

(tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pda tahun ke-n-1 kemudian dikalikan 

dengan 100. 
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5. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai tam bah dari satu waktu 

tertentu terhadap waktu sebelumnya (perkembangan berantai) 

6. Produk Domestik Regional Netto (Produk Domestik regional Netto atas dasar 

harga pasar) adalah PDRB dikurangi penyusutan atas ausnya nilai barang 

modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun. 

7. Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Netto atas dasar 

biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

4.1.3.9. Kemiskinan 

I. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, jadi 

penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengelluaran 

perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

2. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). 

3. Garis Kemiskinan Ivlakanan (GKM) merupakan nilai kebutuhan mir:Imum 

makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket 

komuditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komuditi (padi, 

umbu, ikan, daging, telur, susu. sayuran, kacang, buah-buahan, minyak dan 

lemak, dan lain-lain. 

4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKMN) adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. 
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5. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada 

dibawah Garis Kemiskinan (GK). 

6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. 

Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari 

garis kemiskinan. 

7. Indeks Keparahaan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengena1 

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai 

indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 

8. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. 

9. Menurut konsep UNDP, pembangunan manusia adalah proses memperluas 

pilihan-pilihan bagi penduduk. Terdapat tiga pilihan penting yaitu mencapai 

umur panjang dan hidup yang sehat, memperoleh pendidikan dan akses 

terhadap sumber-sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak. 

10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negaralwilayah menggambarkan 

tingkat pencapaian dalam beberapa sasaran pe~r.bangunan manusia yang telah 

ditentukan yaitu angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang memadai 

dan standar kehidupan yang layak. 

4.1.3.10.Visi dan Misi Kabupaten Sumba Timur 

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2011-2015 adalah visi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2010-2015 yang telah 

dirumuskan sebagai berikut: "Terwukudnya Masyarakat Sumba Timur ya:1g 

Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius dan terdepan (SMART). Visi tersebut 
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menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sumba 

Timur yang ingin dicapai (desiredfuture) dalam masa jabatan selama lima tahun. 

Keinginan yang ingin dicapai tidak semata-mata menjadi keinginan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tetapi keinginan tersebut dipandang 

memilki kesamaan nilai yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat Sumba 

Timur (desirable) sehingga visi tersebut dapat diyakini sebagai visi bersama 

(share vision). Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama lima 

tahun ke depan adalah : 

Sejahtera merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang 

ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga 

masyarakat merasa nyaman dalam beraktiv1tas untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi 

dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang 

mampu melihat, berpikir. bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan 

tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai 

etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya. 

Adil artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba 

Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap 

pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab 

tanpa perbedaan. 

Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu 

mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu 
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dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi pengaruh 

negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan 

daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial 

budaya, pembangunan spritual. 

Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba 

Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan 

inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi. Sosial Budaya, Politik, 

Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kesetaraan Gender dan 

Berdaya saing. 

Berbagai hal telah dilaksanakan, baik yang telah dicapai maupun yang 

belum dicapai pada penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan 

masyarakat pada periode tahun 2005 - 2009, tentu akan menjadi dasar pijakan 

untuk pembangunan selanjutnya. upaya peningkatan terus dipelihara dan 

ditumbuhkembangkan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik pada 

periode talmn 2011 -2015. 

Pemerintah kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen 

masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya dalam 

rangka meningkatkan, serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang 

berkaitan dcngan upaya mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (miskin) 

melalui program pembangunan yang bersinergi serta lintds sektor , lintas pelaku 

dan lintas sumber dana. 

Menjalankan misinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional 

dan nasional serta pengaruh globalisasi. Perubahan iklim dan ancaman degradasi 

lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, peran swasta yang terbatas 

87 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



dalam pembangunan daerah serta rendahnya pemahaman akan hukum dan HAM 

di samping itu rendahnya ruang fiskal daerah akan menjadi tantangan tersendiri 

dalam pembangunan daerah kedepan. Di samping itu pengaruh perkembangan 

ekonomi regional dan nasional akan menjadi tantangan dalam mev.rujudkan visi 

dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011-2015. 

Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011-2015 adalah 

sebagai berikut: 

I. Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaya masyarakat Sumba Timur 

agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai-nilai sosial keagamaan, 

penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta 

demokratis dalam pembangunan daerah. 

2. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu 

berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan 

tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk 

memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan 

bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi so sial 

budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak 

sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam 

memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab. 

4. Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan 

daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, 

mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam 

masyarakat Sumba Timur. 
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5. Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di 

pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan 

prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi. sosial 

budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, 

kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing. 

4.2. PERKEMBANGAN PENDAPAT AN ASLI DAERAH 

4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

lndikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah 

dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga 

berlaku menggamlJarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan 

menggunakan harga pada setiap tahun yang bersangkutan, sedang PDRB atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun te1tentu sebagai dasar, 

dimana dalam penghitungan ini menggunakan tahun 2000. PDRB atas dasar harga 

berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan 

harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun. 
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Data statistik Sumba Timur Dalam Angka Tahun 2011 menunjukan 

bahwa Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku 

dalam kurun waktu 3 tahun ( 2007- 201 0) terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan sektor-sektor PDRB itu sendiri. Data tahun 2007 menunjukan bahwa 

Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan 

sebesar 14,61 % dari Rp 872.129.590.000 pada tahun 2006 menjadi 

Rp.999.547.480.000 tahun 2007. Demikian pula halnya dengan tahun 2008 yang 

mengalami peningkatan sebesar 17,22 % menjadi Rp.l.171.699.300.000, tahun 

2009 meningkat sebesar 11,39 % atau menjadi Rp.l.202.996.703.000 dan pada 

tahun 2010 PDRB ADHB Sumba Timur mencapai Rp 1.482.105.190.000 atau 

meningkat sebesar 13,56 persen. 

Peningkatan Prododuk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku 

dalam kurun waktu 2007 - 201 0 pada dasamya didorong oleh peran sektor sektor 

pembangunan yang secara siginifikan berkontribusi terhadap laju pertumbuhan 

PDRB ADHB. Sektor sektor yang berkontribusi besar terhadap PDRB ADHB 

antara lain sektor pertanian 35,85 persen, perdagangan 21.31 persen, sektor Jasa 

21,68 persen, dan sektor Bangunan/konstruksi sebesar 9,32 persen. Sedangkan 

sektor yang kontribusinya paling kecil terhadap PDRB ADHB Sumba Timur 

adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang hanya mencapai 0,28 persen. Data 

kontribusi sektor terhadap PDRB ADHB dapat dilihat pada table sebagai berikut: 
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Tabel4.1 

PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha 

Tahun 2007-2010 

NO. SEh.IOR PDRB 

2007 

TRENDPERKEMBANGAN 

2008 2009 2010 

RERATA 
KONTRIBUSI 

?!:RTANIAN 
?!:RTAl\!3ANGANi?:O:NGGAi.lAN 

iNDUSTRi ?:ONGO:..AHAN 

USTRIK.G.4S D."N AIR~l::'-IU~f 

BANGUNAN/KO:TIRUKSi 

376.610.820.000 

18.265.990.('[{: 

19.334.4SOH·C 

3.222.550.00(1 

9 6. 52 6.4 90.0 GC 

417.846.290.0[0 

2 0.49 3.3 6(•.000 

20.422.170.000 

3.462 . .:;20.(:00 

107.357.780.00(. 

45U93.GCO.CC•O 493.52 7.920.000 

21.77.:;.730.(:(10 24.(• c 6.3%.000 

::.284.760.000 23.126.080.000 

3 .69(:.600.[1(:(1 4. 2 (! 0. 48 0. 00 0 

118.54 7.770.000 130.5"1.790.000 

6 202.3 24.670.000 24 9. 3 3 (1.360 .00 G 28 6.3 6 7.07 O.C·OO 345.633.870.000 

- ?ERDAGANGA~i 

PENGANGKTJTAN 52.189A20.00C 

-tC.286.1 70.Co(o( 

58.7 59.8 7[•.[>[1(• 6U11.830.COO 68.489.510.000 ' 

9 

K!:iJANGAN.?~RS:::\YA.J._\J DA:J 
JA.S.~ ?ERUS.o:.n..;N 

PDRBADHB 

42.483.370.(•00 50.:7 5.9 50 .CC•O 58. 765.52C.OOC• 

190.786S20.0C>C• :s.t.s4o .680.CH• 266.6SSSSO.OOC• 

999.547.480.000 1.171.699.300.000 1.305.131. 740.000 1.482.105.190.000 

Perkembangan makro ekonomi Daerah dalam kurun waktu 2007-2010 

berdasarkan data statistik 2011 JUga tergambar pada ternd perkembangan Produk 

Domestik Regional Brotu Atas Dasar harga Konstan, termasuk peran sektor-

sektor yang secara langsung berkontribusi terhadap PDRB Sumba Timur. 

Berdasarkan dasar Statistik tahun 201! menunjukan bahwa pada tahun 2007 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan mengalami 

peningkatan sebesar 5,65 persen atau menjadi Rp.624.142.277.000 jika 

dibandingkan dengan PDRB ADHK tahun 2006. Demikian pula halnya pada 

tahun 2008 yang mengalami peningkatan s<::besar 5,62 persen menjadi Rp 

655.129.170.000, tahun 2009 terus mengalami penurunan sebesar 4,19 persen 

menjadi Rp 682.566.500.000 dan pada tahun 2010 kern bali mengalami kenaikan 

sebesar 4,83 persen dapat ikuti pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel4.2. 

PDRB ADHK Berdasarkan Lapangan Usaha 

Tahun 2007-2010 

TRENDPERKEMBANGAN 

RERATA 
NO. SEKTOR PDRB 

- KONTRI BUS! 
2007 2008 2009 2010 

1 

PERTA\'L".\' 232.561.330.000 238.89·H20.000 246.436.330.000 :::'51.713.160.000 36,31 
2 PERTA:-.!BA\'GA\/PE\GGAL 11.604.130.000 11.725.150.000 11.87 5.230.000 1:.1E840.000 1.77 

L.l,\' 

3 
i\'DUSTRJ PE\'GOL".HA.'\ 

9.682.900.000 10.072. HO.OOO 10.356.4 70.000 10.604.990.000 1,53 

4 LISTRIK.GAS DA\ AIR 1.6+9.900.000 1.712.610.000 1.803.720.000 1.9U.OOO.OOO 0,27 
~ll\U:·I 

5 
BA\'GU'oiA\'/KO\'TRUKSl 

58.052.730.000 58.:::'19.050.000 58.6H.9+0.000 59.578.730.000 8,79 

6 
PERDAGA\'GA\ 

10+.377.900.000 11U07.350.000 117.071.010.000 127.156.190.000 17,19 

7 
PE:\GA\'GKlJTA\' 

39..132.040.000 41.636.110.000 43.212.870.000 H.892.200.000 6,33 

8 KEU/1\GA\.PERSE\'i..\.A\ 21.205.840.000 21.250.880.000 23.493.090.000 :::'5.099.920.000 3,4 
DA:'\ jASA ?ERUS.-\.HA\ 

9 
)AS.-\.-j.:..SA 

141.731.110.000 160.21Uoo.ooo 169.702.840.000 182.374.230.000 24-.41 

PDRBADHK 
620.297.880.000 

655.129.170.000 682.566.500.000 715.503.260.000 100 

Sumber: Sumba Timur dalam Angka (di olah) 

4.2.2. Pertumbuhan Ekonomi 

Indikator makro ekonomi lain yang dapat memberikan gambaran utuh 

tentang perekonomian daerah adalah Laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Laju 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi gambaran menyeluruh bagi 

pertumbuhan produksi riil sektor-sektor PDRB. Berdasarkan data statistik tahun 

2011 menunjukan bahwa Laju Pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Sumba 

Timur tahun 2007 mencapai 5,65 persen atau mengalami peningkatan 0,15 pain 

dari LPE tahun sebelumnya dan kembali menurun 0,03 pain pada tahun 2008 

mer.jadi 5,62 persen. Selanjutnya pada tahun 2009 terus menurun 1,43 point 

menjadi 4,19 persen dan tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,64 point 

menjadi 4,83 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2008 disebabkan 

melambatnya pertumbuhan tujuh sektor Produk Domestik Regional Bruto kecuali 

sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Galian yang mengalami 

peningkatan pertumbuhan pada tahun 2008. 
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4.2.3. Laju Inflasi 

Salah satu masalah pokok yang selalu dihadapi oleh pemerintah maupun 

masyarakat adalah tingkat inflasi. Peningkatan pendapatan masyarakat secara 

nominal akan berkurang apabila diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi. Laju 

inflasi yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya nilai mata uang yang 

disebabkan meningkatnya harga barang. Kondisi tersebut berdampak pada 

rendahnya daya beli masyarakat, dengan demikian sekalipun terjadi peningkatan 

pendapatan per kapita penduduk namun dilain pihak jika laju inflasi terus 

meningkat, maka pendapatan tersebut tidak begitu berarti. 

Berdasarkan atas data statistik yang disajikan BPS Sumba Timur 

menunjukkan bahwa harga barang terns mengalami peningkatan dalam kurun 

waktu tiga tahun. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli 

masyarakat. Gambaran tersebut merujuk pada persoalan tingkat inflasi yang 

dalam kurun waktu 3 tahun terus mengalami peningkat&n. 

Perkembangan Laju inflasi berdasarkan atas sajian data statistik tahun 

2011 menujukan bahwa pada tahun 2007 laju inflasi mencapai 5,34 persen, 

kemudian !lleningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2008 dan terus mengalami 

peningkatan menjadi 6,89 persen pada tahun 2009, tahun 20 I 0 lanju inflasi 

mencapai 6,80 persen. Perhitungan laju inflasi Produk Domestik Regional Bruto 

tersebut di atas dilakukan terhadap sektor-sektor Produk Domestik Regional 

Bruto yang menggambarkan laju inflasi pada tingkat harga produsen, hal ini 

berbeda dengan perhitungan tingkat inflasi berdasarkan indeks harga konsumen 

umum yang menggambarkan harga riil barang-barang kebutuhan pokok 
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sebagaimana yang disajikan dalam data statistik oleh BPS Sumba Timur dengan 

tingkat inflasi yang sangat fluktuatif. 

4.2.4. Pendapatan Per Kapita 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin kemakmuran yang 

tinggi bagi masyarakat umum, apabila diikuti tingkat pertumbuhan penduduk 

yang tinggi pula. Tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita lebih menunjukkan 

perkembangan kemakmuran, sebab apabila dilihat dari sudut koi1sumsi berarti 

masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa dalam 

takaran yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. 

Pendapatan perkapita menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat 

suatu daerah dan sekaligus menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat 

daerah tersebut. Berdasarkan trend perkembangan pendapatan perkapita 

Kabupaten Sumba Timur menujukan bahwa tingkat pendapatan perkapita 

masyarakat Sumba Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 

Tingkat pendapatan perkapita penduduk Sumba Timur terus meningkat, dimana 

tahun 2007 mencapai Rp.4.127.591 ,- atau mengalami peningkatan sebesar 8,19% 

dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2008 meningkat menjadi 

Rp.4.587.602 atau meningkat sebesar 17,69 persen dan pada tahun 2009 menjadi 

Rp.5.378.765 atau meningkat sebesai· 10,73 % dan tahun 2010 pendapatan 

perkapitan Kabupaten Sumba Timur mengalami peningkatan sebesar 12,72 persen 

atau menjadi Rp 6.063.068. 

Data tersebut di atas menggambarkan bahwa secara makro telah terjadi 

peningkatan pendapatan per kapita walaupun dilain pihak tidak disangkal bahwa 

masih besamya jurang pemisah an tara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi 
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dengan kelompok masyarakat berpendapatan rendah terutama di daerah 

perdesaan, namun dengan semakin berkembangnya perekonomian daerah 

diharapkan akan memberikan dampak terhadap pendapatan per kapita penduduk 

dan memperkecil gap antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 

4.2.5. Pendapatan Daerah 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 

2012 bahwa pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum 

penerimaanya. Pendapatan Daerah merupakan faktor yang paling penting dalam 

penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan 

pembangunan dan pemerintahan hanya dapat terlaksana jika didukung dengan 

kemampuan pendapatan yang memadai. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan 

keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terdiri atas Pendapatan Daerah, 

Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. 

Sumber pendapatan daerah terdiri atas ( 1) P ADyang terdiri dari Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain­

Lain Pendapatan Asli Daerah; (2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil 

Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 
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4.2.6. Pendapatan Asli Daerah 

Penerimaan PAD merupakan sumber penenmaan yang signifikan bagi 

pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Penerimaan PAD 

juga merupakan jaminan bagi kredibilitas suatu daerah yang mandiri. Oleh 

karenanya, dalam merencanakan target Pendapatan Daerah tentunya perlu 

diperhatikan ( 1 ). Potensi penerimaan yang diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap PAD; (2). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dalam rangka 

peningkatan PAD; (3). Serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan PAD. 

Disamping itu, PAD haruslah ditetapkan secara rasional dengan 

mempertimbangkan penenmaan PAD tahun lalu, potensi dan asums1 

pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis 

penerimaan, obyek penerimaan dan rincian obyek penerimaan. 

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

daerah sendiri berupa Pajak daerah, Retribusi daerah, Pengelolaan Kekayaan 

daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang syah 

4.2.6.1. Potensi Kemandiriau Daerah 

Analisis Kemandirian daerah untuk menunjukkan kemampuan keuangan 

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Indikatomya adalah 

total PAD di Bandingkan dengan Tranfer Dana Pusat di tam bah Dana Dari 

Provinsi. 
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Tabe14.3 

Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2009-2013 

Tahun PAD Transfer Pemerintah Rasia Kemandirian 

Pusat + Propinsi 

2009 27.002.974.187,82 441.989.190.790,00 6,11 

2010 26.968.194.404,99 444.285.627.219,00 6,07 

2011 31.562.174.132,27 550.976.251.338,00 5,73 

2012 40.193.740.827,50 589.723.835.340,00 6,82 

2013 40.056.503 0 7 49,08 653.516.170.64 7,00 6,13 

Rata-rata 6,18 

Sumber :Data LRA Kabupaten Sumba Tlmur 2009-2013 (d10lah) 

Dari hasil perhiiungan rasio kemandirian kemmgan daerah diatas 

terlihat bahwa rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah hanya 6, 18%, ini 

menunjukan bahwa kabupaten sumba timur masih sangat tergantung terhadap 

dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun propinsi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri 

kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih cukup rendah 

rata-rata 6,18% kurang dari 10%, yaitu pada pada tahun 2009 sebesar 6,11 %, pada 

tahun 2010 sebesar 6,07%, pada tahun 2011 sebesar 5,73%, pada tahun 2012 

sebesar 6,82% dan pada tahun 2013 sebesar 6, 13%. Kinerja pengelolaan 

keuangan Kabupaten Sumba Timur kurang baik disebabkan karena pertumbuhan 

keuangan yang tidak stabil, dimana pada tahun 2010 dan 2011 mengalami 

penurunan dari 6,11% pada tahun 2009 menjadi 6,07% pad a tahun 2010 

(menurun 0,04%) dan tahun 2011 mengalami penurunan dari 6,07% pada tahun 
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2010 menjadi 5,73% pada tahun 2011 (menurun 0,34%). Pada tahun 2012 

pertumbuhan keuangan mengalami kenaikan dari 5,73% pada tahun 2011 

menjadi 6,82% pada tahun 2012 ( meningkat 1,09%) dan pada tahun 2013 

pertumbuhan kembali mengalami penurunan dari 6,82% pada tahun 2012 menjadi 

6,13% pada tahun 2013 (menurun 0,69%). 

Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2012 disebabkan 

karena meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah bila di bandingkan 

dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013, 

dimana realisasi PAD tahun 2012 sebesar Rp40.193.740.824,50 sedangkan 

realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 sebesar 27.002.974.187,00, tahun 

2010 sebesar Rp26.968.194.234,99, tahun 2011 sebesar Rp34.841.445.724,50, 

dan tahun 2013 sebesar Rp40.056.503.749,08. Diperlukan usaha pemerintah 

daerah untuk mengurangi ketergatungan terhadap pemerintah pusat maupun 

propinsi dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. 

Kenyataan tersebut di atas, menunjukan bahwa peningkatan pendapatan 

daerah khususnya pendapatan asli daerah perlu direncanakan untuk ditingkatkan 

dimasa yang akan datang sesuai dengan potensi dan kondisi ekonomi masyarakat 

yang dipatutkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain dengan upaya meningkatkan pe1ayanan 

masyarakat dan mengintensifkan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 

Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan 

terhadap Pendapatan Daerah serta optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi 

pemungutan PBB sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 
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Untuk mendukung penerapan Undang-Undang tersebut perlu 

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi dunia usaha dan masyarakat 

pada kawasan-kawasan potensial dengan harapan terjadinya pergerakan ekonomi 

yang lebih cepat sehingga kedepan menjadi sumber pendapatan daerah. 

4.2.6.2.Potensi Efektifitas 

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan 

realisasi pendapatan dengan target pendapatan, dengan ukurannya adalah adalah 

besaran Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di bandingkan dengan 

Target Pendapatan Asli Daerah. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2009 -

2013 adalah sebagai berikut : 

Tabel4.4 
Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013 

Tahun Anggaran Realisasi Rasio 

2009 21.569.502.850,00 27.002.974.187,82 125,25 

2010 32.144.309.908,44 26.968.194.404.99 83,90 

2011 34.754.248.073,82 31.562.174.132,27 90,82 

2012 34.841.445.724,50 40.193.740.827,50 115,36 

2013 38.069.289.260,71 40.056.503.749,08 105,22 

Rata-rata 97.34 

i 
Sumber : Data LRA Kabupaten Sumba T1mur 2009-2013 yang d10lah 

Hasil perhitungan rasio efektifitas pendapatan asli daerah tahun 2009 

sebesar 125,25%, realisasi lebih dari target disebabkan karena realisasi pajak 

daerah sebesar 120,80%, retribusi daerah sebesar 142.59%, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 103,47% dan lain PAD yang sah 

sebesar 128,64%. 
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Tahun 2010 mengalami penurunan dimana realisasi hanya 83,90%, 

realisasi kurang dari target disebabkan karena realisasi pajak daerah sebesar 

70,48% ini disebabkan karena realisasi pajak restoran sebesar 84,24%, pajak 

hiburan sebesar 22,45% dan pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 

50,74%, dimana realisasinya tidak sesuai dengan target dan lebih rendah dari 

tahun 2009, retribusi daerah sebesar 95,60%, ini disebabkan karena realisasi 

retribusi pelayanan persampahan sebesar 81,33%, retribusi parkir di tempat jalan 

urn urn sebesar 1 7 ,48%, retribusi pelayanan pasar sebesar 3 8.81% dan retribusi 

pengujian kendaraan bermotor sebesar 98,67% dimana realisasinya tidak sesuai 

dengan target, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 

94,60% ini disebabkan karena realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada 

PT MNA sebesar 14,40% dimana realisasinya tidak sesuai dengan target dan lain-

lain PAD yang sah sebesar 68,08% ini disebabkan karena realisasi hasil 

penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar 68,99%, penerimaan jasa giro 

sebesar 53,16% dan pendapatan denda retribusi sebesar 13,40% dimana 

realisasinya tidak sesuai dengan target. 

Tahun 2011 realisasi sebesar 90,82%, realisasi kurang dari target 

disebabkan karena realisasi pajak daerah sebesar 137,45%, retribusi daerah 

sebesar 91,77% ini disebabkan karena realisasi retribusi jasa umum sebesar 

97,33% dan retribusi jasa usaha sebesar 46,51% dimana realisasinya tidak sesuai 
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dengan target, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 

95,71%% ini disebabkan karena realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada 

PT MNA sebesar 8% dimana realisasinya tidak sesuai dengan target dan lain-lain 

PAD yang sah sebesar 67,20%, ini disebabkan karena realisasi hasil penjualan 

aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar 36,17% dan penerimaan jasa g1ro 

sebesar 87,58% dimana realisasinya tidak sesuai dengan target. 

Tahun 2012 kembali naik dengan realisasi sebesar 115,36%, realisasi 

lebih dari target disebabkan karena realisasi pajak daerah sebesar 179,36%, 

retribusi daerah sebesar 85,52%, hasil pengelvlaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan sebesar 99,66 dan lain PAD yang sah sebesar 178,74%. 

Tahun 2013 sebesar 105,22%, realisasi lebih dari target disebabkan 

karena realisasi pajak daerah sebesar 153,04%, retribusi daerah sebesar 88,18%, 

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% dan lain PAD 

yang sah sebesar 112,15%, Sesuai hasil perhitungan rasio terse but diatas 

menggaf!1barkan kemarnpuan daerah dalam men_ialankan tugasnya sudah stabil 

karena realisasi mengalami kenaikan dimana realisasi untuk rata-rata selama lima 

tahun sebesar 97,34% terhadap target pendapatan asli daerah. 

1.2.6.3. Potensi pertumbuhan 

Analisis untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan kinerja 

keuangan serta kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja 

keuangan selarna kurun waktu tertentu, dengan ukurannya kenaikan atau 

penurunan kinerja PAD dan Total Pendapatan Daerah. 
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Adapun perkembangan pertumbuhan t PAD tahun 2009 - 2013 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Pertumbuhun PAD dan Pendapatan Derah Tahun 2009-2013 

Tahun PAD Rasio Total Pendapatan Rasio 

Pertumbuhan Daerah Pertumbu 

han 

2009 27.002.974.187,82 18,61 468.992.164.977,82 7,75 

2010 26.968.194.404,99 (0, 13) 471.253.821.623,99 0,48 

2011 31.562.174.132,27 17,03 582.538.425.4 70,27 23,61 I 

2012 40.193.740.827,50 ~7,35 629.917.576.164,50 8,13 

2013 40.056.503.749,08 (0,34) 693.572.674.396,08 10,11 
I 

Rata-rata 12,50 0,12 
I 
I 

I 
Sumber : Data LRA Kabupaten Sumba T!m'lr 2009-2013 yang d10lah 

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD dan total pendapatan dari 

tahun 2009-2013. Hal ini ditunjukkan dari pertumbuhan yang fluktuasi, dimana 

pada tahun 2010 pertumbuhan menurun dari 18,61% pada tahun 2009 menjadi 

(0,13), pada tahun 2011 dan 2012 pertumbuhan kembali meningkat menjadi 

17,03% dan 27,35% dan pada tahun 2013 pertumbuhan kembali menurun 

menajdi (0,34%). Hasil perhitungan rasio perumbuhan menunjukkan rata-rata 

pertumbuhan PAD yang positif sebesar 12,50%, namun pertumbuhan P ADh yang 

negatif terjadi pada tahun 2010 dan 2013. Semen tara itu pertumbuhan total 

pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 1 0, 12%. 
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Pertumbuhan PAD yang positif atau meningkat terjadi pada tahun 2009, 

20 II dan 20 I2, hal ini disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos PAD 

seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Hasil analisis rasio pertumbuhan diatas menunjukkan bahwa kinerja 

pengelolaan keuangan Kabupaten Sumba Timur mampu meningkatkan 

pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Meskipun 

pertumbuhan PAD tahun 2010 lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2009, 

pertumbuhan PAD tahun 20 I3 lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2012 tetapi 

pertumbuhan PAD tetap mengalami pertumbuhan. Oleh karenanya efektifitas dan 

efisiensi perlu dilakukan guna meningkatkan sumber-sumber PAD melalui 

penyederhanaan dan optimalisasi sistem serta prosedur administrasi pungutan 

pajak dan retribusi daerah yang didukung oleh peningkatan ketaatan wajib pajak 

dan pembayaran retribusi daerah serta peningkatan pengawasan dan pengendalian 

atas pungutan pajak dan retribusi daerah. 

Pajak daerah dan retribusi daerah memegang peranan penting dalam 

peningkatan PAD yang perlu diupayakan peningkatannya melalui penggalian 

potensi sumber-sumber pendapatan daerah sesara optimal berdasarkan 

kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan 

pelayanan dan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi 

daerah yang diperoleh diharapkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi 

terkait dengan proses produksi sehingga barang dan jasa yang dihasilkan dapat 

lebih kompetitif. 
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Keseluruhan investasi yang direncanakan diharapkan akan menghasilkan 

kegiatan produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya akan menciptakan 

kesempatan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi wilayah. Oleh karena itu, 

pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan investasi dilakukan perbaikan 

pelayanan publik antara lain melalui pemberian kepastian hukum dan kepastian 

berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan peningkatan 

perlindungan berinvestasi. 

Kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka meningkatkan penerimaan 

Pajak daerah adalah melakukan Pemetaan atas kebijakan pemerintah tentang 

perluasan Basis Pajak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta melakukan re­

identifikasi obyek dan subyek pajak untuk mendapatkan data yang akurat, 

termasuk penjaringan obyek pajak baru yang disertai dengan payung hukum 

perundang-undangan tentang obyek pajak baru tersebut. 

Kebijakan lainnya yang perlu ditempuh dalam rangka mengefektifkan 

penerimaan PAD dari pos penerimaan pajak daerah adalah mengefektifkan sistem 

dan prosedur penerimaan pajak serta perkuatan kapasitas sarana dan sun:ber 

pungutan pajak bumi dan bangunan bagi penguatan kapasitas PAD. 

4.3. HASIL PENELITIAN 

Pemahaman konsep pengelolaan keuangan sebagaimana tergambar di 

atas, maka dalam tataran implementasi terlihat jelas bahwa meskipun pemerintah 

Daerah terus berupaya U11tuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah secara 

mandiri melalui penguatan peran PAD, namun tidak dapat dipungkiri bahwa trend 

perkembangan PAD dalam tahun 2009-2013 masih menunjukan kondisi yang 

masih melemah. Kondisi ini terlihat dalam gambaran Tabel 4.6 sebagai berikut: 

104 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



No 

1 

2 

3 

4 

5 

Tabel4.6 
Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Periode 

Tahun 2009-2013 
Dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah 

a upa en urn a 1mur K b t S b T" 
Tahun Realisasi PAD Realisasi Rasio PAD 

Pendapatan Terhadap 
Pendapatan 

Daerah 
2009 27.002.974.187,82 468.992.164.977,82 5,76 

2010 26.968.194.404.99 471.253.821.623,99 5,72 

2011 31.562.174.132,27 582.53 8.425.4 70,27 5,42 

2012 40.193.740.824,50 629.917.576.164,50 6,38 

2013 40.056.503.749.08 693.572.674.396,08 5,78 

Sumber : Data LRA Kabupaten Sumba Timur 2009-2013 yang diolah 

Gambaran Tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio kemandirian Daerah 

terhadap Pendapatan daerah dalam kurun waktu lima tahun hanya sebesar 5,81 

persen yang berarti nilai dependensi pendapatan daerah terhadap kapasitas 

fmancial pemerintah pusat masih sebesar 94,19 persen. Nilai ketergantungan 

finansial kepada pemerintah pusat tersebut menunjukan rendahnya Derajat 

Kemandirian Fiskal Kabupaten Sumba Timur Itu berarti bahwa ruang dan peluang 

untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur secara mandiri 

sangat terbatas. 

Kondisi kemandirian fiskal yang di alami Kabupaten Sumba Timur di 

atas tentunya tidak terlepas dari kemampuan daerah untuk menggali sumber-

sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. 

Menurut Warsito Utomo bahwa otonomi daerah menuntut adanya kemampuan 
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Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penenmaan yang tidak 

tergantung kepada Pemerintah Pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam 

menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam 

batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemampuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang secara 

otonom akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD harus pula 

didekatkan dengan Kemampuan pengumpulan pendapatan asli daerah (Tax 

Effort), Efisiensi dan efektifitas pengelolaan PAD yang tentunya bermuara pada 

penciptaan kapasitas PAD yang menjadi tiang kokoh kemadirian fiskal daerah itu 

sendiri. 

Anal isis upaya pengumpulan PAD (Tax E.ffort) sebagai insturmcnt yang 

menganalisis besaran realisasi pajak dibandingkan dengan kemampuan membayar 

pajak melalui besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga 

belaku dalam kurun waktu 5 tahun mununjukan bahwa Tax Effort Kabupaten 

Sumba Timur hanya berkisar antara 1,83 % - 2,24 % dengan rata-rata tax Effort 

pertahun sebesar 2.08 %. Analisis kelemahan Tax Effort Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sumba Timur tahun 2009-2013 dapat diikuti pada tabel sebagai 

berikut: 
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THN 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

Tabe14.7 
Analisis Tax Effort Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009-2013 

(Tax Effort= Rls PAD/PDRB (Adhb) 

PDRB REALISASI PAD 

1.202.996.703.000,00 27.002.974.187 

1.316.622.331.000,00 26.968.194.234,99 

1.430.246.959.000,00 31.562.174.132,50 

1.935.671.984.800,00 40.193.740.824,50 

2.187.084.167.454,00 40.056.503.749,08 

Rata-rata Tx Effort 

Sumber : Data Kebijakan Umum Anggaran dan APBD 
Kabupaten Sumba Timur 2009-2013 yang dio1ah 

TAX 

EFFORT 

2,24 

2,05 

2,21 

2,08 

L83 

2,08 

Gambaran yang diperoleh dari analisis kelemahan Tax E_ffort di atas 

menunjukan bahwa meskipun pemerintah daerah terus berupaya untuk 

meningkatkan Produk Domsetik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku_ namun 

dari sisi upaya pengumpulan pajak dari besaran PDRB harga berlaku tersebut 

masih sangat lemah. Kelemahan tersebut tentunya perlu dikaji dan dicermati 

dengan sebuah pendekatan yang tepat untuk memperoleh jawaban atas kelemahan 

Tax Effort Kabupaten Sumba Timur dalam kurun waktu 5 tahun tersebut. 

Sisi lain yang perlu mendapat percematan akurat dalam persoalan 

lemahnya kemandirian fiskal Kabupaten Sumba Timur dari sisi Pendapatan Asli 

Daerah bahwa disamping upaya pengumpulan pajak (Fax Effort) yang 

berpengaruh signifikan, juga faktor efektifitas pengelolaan PAD. Rasio efektivitas 

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang 

direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
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daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 

1 (satu) atau 100%. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin tinggi. 

Analisis rasio efektifitas Pengelolaan PAD Kabupaten Sumba Timur 

menunjukan bahwa rasio afektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun 

2009-2013 sangat fluktuatif berada pada kisaran 0,83- 1,05. Besaran nilai rasio 

efektifitas terse but menunjukan angka minimal dan bahkan pada tahun 2010 dan 

2011 terjadi penurunan rasional efektifitas antara 0.85 dan 0,90 dan tidak 

mencapai rasio minimal 1 %. Data yang menunjukan kelemhaman · rasio 

efektifitas PAD dapat ditunjukan dalam tabel 4.8 sebagai berikut 

2009 

2010 

2011 

20!2 

2013 

Tabel4.8 
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Sumba Timur tahun 2009-2013 
_( RE: Rls PADffrg PAD) 

TARGET PAD REALISASI PAD 

21.559.502.850,00 27.002.974.187 

32.144.309.908,00 26.968.194.234,99 

34.754.248.073,82 31.562.174.132.50 

34.841.445.724,50 40.193.740.824.50 

38.069.740.824,00 40.056.503.749,08 

Rata-f'lta RE 

RASIO 

EFEKTIFIT AS 

125,25 

83,9 

90,82 

115,36 

105.22 

104,11 

Sumber : Data LRA Kabupaten Sumba Timur 2009-2013 yang diolah 

Gambaran rasio efektifitas PAD di atas menujukan bahwa meskipun rata-

rata r<tsio efektifitas PAD diatas 1 %, namun hal tersebut masih menujukan 

kelemahan rasio efekti fitas jika dikaitkan dengan ketersediaan potensi PAD di 

Kabupaten Sumba Timur yang seharusnya dikelola dengan efektif akan berakibat 

pada meningkatnya besaran rasio efektifitas PAD di Kabupaten Sumba Timur. 
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Gambaran perkembangan PAD di atas tentunya menunjukan kelemahan 

yang secara aktual berpengaruh langsung pada tingkat pendapatan daerah, baik 

dari sisi Tax Effort, Pertumbuhan maupun efektifitas. Kondisi tersebut tentunya 

cukup beralasan karena kondisi besaran potensi PAD yang ada tidak sebanding 

dengan upaya pengelolaan potensi PAD itu sendiri. 

Berdasarkan data pada Bidang Pendapatan Dinas DPPKAD Kabupaten 

Sumba Timur terlihat bahwa sampai dengan tahun 2014 hanya 14 pos pajak dan 

Retribusi yang dapat dikelola dan dilakukan pungutan. Potensi Pajak dan retribusi 

tersebut adalah: 

I. Potensi Jasa Usaha: Potensi kekayaan daerah, Potensi Pasar dan Grosir, 

Potensi tempat pelelangan, terminal, tempat parkir khusus, Penginapan, 

pesanggrahan dan villa, rumah potong hewan, kepelabuhan,rektiasi dan olah 

raga. 

2. Potensi Jasa Umum : Potensi pelayanan kesehatan, Pelayanan Persampahan, 

potensi parkir, Pelayanan pasar, Pengujian kendaraan, Potensi limbah cmr, 

pelayann tera, pelayanan pendidikan dan potensi menara telekomunikasi. 

3. Potensi Perijinan tertentu : IMB, Tempat penjualan minuman beralkohol, Ijin 

gangguan, Ijin Trayek dan Usaha Perikanan. 

4. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Hotel, 

restoran, Hiburan, reklame, Mineral Bukan logam dan batuan, Pajak Parkir, 

Pajak Air Tanah dan Pajak sarang burung walet Potensi PAD sebagaimana 

tergambar tidak secara keseluruhan dilakukan pungutan, termasuk beberapa 

potensi PAD yang potensial, seperti pajak pariwisata, taman bahari, hutan 

wisata, kampung adat dan lainnya belum dilakukan identifikasi, apalagi 
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dilakukan pungutan. Hal terse but yang mengakibatkan pertumbuhan PAD di 

Kabupaten Sumba Timur melambat dan sangat fluktuatif. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD 

melalui potensi PAD yang ada tentunya masih terbatas pada upaya melakukan 

pungutan pada beberapa potensi PAD yang dianggap potensial mendukung 

peningkatan PAD, baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah. Skala 

pungutanpun masih terbatas pada wilayah-wilayah tertentu yang dapat dijangkau 

oleh pemerintah daerah. Upaya lain yang juga dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kapasitas SDM birokrasi yang ada, tetapi dalam jumlah yang 

terbatas karena kurang kemampuan pendanaan pemerintah daerah. 

Dari sisi potensi pajak Bumi dan Bangunan, maka berdasarkan Undang­

undang Nomor 28 tahun 2009, maka kewenangan untuk melakukan pungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan telah diserahkan kepada 

pemerintah daerah, namun penyerahan tersebut masih mengandung banyak 

kelemahan, antara lain pada identifikasi potensi Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan yang mengakibatkan banyaknya kesalahan data PBB-P2 

yang hams di mutahirkan kembali guna mencapai target penerimaan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan 

meningkatkan kinerja Bidang Pendapatan, khususnya dalam pengelolaan PBB-P2 

dengan jalan melakukan identifikasi ulang potensi PBB-P2 tersebut, serta 

meningkatkan kapasitas SDM pengelola PBB-P2. 
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4.4. MANAJEMEN PENDAP AT AN ASLI DAERAH 

4.4.1. Aspek Perencanaan. 

4.4.1.1. ldentifikasi Potensi PAD 

4.4.1.1.1.Kekuatan dan kelemahan 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab 

diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang 

didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, 

kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah 

yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan PAD, 

baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan 

penggalian sumber PAD yang barn sesuai dengan ketentuan yang ada serta 

memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan 

upaya peningkatan PAD, perlu diadakan anal isis potensi PAD (Murdiati, 20 12). 

Pemyataan Murdiati di atas menunjukan bahwa sebagai daerah otonomi, 

maka Kabupaten Sumba Timur memiliki kewenangan yang jelas untuk 

menentukan potensi-potensi PAD yang dapat berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan PAD. Konsepsi ini menjadi penting artinya bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumba Timur untuk memberikan prioritas pada aspek potensi PAD 
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yang menjadi kewenangan untuk dikembangkan. Faktor potensi PAD tentunya 

memerlukan identifikasi yang akurat dengan mempertimbangkan faktor 

pemanfaatannya yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan PAD. 

Salah satu kebijakan pemerintah dalam melakukan intervensi peningkatan 

PAD yaitu dengan menetapkan skala prioritas potensi PAD melalui Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati Sumba Timur yang memungkinkan potensi tersebut 

layak dikembangkan untuk memberikan input signifikan terhadap PAD. Salah 

satu bentuk kebijakan itu adalah melakukan identifikasi potensi PAD yang 

substansi kewenangannya diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) teknis yang berkaitan laungsung dengan PAD. 

Hasil penelitian menunjukan bah·.va terdapat beberapa isu strategik 

dominan yang merupakan faktor-faktor dominan yang berpengaruh langsung 

dilaksanakan identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor 

tersebut telah diuji dengan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan 

faktor Kekuatan potensial, Kelemahan potensial, Peluang potensial dan Ancaman 

potensial dalam pelaksanaan identifikasi potensi PAD. Analisis SWOT atas 

identifikasi Potensi PAD dapat diikuti pada tabel analisis SWOT 4.9 sebagai 

berikut: 
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I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

II 

Tabel4.9 
Analisis SWOT Lingkungan Internal terhadap 

Aspek lndikator ldentifikasi Potensi PAD 
F AKTOR INTERNAL (S/W) BO NIL 

BO AI 
T 

Adanya Sisdur dilaksanakan secara optimal 0,06 2 
dalam Identifikasi Potensi PAD 
Regulasi yang ada belum mengatur sumber- 0.05 2 
sumber PAD secara keseluruhan 
Adanya SDM yang melalukan Identifikasi 0,06 2 
Potensi PAD 
Adanya Kewenangan dalam Identifikasi 0,05 2 
Potensi PAD 
Kurangnya Ketersediaan Pengganggran 0,05 2 
ldentifikasi Potensi PAD 
Adanya Potensi PAD yang dapat di indetifikasi 0,06 2 

Kurangnya Tupoksi Identifikasi Potensi PAD 0,05 2 
dari SKPD teknis 
Kurangnya transparansi dalam ldentifikasi 0,05 2 
Potensi PAD 
Adanya komitmen pimpinan dalam melakukan 0,05 2 
Identifikasi Potensi PAD 
Kurangnya kemantapan institusi 0,05 2 

Beium tersedianya data Potensi PAD 0,05 2 
Sumber : Data L!ngkungan lntcrnallndJkator ldentdikas1 Potens1 PAD yang d1 alah 

HASIL 
PERK 
ALlAN 

0,114 

0,095 

0, II4 

O,I09 

O,I09 

0, I14 

O,I05 

O,IOO 

O,I09 

O,IOO 

0,095 

Hasil analisis SWOT terhadap aspek perencanaan dengan indikator 

Indentifikasi potensi PAD menunjukan bahwa terdapat 5 kekuatan potensial 

dengan jumlah nilai 0,559 dan 6 kelemahan potensial dengan jumlah nilai 0,605 

yang berpengaruh terhadap pelaksanaan identifikasi potensi PAD. Penetapan 

faktor kekuatan potensial tersebut karena rata-rata akumulasi nilai capaian dan 

nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala liker, dimana nilai (S) = (n(S) 

> 0, I 06) sedangkan faktor kelemahan dengan rata-rata akumulasi nilai Capaian 

dan nilai urgensi penanganan, dimana W= (n(W) < 0, I 06) dengan posisi kuadran 

atau ( S - W) = - 0,045 
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Kekuatan potensial yang mempengaruhi identifikasi potensi P AD adalah 

(I). Adanya sistem dan prosedur dalam pelaksanaan identifikasi potensi PAD. 

Sistem dan prosedur ini menjadi garis tetap yang harus dilalui oleh pengelola 

PAD agar tujuan identifikasi PAD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

(2) adanya Sumber Daya Manusia yang ditugaskan melakukan identifikasi potensi 

PAD. Sumberdaya manusia tersebut tentunya telah memiliki ketrampilan dalam 

identifikasi potensi PAD serta mampu menetapkan potensi PAD yang dianggap 

potensi mendukung peningkatan PAD; (3) adanya kewenangan dalam melakukan 

identifikasi potensi PAD. Kewenangan itu diserahkan kepada instansi teknis untuk 

melakukan identifikasi potensi PAD yang didukung oleh tanggung jawab yang 

luas dalam melakukan identifikasi potensi PAD; (4) adanya potensi PAD yang 

dapat secara langsung memberikan hasil bagi PAD. Potensi itu dapat berupa 

potensi alam yang belum dijamah, sarana dan prasarana publik milik pemerintah 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat serta potensi kekayaan daerah yang belum 

diatur pernnafaatannya untuk meningkatkan PAD; serta (5) adanya komitmen 

pimpinan daerah untuk memanfaatkan potensi PAD untuk meningkatkan 

pendapatan daerah yang secara langsung dibawah kewenangan pimpinan daerah. 

Kebijakan dan komando yang disampaikan pimpinan dalam melakukan 

identifikasi potensi PAD kepada semua pihak pengelola potensi PAD diberikan 

ruang yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Kekuatan dominan yang 

mempengaruhi identifikasi potensi PAD selanjutnya diperkuat oleh hasil 

wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan, Zainal Arifin Abbas yang 

mengatakan bahwa : 
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Sumba Timur adalah salah daerah di NTT yang potensial dalam 

peningkatan PAD. Potensi yang ada saangat mendukung untuk meningkatkan 

PAD, seperti Sumber Daya A/am, Sumber daya Pariwisata, Kekayaan Daerah 

sarana penunjang PAD lainnya. Kit a punya kekuatan untuk melakukan 

identifikasi Sistem dan prosedur identijikasi, Adanya kewenangan, Adanya 

potensi itu sendiri serta yang terpenting adanya komitmen pimpinan daerah untuk 

mendukung dengan kebijakan indentifikasi potensi PAD di Kabupaten Sumba 

Timur. 

Pendapat Kepala Bidang pendapatan DPPKAD Kabupaten Sumba Timur 

di atas menunjukan bahwa jika kekuatan yang dimiliki organisasi pemerintah 

daerah mampu digunakan dan dimanfaatkan, maka diyakini Kabupaten Sumba 

Timur yang memiliki potensi PAD yang cukup besar akan mampu meningkatkan 

PAD. 

Disamping kekuatan yang mendukung identifikasi potensi PAD, maka 

terdapat kelemahan yang secara signifikan mempengaruhi dilaksanakan 

identifikasi potensi PAD. Kelemahan terse but (1) Regulasi yang ada bel urn 

mengatur sumber-sumber PAD secara keseluruhan; ( 2) Kurangnya Ketersediaan 

Pengganggaran Identifikasi Potensi PAD; (3) Kurangnya Tupoksi Identifikasi 

Potensi PAD dari SKPD Teknis; (4) Kurangnya kemantapan institusi; (5) 
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Kurangnya transparansi dalam Identifikasi Potensi PAD; (6) Belum tersedianya 

data Potensi PAD. Kelemahan tersebut menurut Yohanes U.B. Deddy bahwa 

Faktor penting dalam identijikasi potensi adalah bagaimana mengatasi 

kelemahan secara internal. Faktor pengganggaran, kemantapan organisasi, data 

potensi dan regulasi yang mengatur ident~fikasi potensi merupakan faktor 

penunjang utama. Kita bisa lihat saja bahwa banyak potensi PAD yang belum 

dimanfaatkan karena tidak ada identijikasi atas potensi itu, sementara tuntutan 

kewenangan yang diberikan dalam konteks otonomi justru mengharuskan daerah 

meningkatkan PAD sesuai dengan potensi daerah. 

Pemyataan kepala seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan 

DPPKAD Kabupaten Sumba Timur di atas patut di terima karena sampai saat ini 

masih banyak potensi pendapatan asli daerah yang belum teridentifikasi ol~h 

karena adanya berbagai kelemahan yang ada dalam proses pelaksanaan 

identifikasi potensi PAD. 

4.4.1.1.1. Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan atas hasil analisis lingkungan ekstemal terhadap indikator 

identifikasi potensi PAD ditemukan peluang dan ancaman yang dapat 

berpengaruh langsung terhadap identifikasi potensi PAD. Hasil anal isis 

lingkungan Ekstemal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut: 
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Tabe14.10 
Analisis SWOT Lingkungan Eksternal terhadap 

spe n 1 ator entJ 1 as1 A k I d"k ld "fik . P otens1 
FAKTOR EKSTERNAL BOBOT NILAI HASIL KATEGORI 

(Off) PERKALIAN orr 
1 Adanya Aturan yang mengatur 0,08 2 0,150 0 

Identifikasi Potensi PAD 

2 Kurangnya Penyuluhan/ 0,06 2 0,119 T 
sosialisasi tentang Identifikasi 
Potensi PAD 

3 Adanya kondisi geografis yang 0,07 2 0,138 0 
mendukung Identifikasi 
Potensi PAD 

4 Adanya kondisi ekonomi yang 0,07 2 0,144 0 
mendukung Identifikasi 
Potensi PAD 

5 Kurangnya dukungan 0,06 2 0,119 T 
masyarakat untuk me1akukan 
ldentifikasi Potensi PAD 

6 Adanya kondisi potensi 0,08 2 0,156 0 
wilayah yang mendukung 
Identifikasi Potensi PAD 

7 Kurangnya Potensi Pasar yang 0,06 2 0,119 T 
ada terhadap potensi PAD 

8 Tidak konsistenya Regulasi 0,06 2 0,113 T 

Sumber : Data LingJ..ungan Ekstemal lndikator ldentifikasi Potensi PAD yang di olah 

Gambaran tabel 4.10 analisis lingkungan ekstemal identifikasi potensi 

PAD terdapat 4 peluang dengan total nilai 0,588 dan 4 ancaman dengan total 

nilai 0,469 dalam pelaksanaan identifikasi potensi PAD. Untuk kategori Peluang 

dengan nilai (n(O) > 0,132) dan untuk kategori nilai T, dimana (n(T) < 0, 132), 

dengan posisi kuadran atau (0- T) = 0,119 

Berdasarkan atas gambaran analisis internal dan analisis ekstemal terhadap 

indikator Indetifikasi Potensi PAD, maka dapat ditentukan letak aspek yang di 

analisis pada pcta Kuadran SWOT sebagai Berikut: 
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Gambar 4.1. Kuadran SWOT Identifikasi Potensi PAD 

PELUANG (01 

Area kuadran (3) 

1 KELEMAHAN 

Area kudran (I) 

KEKUATAN(S) 

Area Kuadran (4 ) Area Kuadran (2) 

ANCAMAN(T) 

Gambaran pada peta Kuadran di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi potensi pendapatan asli daerah 

berada pada posisi kuadran 3 (negatif-positif) atau dapat dikatakan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur berpeluang besar dalam melakukan 

identifikasi potensi disatu sisi, tetapi disisi lain memiliki kelemahan yang hams 

segera diatasi agar identifikasi potensi pendapatan asli daerah dapat dilakukan 

dalam meningkatkan PAD. Kelemahan itu adalah Belum adanya regulasi yang 

mengatur sumber-sumber PAD secara keseluruhan, Kurangnya Ketersediaan 

Pengganggaran bagi Identifikasi Potensi PAD, Kurang jelasnya Tupoksi 

Identifikasi Potensi PAD dari SKPD teknis, Kurangnya transparansi dalam 

Identifikasi Potensi PAD. Strategi penanganan yang ditawarkan adalah melakukan 

perubahan strategi. Strategi yang ada dianggap tidak mampu menjadi solusi bagi 

kelemahan yang ada dalam organisasi pemerintah. 
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Hasil wawancara dengan Amrosius B. Moulaka diketahui bahwa: 

Semua kegiatan yang berujung pada peningkatan PAD dapat kita lakukan apa 

tidak. Peluang yang ada untuk melakukan indent(fzkasi potensi PAD seperti 

adanya polensi wilayah yang mendukung peningkatan PAD, adanya regulasi 

yang mengatur polensi PAD, serta ada perkembangan ekonomi memberikan kita 

peluang besar untuk melakukan Jdentifzkasi polensi PAD, Namun kita perlu juga 

mencatat bahwa pengalaman mengajarkan pada kita bahwa proses peningkatan 

PAD memiliki ancaman, salah satunya pada aspek ident~fikasi potensi PAD 

seperti regulasi yang berubah-ubah, kurangnya potensi pasar, kurangnya 

pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan potensi PAD serta minimnya 

dukungan masyarakat terhadap pengelolaan potensi PAD. 

Pemyataan kepala seksi Penagihan dan pembukuan Bidang Pendapatan 

DPPKAD Kabupaten Sumba Timur tersebut menandakan bahwa proses 

identifikasi potensi memerlukan pemaharnan yang aktual tentang kondisi yang 

sesungguhnya, terutama peluang dan ancaman dalam melakukan idntifikasi 

potensi PAD. Adanya Aturan yang mengatur identifikasi potensi, kondisi 

geografis serta potensi ekonomi yang dapat meningkatkan PAD serta ancaman 

seperti regulasi yang tidak konsisten, pemahaman masyarakat tentang arti penting 

potensi PAD tentunya harus mendapat perhatian yang serius, manakala kita akan 

melakukan identifikasi potensi PAD. 

Hasil dari analisis lingkungan internal dan lingkungan ekstemal 

indikator identifikasi potensi PAD, maka ditetapkan strategi yang selanjut 

dianalisis dalam analisis strategi dominan sebagai berikut: 
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Tabel4.11 
Analisis Strategi S-0 ( Mengunakan Kekuatan untuk meraih Peluang) 

ANALISIS AKUM KEKUATAN (S) NIL PELUANG NILAI 
STRATEGIK (S-0) (S-0) AI (0) (0) 

( S+0/2) (S) 

1 Memantapkan 0,132 Adanya Sisdur 0,11 Adanya 0,150 
sitem dan prosedur dilaksanakan 4 Aturan yang 
dengan secara optimal mengatur 
memanfaatkan dalam Identifikasi Identifikasi 
aturan yang Potensi PAD Potensi PAD 
mengatur 
identifikasi potensi 
Pendapatan Asli 
Daerah. 

2. Menggunakan 0;135 Adanya SDM 0,11 Adanya 0,156 
Sumberdaya yang melalukan 4 kondisi potensi 
Man usia yang Identifikasi wilayah yang 
trampil untuk Potensi PAD mendukung 
mengggali potensi Identifikasi 
PAD. Potensi PAD 

3 Mengunakan 0,133 Adanya komitmen 0,10 Adanya 0,156 
komitmen pimpinan dalam 9 kondisi potensi 
pimpinan dalam melakukan wilayah yang 
melakukan Identifikasi mendukung 
Identifikasi Potensi Potensi PAD ldentifikasi 
PAD dalam Potensi PAD 
mengelola potensi 
wilayah yang 
mendukung 
Identifikasi Potensi 
PAD 
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Tabel4.12 
Anal isis Strategi W -0 ( Mengurangi kelemahan untuk meraih Peluang) 

Analisis Strategik AKUM KELEMAHAN NILAI PELUANG NIL AI 
(W-0) (W-0) (W) (W) (0) (0) 

(W+0/2) 
1 Meningkatkan 0,133 Kurangnya 0,109 Adanya 0,156 

ketersediaan Ketersediaan kondisi 
anggaran untuk Pengganggran potensi 
menggali ldentifikasi wilayah yang 
potensi Potensi PAD mendukung 
wilayah yang ldentifikasi 
mendukung Potensi PAD 
ldentifikasi 
potensi 
Pendapatan 
Asli Daerah. 

2. Meningkatkan 0,128 Kurangnya 0,100 Adanya 0,156 
kemantapan kemantapan kondisi 
institusi untuk institusi potensi 
menggali wilayah yang 
potensi mendukung 
wilayah yang ldentifikasi 
mendukung Potensi PAD 
identifikasi 
potensi 
Pendapatan 
Asli Daerah. 

.... Meningkatkan 0,128 Kurangnya 0,100 Adanya 0,156 .) 

transparansi transparansi kondisi 
dalam dalam potensi 
pengelolaan ldentifikasi wilayah yang 
potensi-potensi Potensi PAD mendukung 
wilayah gun a Identifikasi 
mendukung Potensi PAD 
peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah. 
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Tabel4.13 
Anal isis Strategi S-T ( Menggunakan Kekuatan untuk menghadapi Ancaman) 

ANALISIS AKUM KEKUATAN NILAI ANCAMAN NILAI 
STRA TEGIK (S-T) (S-T) (S) (S) (T) (T) 

fS+T/21 
I Menggunakan 0,117 Adanya SDM 0,114 Kurangnya 0,119 

Sumber day a yang Penyuluhan/ 
manusm yang ada melalukan sosialisasi 
untuk ldentifikasi ten tang 
meningkatkan Potensi PAD ldentifikasi 
penyuluhan/ Potensi PAD 
sosialisasi ten tang 
Identifikasi Potensi 
PAD. 

2. Menggunakan 0,114 Adanya 0,109 Kurangnya 0,119 
komitmen komitmen dukungan 
ptmpman untuk ptmpman masyarakat 
mendapatkan dalam untuk 
dukungan melakukan melakukan 
masyarakat dalam ldentifikasi Identifikasi 
pengelolaan Potensi PAD Potensi PAD 
_Qotensi PAD. 

3 Menggunakan 0,111 Adanya 0,109 Tidak adanya 0,113 
komitmen komitmen Regulasi 
p1mpman untuk p1mpman yang 
menetapkan dalam konsisten 
regulasi yang melakukan 
konsisten dalam Identifikasi 
pengelolaan Potensi PAD 
potensi PAD. 
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Tabel 4.14 
Analisis Strategi W-T ( Mengurangi Kelemahan untuk menghadapi 

An cam an) 

ANALISIS AKUM KLEMAHAN(W) NILAI ANCAMAN (T) NILAI 
STRATEGIK (\V-T) (W-T) (W) (T) 

(W+T/2) 
Meningkatkan 0,110 Kurangnya 0,100 Kurangnya 0,119 
kemantapan instusi kemantapan dukungan 
untuk meningkatakan institusi masyarakat untuk 
dukungan masyarakat melakukan 
dalam pengelolaan Identifikasi Potensi 
potensi PAD. PAD 
Meningkatkan 0,110 Kurangnya 0,100 Kurangnya 0,119 
Transparansi dalam transparansi dukungan 
mendapat dukungan dalam Identifikasi masyarakat untuk 
masyarakat dalam Potensi PAD melakukan 
pengolaan PAD Identifikasi Potensi 

PAD 

Meningkatkan 0,114 Kurang 0,109 K urangPenyul uhanl 0,119 
ketersediaan anggaran Ketersediaan sosialisasi tentang 
untuk meningkatkan Pengganggran Identifikasi Potensi 
penyul uhanl sosi laisasi Identifikasi PAD 

Potensi PAD 

Pemilihan strategi dominan diambil dari 3 nilai tertinggi dari nilai analisis 

internal dan ekstemal. Sedangkan Perhitungan angka pada analisis (S-0, W-0, S-T, 

dan W-T) diperoleh dari hasil penilaian respond en dengan cara membagi nilai (S-O, 

W-0, S-T, dan W-T) kemudian diambil 1 aspek dari nilai (S-0, W-0, S-T, dan 

W-T) untuk ditetapkan sebagai strategi. 

Analisis aspek (S-0, W-0, S-T, dan W-T) di atas, maka dapat ditetapkan 

strategi dominan dari indikator identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penetapan Strategi dominan dari indikator identifikasi potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dilakukan dengan melihat nilai tertinggi dari strategi (S-O), (W -0), 

(S-T), (W-T). Nilai tertinggi terse but diperoleh dari Akumulasi antara nilai masing-

masing analisis internal dan ekstemal kemudian dibagi 2. Berdasarkan analisis 
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tersebut diperoleh strategi dominan dari indikator indetifikasi potensi PAD sebagai 

berikut: 

I. Menggunakan Sumber daya Manusia yang trampil untuk mengggali 

potensi PAD. 

2. Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk menggali potensi wilayah 

yang mendukung Identifikasi potensi PAD. 

3. Menggunakan Sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan 

Penyuluhan/sosialisasi tentang Identifikasi potensi PAD. 

4. Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan intensitas 

pen yul uhan/ sosialisasi. 

4.4.1.2. Penetapan Strategi pengelolaan Potensi PAD 

1. Kekuatan dan kelemahan 

Pembangunan Daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari pembangunan suatu bangsa. Eksistensi pembangunan daerah 

merupakan wujud dari keberlangsungannya pembangunan suatu negara, 

keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah 

dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk 

mencapai keberhasilan pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu kebijakan 

dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya 

manusia dalam mengelola dan mengolah sumber daya alam yang dimiliki tiap 
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daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang ada dan yang 

belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan 

daerah agar lebih baik hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat 

daerah. Daerah harus mengoptimalkan sumber daya daerahnya, baik dari sumber 

daya alam maupun sumber daya manusia guna meningkatkan pendapatan asli 

daerah sehingga ketergantungan daerah kepada pusat bisa dikurangi. Potensi-

potensi di bidang industri, perdagangan pariwisata, pertambangan serta 

pengolahan hasil tambang maupun pelayanan umum (retribusi) manjadi salah satu 

faktor yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian yang dapat 

meningkatkan penerimaan pajak daerah. Seperti yang telah tertuang dalam 

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( 

Rahayuningsih, 2009) 

Pendapat Rahayu Ningsih di atas mcnunjukan bahwa eksistensi sebuah 

daerah otonom ditunjukan dengan kemampuan untuk menggali sumber-sumber 

pen~rimaan daerah yang secara sah dan mampu dikelola berdasarkan kewenangan 

pemerintah daerah. Dengan demikian diperlukan strategi yang tepat dalam 

penetapan potensi penerimaan daerah, khususnya pengelolaan potensi PAD guna 

menjamin kemandirian daerah itu sendiri. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini di Kabupaten Sumba 

Timur sebagai sebuah daerah otonom masih dalam proses pembentukan diri 

dalam arti sebagai sebuah daerah yang diberikan kewenangan untuk mengurus 

rumah tangganya sendiri. Pembentukan diri tersebut dimaksud sebagai upaya 

untuk menetapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan pendapatan daerah, 
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khususnya potensi PAD. Berdasarkan atas hasil wawancara dengan Zainal Arifin 

Abbas dikatakan bahwa: 

Kit a perlu pahami bahwa kedudukan dan peran pemerintah daerah dalam 

mengkawal agenda otonomi sesungguhnya tidak mudah. Pada Satu sisi kita 

dituntut untuk menerima agenda otonomi itu dengan segala kekurangan dan 

ketidaksiapan, dan pada sisi lain kita dituntut untuk secapatnya memandirikan 

daerah kita, terutama dalam persoalan penganggaran daerah. Anda bisa 

bayangkan kalau seorang bayi yang disuruh berlari, maka menjadi mustahil 

tujuan akan segera terjemput. lnilah kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah. 

Contoh kongla·it adalah pengalihan kewenangan PBB-P2 yang saat ini saya 

masih mencari formula dan strategi yang tepa! untuk menghitung kembali potensi 

PBB-P2 yang sejak jaman kemerdekaan sudah diurus kantor Pajak Pratama. 

Artinya hambatan paling utama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

yaitu bagaimana menentukan Strategi Penetapan Potensi Pendapatan Asli 

Daerah, tentunya dengan berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Pemda 

dalam menetapkan strategi pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah. 

Pendapat Kepala Bidang Pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Sumba 

Timur bahwa dalam konteks ini lebih menekankan pada faktor kesiapan 

pemerintah daerah dalam menerima kewenangan otonomi daerah, yang salah 

satunya adalah kesiapan pemerintah daerah dalam menciptakan strategi 

pengelolaan potensi PAD, dimana kewenangan sepenuhnya ada di tangan 

pemerintah daerah. Meskipun ada kewenangan, tetapi kalau tidak ada strategi 

untuk melakukan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, maka hal yang 
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mustahil pekerjaan rumah untuk meningkatkan PAD demi kemandirian daerah 

tidak akan tercapai. Contoh kongkritnya adalah pengelolaan potensi Pajak 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sampai saat ini menurut Kabid 

Pendapatan masih dicarikan formula dan strategi yang tepat, karena banyak 

permasalahan yang harus dihadapi secepat mungkin, ibarat seorang bayi yang 

disuruh berlari. 

Gambaran di atas jelas bahwa rendahnya kinerja PAD karena potensi PAD 

belum digali sepenuhnya. Potensi pendapatan asli daerah dapat digali hanya 

melalui strategi pengelolaan potensi PAD yang tepat. Berdasarkan kondisi 

tersebut dilakukan analisis internal untuk mendapatkan isu strategis, baik yang 

berkenaan dengan keku2tan, kelemahan yang ada dalam penetapan strategi 

pengelolaan potensi pendapatan asli daerah. Hasil analisis tersebut dapat ditujukan 

dalam tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel4.15 
Analisis SWOT Lingkungan Internal terhadap Aspek lndikator 

ene apan na eg1 penge o aan o ens1 P t S · t . I I P t . PAD 
I FAKTOR INTERNAL (S/W) BOBOT NILAI HASIL KATEGOR 

PERKAL I S/\V 
IAN 

I Kemampuan Penyusunan Regulasi dalam penetapan 0,10 3 0,300 s 
strategi Pengelolaan Potensi PAD 

2 Kemampuan koordinasi dalam penet8opapan 0,09 2 0,171 w 
strategi Pengelolaan Potensi PAD 

" Adanya Aparatur yang berkualitas dalam penetapan 0,10 3 0,289 s .) 

strategi Pengelolaan Potensi PAD 
4 Adanya SOP dalam penetapan strategi Penge~olaan 0,06 2 0,121 w 

Potensi PAD 

5 Pemahaman Pengambil kebijakan tentang 0,09 2 0,171 w 
penetapan strategi dalam Pengelolaan Potensi PAD 

6 Adanya Kebijakan dalam penetapan strategi dalam 0,09 3 0,279 s 
pengelolaan PAD 

7 Tersedianya anggaran dalam penetapan strategi 0,10 3 0,311 s 
pengelolaan PAD 

Sumber Data Lmgkungan Internal Ind1kator Penetapan Strategi yang d1 olah 
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Hasil analisis SWOT terhadap aspek perencanaan dengan indikator penetapan 

strategi pengelolaan potensi PAD menunjukan bahwa terdapat 4 kekuatan 

potensial dengan nilai rata-rata I, I 79 dan 3 kelemahan potensial dengan nilai rata­

rata 0,464 yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penetapan strategi pengelolaan 

potensi PAD. Penetapan faktor kekuatan potensial terse but karena rata-rata 

akumulasi nilai capaian dan nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala 

liker, dimana nilai (S) = (n(S) > 0,235) sedangkan faktor keiemahan dengan rata-. 

rata akumulasi nilai Capaian dan nilai urgensi penanganan, dimana W= (n(S)< 

0,235) dengan posisi kuadran atau ( S- W) = 0,7I4 

Hasil analisis lingkungan di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 kekuatan dan 3 

kelemahan dari indikator penetapan strategi pengelolaan potensi PAD yang 

secara langsung berpengaruh pada peningkatan PAD di Kabaupaten Sumba 

Timur. Terkait dengan hal tersebut Maramba Meha, mengatakan bahwa : 

Berbicara tentang potensi pendapatan asli daerah, tentunya harus 

dikaitkan dengan rencana pengeiolaan potensi itu sendiri. Saya yakin saudara 

memahami konteks pembicaraan saya. Kalau kita sudah bicara perencanaan, 

maka didalamnya harus ada strategi. Nah strategi itulah yang harus ditetapkan 

agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah mengacu pada strategi 

tersebut. Memang sangat disayangkan banyak potensi PAD yang ada di 

Kabupaten Sumba Timur, tetapi oleh karena itu kita perlu strategi yang tepat 

dalam mengelola potensi pendapatan asli daerah. 
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Pemyataan Kadis Pariwisata di atas maka jelas bahwa salah satu upaya 

untuk meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah adalah dengan mengelola 

potensi PAD. Pengelolaan potensi PAD harus didahului dengan penetapan strategi 

pengelolaan potensi PAD. 

Penetapan strategi pengelolaan potensi PAD berdasarkan analisis internal 

memiliki kekuatan : 

I. Kemampuan Penyusunan Regulasi dalam penetapan strategi Pengelolaan 

Potensi PAD 

2. Adanya Aparatur yang berkualitas dalam penetapan strategi Pengelolaan 

Potensi PAD 

3. Adanya Kebijakan dalam penetapan strategi dalam pengelolaan PAD 

4. Tersedianya anggaran dalam penetapan strategi pengelolaan PAD 

Sedangkan faktor kelemahan dalam penetapan strategi pengelolaan potensi 

PAD adalah: 

I) Kurangnya Kemampuan koordinasi dalam penetapan strategi Pengelolaan 

Potensi PAD 

2) Bel urn Adanya SOP dalam penetapan strategi Pengelolaan Potensi PAD 

3)Kurangnya Pemahaman Pengambil kebijakan tentang penetapan strategi 

dalam Pengelolaan Potensi PAD. 

4.4.1.2.2. Peluang dan Ancaman 

Dalam suatu pemerintahan daerah, organisasi dan manajemen yang baik 

tidak cukup hanya dibarengi kewibawaan pcnguasa saja, akan tetapi harus juga 

dibarengi dengan adanya keuangan yang baik dari pemerintah daerah yang 

bersangkutan. Dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, 
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peranan keuangan yang baik adalah sangat menentukan, sehingga jelaslah bahwa 

peranan keuangan dalam pemerintahan di daerah merupakan unsur yang tidak 

dapat dihilangkan begitu saja. 

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk 

mendapatkan keuangan yang memadai telah pula dipertimbangkan oleh 

pemerintah dan wakil-wakil rakyat. 

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa "Sumber 

pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari 

dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan daerah yang sah". 

Sumber keuangan daerah yang digali dalam tataran kemandirian sudah 

tentunya adalah sumber-sumber Pendapatan asli daerah yang telah diberikan 

kewenangan oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu 

melakukan upaya penggalian sumber-sumber PAD, salah satu melalui penetapan 

strategi pengelolaan potensi PAD. 

Analisis eksternal terhadap indikator penetapan startegi pengelolaan 

potcnsi PAD ditemukan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan serta beberapa 

ancaman yang harus dihadapi dalam penetapan strategi pengelolaan potensi PAD. 

Peluang dan ancaman tersebut dapat dilihat dalam analisis eksternal penetapan 

strategi pengelolaan potensi PAD sebagai berikut: 
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Tabel4.16 
Analisis SWOT Lingkungan Eksternal terhadap Aspek 
ldikator Penetapan Srtategi pengelolaan Potensi PAD 

FAKTORINTERNAL(Off) BOBOT NILAI HASIL KATEGORI 
PERKALIA orr 

N 
Adanya Potensi Wilayah dalam O,IO 2 0,200 0 
Proses penetapan strategi 
pengelolaan Potensi PAD 
Adanya Potensi ekonomi dalam O,IO 2 O,I90 0 
Proses penetapan strategi 
_Qengelolaan Potensi PAD 
Kurangnya kerjasama kemitraan 0,09 2 O,I70 T 
dengan dunia usaha penetapan 
strategi pengelolaan Potensi PAD 
Adanya ketergantungan pada 0,08 2 O,I60 T 
kapasitas anggaran pemerintah 
pusat dalam Penetapan Strategi 
. pengelolaan Potensi PAD 
Adanya kerjasama Swasta, 0,09 2 O,I70 T 
pemerintah dan masyarakat 
dalam Proses penetapan strategi 
pengelolaan Potensi PAD 

Sumber : Data Lingkungan Ekstemal !ndikator Penetapan Strategi yang di olah 

Gambaran tabel 4.I6 analisis lingkungan ekstemal Penetapan Strategi 

pengelolaan potensi PAD terlihat bahwa terdapat 2 peluang dengan nilaian rata-

rata 0,390 dalam melakukan identifikasi potensi PAD dan 3 ancaman dengan nilai 

rata-rata 0,500 dalam pelaksanaan Penetapan strategi pengelolaan potensi PAD. 

Untuk kategori Peluang dengan nilai (n(O) > O,I78) dan untuk kategori nilai T, 

dimana (n(T) < 0, I78), dengan posisi kuadran atau (0- T) = -0, II 0 

Peluang dalam indikator penetapan strategi pengelolaan potensi PAD 

adalah (I) Adanya Potensi Wilayah dalam Proses penetapan strategi pengelolaan 

Potensi PAD; (2) Adanya Potensi ekonomi dalam Proses penetapan strategi 
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pengelolaan Potensi PAD. Sedangkan Ancaman pada indikator penetapan strategi 

pengelolaan potensi pendapatan asli daerah adalah (1) Kurangnya Kerjasama 

Kemitraan dengan dunia usaha sebagai dalam Proses pengelolaan Potensi PAD: 

(2) Adanya ketergantungan pada kapasitas anggaran pemerintah pusat dalam 

Penetapan Strategi pengelolaan Potensi PAD dan (3) Kurangnya kerjasama 

swasta, pemerintah dan masyarakat dalam proses penetapan strategi pengelolaan 

Potensi PAD. 

Gambaran analisis internal dan analisis ekstemal terhadap indikator 

Penetapan Strategi Pengelolaan Potensi PAD, maka dapat ditentukan letak aspek 

yang di analisis pada peta 

Kuadran SWOT sebagai berikut: 

Gambar 4.2. Kuadran SWOT Penetapan Strategi Pengelolaan Potensi PAD 

PELU!\NG 

Area knadran (3 

KELEMAHAN IW) 

Area Kuadran ( 4) 

ANCAMAN(T) 

Area Kudrar. (I) 

KEKUATANISl 

Area Kuadran (2) 

Gambaran peta Kuadran di atas, menunjukan bahwa pemerintah daerah 

dalam mehkukan Penetapan Strategi Pengelolaan potensi PAD berada pada posisi 

kuadran 2 (positif-negatif) atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daer~h 

Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan penetapan strategi Pengelolaan 

potensi PAD berada pada posisi orgamsas1 yang cukup kuat, namun akan 
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menghadapi berbagai tantangan untuk melakukan Penetapan Strategi Pengelolaan 

potensi PAD. Diperkirakan roda organisasi pemerintah daerah yang memiliki 

tugas pokok pengelolaan potensi PAD akan mengalami kesulitan apabila 

bertumpu pada strategi sebelumnya. Strategi penanganan yang ditawarkan adalah 

diperlukan melakukan diversifikasi strategi dalam pengelolaan potensi PAD yang 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kabupaten Sumba Timur. Artinya 

pemerintah daerah dalam melakukan penetapan strategi harus memilih atas pilihan 

pengembangan strategi yaitu dengan memperbanyak startegi pengelolaan potensi 

PAD. Dari analisis internal dan eksternal penetapan strategi pengelolaan potensi 

PAD, maka dapat disusun strategi penanganannya secara dominan yang mampu 

menjawab persoalan penetapan strategi pengelolaan PAD sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Analisis SWOT Strategi penanganan (SO) 

Terhadap Indikator Penetapan Strategi Pengelolaan Potensii PAD . 

ANALISIS STRA TEGIK AKUM (S- KEKUATAN (S) NILAI (S) PELUANG (0) 
(S-O) 0) ( 

S+0/2) 

l Menggunakan 0,250 Kemampuan 0.300 Adanya Potensi 
Kemampuan Penyus~.;nan Wilayah dalam 
Penyusunan Regulasi Regulasi dalam Proses penetapan 
dalam penetapan penetapan strategi strategi pengelolaan 
strategi Pengelolaan Pengelolaan Potensi Potensi PAD 
Potensi PAD untuk PAD 
menggali potensi 
wilayah 

2. Menggunakan 0,251 Tersedianya 0,311 Adanya Potensi 
ketersediaan anggran anggaran dalam ekonomi dalam 
dalam penetap'ln penetapan strategi Proses penetapan 
strategi pengelolaan pengelolaan PAD strategi pengelolaan 
PAD untuk menggali Potensi PAD 
potensi ekonomi 

3 Memanfaatkan 0,245 Adanya Aparatur 0,289 Adanya Potensi 
Aparatur yang yang berkualitas Wilayah dalam 
berkualitas dalam dalam penetapan Proses penetapan 
menggali Potensi strategi Pengelolaan strategi pengelolaan 
wilayah dalam Potensi PAD Potensi PAD 
peningkatan PAD 
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Tabel 4.18 Analisis SWOT Strategi penanganan (W-0) Terhadap Indikator 
en eta pan trateg1 enge o aan otensi P S . P I I P . PAD . 

AN ALI SIS AKUMW- KELEMAHAN NILAI PELUANG (0) NILAI 
STRATEGIK (W-0) 0) ( (W) (W) (0) 

' 

W+0/2) 
I Menggunakan 0,186 Kemampuan 0,171 Adanya Potensi 0,200 

Kemampuan Koordinasi dalam Wilayah dalam 
Koordinasi dalam Pen eta pan ProsesPenetapan 
Proses Pengelolaan Strategi Strategi Pengelolaan 
Potensi Wilayah 

Pengelolaan PAD 
Potensi PAD 

2. Meningkatkan 0,156 Adanya SOP 0,121 Adanya Potensi 0,190 
penerapan SOP dalam dalam penetapan Ekonomi dalam Proses 
penetapan Srrategi staretgi Penetapan Strategi 
pengelolaan PAD Pengelolaan Pengelolaan PAD 
untuk menggali 

Potensi PAD 
potensi ekonomi 

3 Meningkatkan 0,186 Pemahaman 0,171 Adanya potensi wilayah 0,200 
Pemahaman Pengambil dalam Penetapan Strategi 
Pengambil Kebijakan Kebijakan tentang Pegelolaan PAD 
ten tang Penetapan Penetapan Strategi 
Strategi dalam dalam Pengelolaan 
Pengelolaan Potensi Potensi PAD 
PAD untuk menggali 
potensi wilayah da!am 

_peningkatan PAD 
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TabeJ 4.19 
AnaJisis SWOT Strategi penanganan (ST) Terhadap Indikator Penetapan 

ra e~I eng_e o aan o ensn St t . P J I P t .. PAD . 
ANALISIS AKUM KEKUATAN (S) NIL ANCAMAN (T) NIL 

STRATEGIK (S-T) (S-T) AI AI 
( S+T/2) (Sl (Tl 

I Menggunakan 0,236 Tersedianya Anggaran 0,311 Adanya 0,160 
Ketersediaan dalam penetapan ketergantungan pada 
Anggaran dalam strategi Pengelolaan kapasitas anggaran 
penetapan strategi PAD peemerintah pusat 
untuk mengurang1 dalam penetapan 
ketergantungan pada strategi pengelolaan 
kapasitas anggaran Potensi PAD 
peemerintah pusat 

2 Menggunakan 0,225 Adanya kebijakan 0,279 Adanya kerjasama 0,170 
kebijakan dalam dalam penetapan Dunia 
penetapan strategi strategi pengelolaan usaha,Pemerintah 
pengelolaan PAD PAD dan Masyarakat 
untuk untuk dalam Proses 
meningkatkan penetapan strategi 
kerjasama Dunia pengelolaan Potensi 
Usaha, Pemerintah PAD 
dan Masyarakat 
dalam pengelolaan 
Potensi PAD 

3 Menggunakan 0,220 Adanya kebijakan 0,279 Adanya 0,160 
kebijakan dalam dalam penetapan ketergantungan pada 
pen eta pan strategi strategi pengelolaan kapasitas Anggaran 
dalam pengelolaan PAD Pemerintah Pusat 
PAD untuk untuk dalam penetapan 
mengurangi strategi pengelolaan 
ketergantungan pada Potensi PAD 
Kapasitas Angaran 
Pemerintah Pusat 
dalam pengelolaan 
Potensi PAD 
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Tabel4.20 
Analisis SWOT Strategi penanganan (W-T) Terhadap lndikator Penetapan 

Strategi Pengelolaan Potensi PAD. 

ANALISIS AKUM KELEMAHAN NILA ANCAMAN (T) 
STRATEGIK (W-T) W-T) (W) I (W) 

( 
W+T/2) 

I Meningkatkan 0,146 Adanya SOP dalam 0,121 Adanya kerjasama 
penerapan SOP penetapan staretgi Dunia Usaha, 
dalam penetapan Pengelolaan Potensi Pemerintah dan 
Strategi untuk PAD Kemampuan Masyarakat dalam 
kerjasama Dunia Koordinasi dalam Proses Penetapan 
Usaha, Pemerintah Penetapan Strategi Strategi pengelolaan 
dan Masyarakat Pengelolaan Potensi Potensi PAD 
dalam pengelolaan PAD 
Potensi PAD 

2. Meningkatkan 0,171 Kemampuan 0,171 Adanya kerjasama 
Kemampuan Koordinasi dalam Dunia Usaha, 
Koordinasi dalam Penetapan Strategi Pemerintah dan 
Penetapan Strategi Pengelolaan Potensi Masyarakat dalam 
untuk kerjasama PAD Proses Penetapan 
Dunia Usaha, Strategi pengelolaan 
Pemerintah dan Potensi PAD 
Masyarakat dalam 
pengelolaan Potensi 
PAD 

3 Meningkatkan 0,171 Pemahaman 0,171 Adanya kerjasama 
Pemahaman Pengambil Dunia Usaha, 
Pengambil Kebijakan tentang Pemerintah dan 
Kebijakan untuk Penetapan Strategi Masyarakat dalam 
kerjasama Dunia dalam Pengelolaan Proses Penetapan 
Usaha, Pemerintah Potensi PAD Strategi pengelolaan 
dan Masyarakat Potensi PAD 
dalam Proses 
Penetapan Strategi 
pengelolaan Potensi 
PAD 

Hasil analisis aspek (S-0, W-0, S-T, dan W-T) di atas, maka dapat 

ditetapkan strategi dominan dari indikator Penetapan Strategi Pengelolaan 

potensi PAD. Penetapan Strategi dominan dari indikator Penetapan Strategi 

Pengelolaan potensi PAD dilakukan dengan melihat nilai tertinggi dari strategi 

(S-0), (W -0), (S-T), (W-T). Nilai tertinggi terse but diperoleh dari Akumulasi 

antara nilai masing-masing analisis internal dan ekstemal kemudian dibagi 2. 
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Analisis tersebut diperoleh strategi dominan dari indikator Penetapan Strategi 

Pengelolaan PAD sebagai berikut : 

1 . Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan strategi 

pengelolaan PAD untuk menggali potensi ekonomi. 

2. Menggunakan kemampuan koordinasi dalam proses pengelolaan potensi 

wilayah. 

3. Meningkatkan Pemahaman pengambil kebijakan ten tang penetapan 

strategi dalam pengelolaan potensi PAD untuk menggali potensi wilayah 

dalam peningkatan PAD. 

4. Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan strategi 

pengelolaan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada kapasitas 

aP..ggaran pemerintah pusat dalam Penetapan Strategi pengelolaan Potensi 

PAD 

5. Meningkatkan Kemampuan koordinasi dalam penetapan strategi 

Pengelolaan Potensi PAD kerjasama Dunia usaha, pemerintah dan 

masyarakat dalam pengelolaan Potensi PAD 

6. Meningkatkan Pemahaman Pengambil kebijakan ~entang pei1etapan 

strategi dalam Pengelolaan Potensi PAD kerjasama dunia usaha, 

pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Potensi PAD 

4.4.2. Aspek Organisasi 

4.4.2.1. Ketersediaan SDM yang trampil 

4.4.2.1.1 Kekuatan dan kelemahan 

Manusia selalu berperan aktif dalam setiap orgamsas1, karena 

manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan 

organisasi. Tujuan ini tidak mngkin akan tercapai tanpa peran aktif SDM di 
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dalamnya. Secanggih apapun peralatan yang digunakan dalam orgamsas1 

tanpa ada peran aktif SDM yang ada didalamya tidak dikutsertakan. 

Sumber daya manusia merupakan faktor penggerak vital dalam 

suatu organisasi. SDM yang ada harus dikelola secara efektif dan efisien 

agar tujuan oragnisasi dapat mudah dicapai. SDM harus diposisikan sebagai 

partner dalam organisasi, bukan sebagai sebagai faktor produksi. 

Mengelola dan mengatur SDM tidaklah mudah. Karena Sumber 

daya manusia memiliki pikiran, perasaan, status dan latar belakang yang 

berbeda. Anggota organisasi tidak dapat diatur dan dikuasai dengan mudah. 

Berbeda halnya dengan mesin, modal, gedang dan lain-lain. Oleh karena 

dalam organisasi dikenal dengan manajemen SDM, karena begitu berartinya 

SDM dalam arti harafiah sebuah organisasi. 

Telah disadari oleh para p1mpman organisasi saat ini, bahwa 

mengelola SDM tidaklah mudah, karena manusia pada dasamya unik, 

berbeda satu sama lain baik. sifat, kebutuhan, keinginan, pemikiran dan 

prilaku. SDM harus dikelola sedemikian rupa sehingga akan bermanfaat 

bagi pencapaian tujuan organisasi. 

Sumber daya manusia dalam konteks pengelolaan potensi 

pendapatan asli daerah menjadi faktor mutlak untuk diperhatikan, berbagai 

gagasan, ide, pemikiran, keahlian dan tenaganya menjadi faktor urgen 

pendukung peningkatan pendapatan asli daerah, termasuk berbagai gagasan, 

ide, pemikiran, keahlian dan tenaganya dalam menggali potensi pendapatan 

asli daerah. 
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Hasil analisis Iingkungan internal menunjukan bahwa indikator 

sumber daya manusia menjadi faktor yang mendapat banyak tanggapan dari 

informan kunci. Hasil analisis internal terhadap indikator sumber daya 

manusiadapat diikuti pada tabel 4.21 sebagai berikut: 

Tabcl4.21 
Analisis SWOT Lingkungan Internal terhadap 

Aspek Idikator ketersediaan SDM yang Trampil 
dalam pengelolaan Potensi PAD 

F AKTOR INTERNAL (S/W) BOBOT NILAI HASIL 
PERKA 

LIAN 
Kurangnya Kualifikasi pendidikan 0,05 2 0,100 
SDM yang sesuai dengan kebutuhan 
pengelolaan potensi PAD 

Kurangnya Pendanaan untuk diklat 0,05 2 0,106 
pengelolaan potensi PAD 
Kurangnya insentif bagi aparat dalam 0,05 2 0,106 

pengelolaan potensi PAD 
Adanya aparatur yang memiliki 0,06 2 0,113 
Kemampuan mengatur aset dalam 
Pengelolaan Potensi PAD 

Kurangnya keahlian aparatur dalam 0,05 2 0,100 
pengelolaan Potensi PAD 
Kurangnya Pemahaman akan 0,05 2 0,106 
kebutuhan SDM dalam pengelolaan 
potensi PAD 
T ersedianya sarana dan prasarana 0,07 2 0,138 
dalam peningkatan ketrampilan dalam 
pengelolaan PAD 
Adanya organisasi yang mampu 0,06 2 0,125 
meningkatkan ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan PAD 
Sumber : Data Lingkungan Internal lnd1kator SDM Yang Tramp1l yang d10lah 

KATE 
GORI 
S/W 
w 

w 

w 

s 

w 

w 

s 

s 

Hasil analisis SWOT tehadap aspek Pengorganisasian dengan indikator 

Ketersediaan SDM yang Trampil dalam pengelolaan potensi PAD menunjukan 

bahwa terdapat 3 kekuatan potensial dengan nilai rata-rata 0,375 dan 5 kelemahan 

potensial dengan nilai rata-rata 0,519 yang berpengaruh terhadap indikator 
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ketersediaan SDM yang trarnpil dalarn pengelolaan potensi PAD. Penetapan 

faktor kekuatan potensial tersebut karena rata-rata akurnulasi nilai capaian dan 

nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala liker, dirnana nilai (S) = (n(S) 

> 0, 112) sedangkan faktor kelernahan dengan rata-rata akurnulasi nilai Capaian 

dan nilai urgensi penanganan, dirnana W= (n(S) < 0,112) dengan posisi kuadran 

atau ( S- W) = - 0,144 

Kondisi diatas rnenurut Rosalina Lulu dikatakan bahwa 

Faktor sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan trampil sangat sulit di 

Kabupaten Sumba Timur, apalagi dalam pengelolaan potensi PAD. Kelangkaan 

sumber daya tersebut seharusnya diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan 

menerima formasi tenaga yang mampu mengelola potensi PAD, atau sumber 

daya yang ada ditingkatkan kapasitasnya tentang pengelolaan potensi PAD, 

seperti pegawai dari dinas kebudayaan dan pariwisata dan SKPD lain yang 

memliki tugas pokok dan fimgsi melakukan pengelolaan potensi PAD. Kit a 

maklumi juga adanya keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kapasitas 

sumberdaya manusia, tetapi hal ini memang sudah sangat memprihatinkan, 

karena ban yak potensi PAD yang belum dapat dikefofa sescara baik, karen a 

kurangnya SDM yang trampil dalam pengelolaan potensi PAD. 

Faktor SDM yang trarnpil dalarn pengelolaan potensi pendapatan asli 

daerah rnernang sangat penting. Urgensi akan ketersediaan SDM itulah yang 

menjadi pendukung utarna peningkatan PAD. Terkait dengan urgensnya SDM 

dalarn pengelolaan potensi PAD, Yunus Atanggae mengatakan bahwa : 

Sebagai contoh konkrit dapat kita lihat potensi pariwisata kita yang masih banyak 

belum dike/ala dengan baik. Hal itu karena keterbatasan sumberdaya manusia 
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yang handal dalam pengelolaan potensi pariwisata. Jbu bisa melihat sendiri, 

begitu luas daerah pantai kita dan daerah pegunungan yang menjanjikan untuk 

daerah wisata yang kalau dikelola dengan baik akan memberikan dampak 

langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah kita. Kita juga memiliki 

kampung adat yang cukup menarik untuk dikunjungi para wisatawan dan hal itu 

akan memberikan kontribusi langsung pada income daerah yang berujung pada 

peningkatan PAD 

Pemyataan Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Pariwisata di atas 

menggambarkan bahwa potensi PAD pada sektor pariwisata sangat menjanjikan 

di Kabupaten Sumba Timur. Pctensi itu bisa secara langsung menghasilkan 

mcome bagi daerah, se 1 perti volume pengmapan hotel dan restoran akan 

meningkat dan hal itu akan berkontriousi langsung pada peningkatan PAD. 

4.4.2.1.1. Peluang dan Ancaman 

Hasil analisis ekstemal terhadap indikator ketersediaan SDM yang trampil 

menunjukan bahwa terdapat 5 peluang potensial dan hanya 2 ancaman terhadap 

indikator ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan pendapatan asli 

daerah. Peluang dari indikator ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan 

pendapatan asli daerah yaitu: 
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1. Adanya penempatan SDM pada jabatan berdasarkan pendidikan dalam 

pengelolaan Potensi PAD 

2. Adanya kemampuan SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi dalam 

pengelolaan Potensi PAD 

3. Adanya Motivasi Pimpinan terhadap SDM untuk memiliki ketrampilan dalam 

pengelolaan potensi PAD 

4. Adanya anggaran yang mendukung peningkatan ketrampilan SDM 

pengelolaan Potensi PAD 

5. Adanya keikutsertaan SDM dalam Bimtek pengelolaan potensi PAD 

Sedangkan ancaman terhadap ketersediaan SDM yang trampil 

dalam pengelolaan potensi PAD yaitu: 

1. Kurangnya kerjasama Dunia usaha, Stakeholder dan pemerintah bagi 

peningkatan Ketrampilan SDM dalam pengelolaan Potensi PAD 

2. Kurangnya regulasi yang mengatur Peningkatan ketrampilan SDM dalam 

pengelolaan potensi PAD 

Kondisi peluang dan ancaman berdasarkan hasil analisis ekstemal 

terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang trampil dalam pengelolaan 

potensi pendapatan asli daerah dapat diikuti pada tabel 4.22 sebagai berikut: 
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Tabel4.22 
Analisis SWOT Lingkungan Eksternal terhadap Aspek Idikator 

ketersediaan SDM yang Trampil dalam pengelolaan Potensi PAD 

FAKTOR EKSTERNAL (Off) BOBOT NILAI HASIL KATEGORI 
PERKALIAN orr 

I Adanya penempatan SDM pada 0,07 2 0,143 0 
jabatan berdasarkan pendidikan 
dalam pengelolaan Potensi PAD 

2 Adanya kemampuan SDM aparatur 0,08 2 0,157 0 
dalam pemanfaatan teknologi dalam 
pengelolaan Potensi PAD 

3 Adanya Motivasi Pimpinan 0,08 2 0,157 0 
terhadap SDM untuk memiliki 
ketrampilan dalam pengelolaan 
potensi PAD 

4 Adanya anggaran yang mendukung 0,09 2 0,171 0 
peningkatan ketrampilan SDM 
pengelolaan Potensi PAD 

5 Kurangnya kerjasama Dunia usaha, 0,06 2 0,129 T 
Stakeholder dan pemerintah bagi 
peningkatan Ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan Potensi PAD 

6 Kurang regulasi yang mengatur 0,07 2 0,136 T 
peningkatakan ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan aset potensi 
PAD 

7 Adanya keikutsertaan SDM dalam 0,08 2 0,150 0 
Bimtek pengelolaan potensi PAD 

Sumbcr : Data Lingkungan Ekstemal Jndikator SDM Yang Trampd yang dtolah 

Hasil analisis ekstemal SWOT terhadap aspek Pengorganisasian dengan 

indikator Ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan potensi PAD 

menunjukan bahwa terdapat 5 Peluang potensial dengan nilai rata-rata 0,779 dan 2 

Ancaman potensial dengan nilai rata-rata 0,264 yang berpengaruh terhadap 

indikator ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan potensi PAD. 

Penetapan faktor peluang potensial tersebut karena rata-rata akumulasi nilai 

capaian dan nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala liker, dimana 

nilai (0) = (n(O) > 0, 149) sedangkan faktor kelemahan dengan rata-rata 
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akumulasi nilai Capaian dan nilai urgensi penanganan, dimana T= (n(T) < 0, 149) 

dengan posisi kuadran atau ( 0 - T ) = 0,514 

Gambaran analisis internal dan analisis ekstemal terhadap indikator Ketersediaan 

SDM yang trampil dalam pengelolaan potensi PAD, maka dapat ditentukan Ietak 

aspek yang di analisis pada peta Kuadran SWOT sebagai berikut : 

Gambar 4.3. Kuadran SWOT Ketersediaan SDM Yang Trampil 

PELUANG (0) 

Area Kuadran (3) 

KELEMAHAN (W) 
f 

Area Kuadran (4) 

ANCAMAN(T) 

Area Kuadran ( l) 

KEKUA T ANI Sl 

Area Kuadran (2) 

Gambaran pada peta Kuadran di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan sumber daya yang trampil 

dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah berada pada posisi kuadran 3 

(Negatif-positif) atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah KaLupaten 

Sumba Timur berada pada posisi lemah, namun disisi lain berpeluang besar dalam 

peningkatan Ketrampilan Sumber daya pengelola potensi PAD. Strategi 

penanganan yang ditawarkan adalah melakukan perubahan strategi peningkatan 

ketrampilan SDM pengelola potensi PAD dengan memperkuat kapasitas SDM 

pengelola potensi PAD. Strategi itu dapat dilihat dalam analisis strategi dominian 

yang mengawinkan kekuatan dengan peluang ( S-0), Kelemahan dengan Peluang 

(W-0), Kekuatan dengan Ancaman (S-T) dan Kelemahan dengan ancaman (W-T) 

sebagai berikut : 
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Tabel4.23 
Analisis SWOT Strategi penanganan (S-0) Terhadap Indikator Ketersediaan 

SDM yang Trampil dalam Pengelolaan 
Potensii Pendapatan Asli Daerah. 

ANALISIS STRA TEGIK AKUM KEKUATAN (S) NILAI PELUANG (0) NILAI 
(S-O) (S-O) (S) (0) 

( S+0/2) 
I Memanfaatkan 0,128 Kemampuan aparatur 0,113 Adanya penempatan 0,143 

aparatur yang mengatur aset dalam SDM pada jabatan 
memiliki Pengelolaan Potensi berdasarkan 
kemampuan dalam PAD pendidikan dalam 
mengatur aset dalam pengelolaan Potensi 
penempatan pad a PAD 
jab a tan Pengelolaan 
Potensi PAD 

2. Memanfaatkan 0,1475 Tersedianya sarana 0,138. Adanya kemampuan 0,157 
Ketersediaan saran a dan prasarana dalam SDM aparatur dalam 
dan prasarana dalam peningkatan pemanfaatan 
peningkatan ketrampilan dalam teknologi dalam 
ketrampilan aparatur peningkatan pengelolaan Potensi 
untuk meningkatkan ketramlilan aparatur PAD 
kemampuan aparatur pengelola PAD 
dalam pemanfaatan 
telmologi dalam 
pengelolaan Potensi 
PAD 

3 Memanfaatkan 0,1375 Adanya organisasi 0,125 Adanya keikutsertaan 0.150 
organisasi yang yang mampu SDM dalam Bimtek 
mampu meningkatkan pengelolaan potensi 
meningkatkan ketrampilan SDM PAD 
ketrampilan SDM dalam pengelolaan 
untuk PAD 
mengikutsertakan 
aparatur dalam 
bimtek pengelolaan 
PAD 
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Tabel4.24 
Analisis SWOT Strategi penanganan (W-0) Terhadap Indikator Ketersediaan 

SDM yang Trampil dalam Pengelolaan Potensi PAD. 

ANALISIS AKUM KELEMAHAN NILA PELUANG (0) NIL AI 
STRATEGIK (W-0) (W-0) (W) I (W) 

( S+0/2) (0) 

1 Adanya 0.125 Kurangnya 0,100 Adanya 0.150 
Kualifikasi Kualifikasi keikutsertaan SDM 
pendidikan SDM pendidikan dalam Bimtek 
yang sesum SDM yang pengelolaan 
dengan sesuai dengan potensi PAD 
kebutuhan kebutuhan 
pengelolaan pengelolaan 
potensi PAD potensi PAD 

2. Adanya keahlian 0,1215 Kurangnya 0.100 Adanya 0,143 
aparatur dalam keahlian penempatan SDM 
pengelolaan aparatur dalam pada jabatan 
Potensi PAD pengelolaan berdasarkan 

Potensi PAD pendidikan dalam 
pengelolaan 
Potensi PAD 

3 Meningkatkan 0.128 Kurangnya 0,106 Adanya 0,150 
Pendanaan untuk Pendanaan keikutsertaan SDM 
mengikutsertakan untuk diklat dalam Bimtek 
aparatur dalam pengelolaan pengelolaan 
diklat potensi PAD potensi PAD 
pengelolaan 
potensi PAD 
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Tabel4.25 
Analisis SWOT Strategi penanganan (S-T ) Terhadap lndikator Ketersediaan 

SDM T 'I d I P I I P t . PAD yang ramp I a am en ge o aan o ens1 
ANALISIS AKUM KEKUATAN NILAI ANCAMAN (T) NILA 

STRATEGIK (S-T) (S-T) (S) (S) 
( S+0/2) I (T) 

1 Menggunakan 0,121 Adanya keahlian 0.113 Kurangnya 0.129 
aparatur yang aparatur dalam Kerjasama Dunia 
memiliki pengelolaan aset usaha, Stakeholder 
keamampuan Potensi PAD bagi peningkatan 
mengatur a set Ketrampilan SDM 
dalam Pengelolaan dalam pengelolaan 
Potensi PAD untuk aset Potensi PAD 
melakukan 
kerjasama Dunia 
usaha, Stakeholder 
bagi peningkatan 
Ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan 
a set Potensi PAD 

2. Memanfaatkan 0.1335 Tersedianya 0,138 Kurangnya 0,129 
ketersediaan sarana sarana dan k~rjasama Dunia 
dan prasarana prasarana dalam usaha, Stakeholder 
untuk peningkatan dan pemerintah bagi 
meningkatkan ketrampilan peningkatan 
kerjasama Dunia dalam Ketrampilan SDM 
usaha, Stakeholder peningkatan dalam pengelolaan 
dan pemerintah ketramlilan Potensi PAD 
bagi peningkatan aparatur 
Ketrampilen SDM pengelola PAD 
dalam pengelolaan 
Potensi PAD 

3 Menggunakan 0,127 Adanya organisai 0,125 Kurangnya 0,129 
orgamsast yang yang mampu kerjasama Dunia 
mampu meningkatkan usaha, Stakeholder 
meningkatkan ketrampilan SDM dan pemerintah bagi 
ketrampilan SDM dalam peningkatan 
dalam pengelolaan pengelolaan PAD Ketrampilan SDM 
PAD untuk dalam pengelolaan 
bekerjasama Dunia Potensi PAD 
usaha, Stakeholder 
dan pemerintah 
bagi peningkatan 
Ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan 
Potensi PAD 
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1 

2 

3 

Tabel4.26 
Analisis S\VOT Strategi penanganan (W-T) Terhadap Indikator Ketersediaan 

SDM yang Trampil dalam Pengelolaan Potensi PAD. 

ANALISIS AKUM KELEMAHAN NILA ANCAMAN (T) 
STRATEGIK (SWO) (W-T) (W) I (W) 

(S+W/ 
2) 

Meningkatkan Jumlah 0,1145 Kurangnya 0,100 Kurangnya kerjasama 
SDM yang memiliki SDM yang Dunia usaha, 
Kualifikasi pendidikan memiliki Stakeholder dan 
yang sesum dengan Kualifikasi pemerintah bagi 
kebutuhan pendidikan yang peningkatan 
pengelolaan potensi sesuai dengan Ketrampilan SDM 
PAD melalui kebutuhan dalam pengelolaan 
peningkatan pengelolaan aset Potensi PAD 
kerjasama Dunia potensi PAD 
usaha, Stakeholder 
dan pemerintah bagi 
peningkatan 
Ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan 
aset Potensi PAD. 
Meningkatkan 0.118 Kurangnya 0.100 Kurangnya regulasi 
keahlian aparatur keahlian yang mengatur 
dalam pengelolaan aparatur dalam peningkatakan 
aset Potensi PAD pengelolaan aset ketrampilan SDM 
untuk menyusun Potensi PAD dalam pengelolaan 
regulasi yang aset potensi PAD 
mengatur 
peningkatakan 
ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan 
aset potensi PAD 
Meningkatkan 0,1175 Kurangnya 0.106 Kurang kerjasama 
Pendanaan untuk Pendanaan Dunia usaha, 
diklat pengelolaan untuk diklat Stakeholder dan 
potensi PAD melalui pengelolaan pemerintah bagi 
kerjasama Dunia potensi PAD peningkatan 
us aha, Stakeholder Ketrampilan SDM 
dan pemerintah bagi dalam pengelolaan 
peningkatan aset Potensi PAD 
Ketrampilan SDM 
dalam pengelolaan 
aset Potensi PAD. 
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Hasil analisis (S-0, W -0, S-T, dan W-T) di atas, maka dapat ditetapkan 

strategi dominan dari indikator Ketersediaan SDM yang trampil dalam 

pengelolaan potensi PAD. Penetapan Strategi dominan dari indikator 

Ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan potensi PAD dilakukan 

dengan melihat nilai tertinggi dari strategi (S-0), (W -0), (S-T), (W-T). Nilai 

tertinggi tersebut diperoleh dari Akumulasi antara nilai masing-masing analisis 

internal dan ekstemal kemudian dibagi 2. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh 

strategi dominan dari indikator Ketersediaan SDM yang trampil dalam 

pengelolaan potensi PAD adalah sebagai berikut : 

I. Memanfaatkan Ketersediaan sarana dan prasarana dalam peningkatan 

ketrampilan aparatur untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam 

pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Potensi PAD. 

2. Meningkatkan Pendanaan untuk mengikutsertakan aparatur dalam diklat 

pengelolaan potensi PAD. 

3. Memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

kerjasama Dunia usaha, Stakeholder dan pemerintah bagi peningkatan 

Ketrampilan SDM dalam pengelolaan Potensi PAD. 

4. Meningkatkan keahlian aparatur dalam pengelolaan aset Potensi PAD untuk 

menyusun regulasi yang mengatur peningkatakan ketrampilan SDM dalam 

pengelolaan aset potensi PAD. 
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4.4.3. Aspek pelaksanaan (Directing) 

4.4.3.1. 

4.4.3.1.1. 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai 

Kekuatan dan Kclembahan 

Kabupaten Sumba Timur memiliki banyak potensi yang dapat di gali untuk 

dijadikan sumber pendapatan dalam rangka meningkatkan PAD. Dimana kenyataan 

selama kurun waktu tahun 2009 sampai 2013 sumber pendapatan terbesar 

Kabupaten Sumba Tmur berasal dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat 

yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan dana PAD 

yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah Yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah masih sangat kecil. 

Kondisi keuangan daerah tersebut di atas menuntut Pemerintah Kabupaten Sumba 

Timur untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi 

ketergantungan financial terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian 

daerah. Konsepsi otonomi, tem1asuk otonomisasi pengelolaan keuangan daerah 

memberikan syarat kemandirian daerah yang erat hubungannya dengan pengelolaan 

PAD. Karena itu pemerintah daerah diharapkan mampu dan mandiri didalam 

membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

didaerahnya dan mengurangi tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat. 

PAD harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilasasi penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah dan menjadikan pemerintah daerah untuk lebih mandiri, 

baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arab pembangunan daerah 

yang sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah tersebut. 
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Rumusan komitmen untuk menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendukung 

utama pendapatan daerah, tentunya harus diapresiasi dengan upaya menggali 

sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah yang cukup dominan di Kabupaten 

Sumba Timur. Upaya untuk menggali potensi PAD bukan sabatas konsep, tetapi 

diimplementasikan pada tataran realitas, dan hal tersebut memerlukan sarana 

pendukung yang memadai dan secara efektif digunakan untuk meningkatkan kinerja 

penggalian potensi PAD. 

Sarana dan Prasarana diyakini sangat berperan dalam meningkatkan PAD. 

Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam 

mendukung kelancaran proses pelaksanaan penerimaan daerah dari pos PAD. 

Dalam hal ini kendaraan baik kendaraan roda dua (motor), atau pun kendaraan roda 

empat (mobil) sebagai alat transportasi sangat diperlukan karena letak lokasi, 

potensi PAD dan objek pajak dan retribusi saling berjauhan yang apabila 

pelaksanaan pemungutannya tidak dilengkapi oleh sarana tersebut maka akan 

menambah beban biaya pungutan semakin besar, ketetapan waktu pelaksanaan 

pemungutan tidak sesuai dengan yang direncanakan dan dengan sendirinya akan 

mengurangi penerimaan dari dari pos PAD. Ketersediaan saran a dan prasarana 

sangat penting perannya dalam pencapaian tujuan suatu usaha dalam hal ini untuk 

mengoptimalkan pemungutan pajak. 

Berdasarkan atas hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa isu 

strategik dominan yang merupakan faktor-faktor dominan yang berpengaruh 

langsung dilaksanakan indikator ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

pengelolaan potensi pendapatan asli daerah. Faktor-faktor tersebut telah diuji 

dengan menggunakan analisis SWOT yang menghasilkan faktor Kekuatan 
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potensial, Kelemahan potensi, Peluang potensial dan Ancaman potensial dalam 

pelaksanaan identifikasi potensi PAD. Analisis SWOT at as indikator ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung pengelolaan potensi PAD dapat diikuti pada tabel 

analisis SWOT 4.27 sebagai berikut: 

Tabel4.27 

Analisis SWOT Lingkungan Internal terhadap 
Aspek ldikator Ketersediaan sarana dan Prasarana pendukung 

penge o aan otensa I I P . PAD 
FAKTOR INTERNAL (S/W) BOBOT NILAI HASIL KA TEGORI SIW 

PERKALIAN 

I Adanya ketersediaan anggaran 0,06 2 0,128 s 
untuk pengadaan sarana dan 
prasarana pengelolaan potensi 
PAD 

2 Adanya pengaturan sarana 0,06 2 0,122 s 
dan prasarana pengelolaan 
potensi PAD 

3 Adanya organisasi yang 0,06 2 0,128 s 
mengelola sarana dan 
prasarana pengelolaan potensi 
PAD 

4 Adanya skala prioritas dalam 0,06 2 0,117 s 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan potensi 
PAD yang tersedia 

5 Kurangnya pemeliharaan 0,05 2 0,106 w 
sarana dan prasarana 
pengelolaan potensi PAD 

6 Kurangnya SDM yang trampil 0,05 2 0,100 w 
dalam pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan potensi 
PAD 

7 Kurangnya inovasi dalam 0,05 2 0,106 w 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan potensi 
PAD 

8 Kurangnya penguasaan 0,05 2 0,094 w 
teknologi dalam pemanfaatan 
sarana dan prasarana 
pengelolaan potensi PAD 

9 Kurangnya penempatan 0,05 2 0,106 w 
sarana dan prasarana sesuai 
dengan potensi PAD yang 
tersedia 
Sumber : Data Lingkungan internal ind1kator ketersed1aan sarana dan prasarana yang dwlah 
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Hasil analisis SWOT terhadap aspek Penggerakan dengan indikator 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan potensi PAD 

menunjukan bahwa terdapat 4 kekuatan potensial dengan nilai rata-rata 0,494 dan 

5 kelemahan potensial dengan nilai rata-rata 0,511 yang berpengaruh terhadap 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan potensi PAD. 

Penetapan faktor kekuatan potensial tersebut karena rata-rata akumulasi nilai 

capaian dan nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala liker, dimana 

nilai (S)= (n(S) > 0,112) sedangkan faktor kelemahan dengan rata-rata akumulasi 

nilai Capaian dan nilai urgensi penanganan, dimana W= (n(S) < 0,112) dengan 

posisi kuadran atau (S- W) = - 0,017 

I. Adanya ketersediaan anggaran untuk pengadaan Adapun kekuatan potensial 

yang mempengaruhi Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung 

pengelolaan potensi PAD adalah: sarana dan prasarana pengelolaan 

potensi PAD. 

2. Adanya pengaturan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

3 .Adanya organisasi yang mengelola sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD 

4.Adanya skala prioritas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan 

potensi PAD yang tersedia 
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Sedangkan faktor kelemahan berdasarkan atas analisis internal terhadap 

ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD adalah: 

l.Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

2.Kurangnya SDM yang trampil dalam pemanfaatan sarana dan prasarana 

pengelolaan potensi PAD 

3.Kurangnya Evaluasi atas pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan 

potensi PAD 

4.Kurangnya penguasaan teknologi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana 

pengelolaan potensi PAD 

5. Kurangnya penempatan sarana dan prasarana sesum dengan potensi PAD 

yang tersedia. 

1.4.3.1.2. Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan hasil analisis ekstemal terhadap indikator ketersediaan sarana 

dan prasaran pendukung pengelolaan potensi PAD menunjukan bahwa terdapat 3 

peluang potensial dan 6 ancaman terhadap indikator ketersediaan sarana dan 

prasana dalam pengelolaan PAD. Peluang dan ancaman dari indikator 

ketersediaan sarana dan prasaran pendukung pengelolaan potensi PAD dapat 

diikuti pada tabel 4.28 sebagai berikut : 

154 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Tabel4.28 
Analisis SWOT Lingkungan Eksternal terhadap 

Aspek lndikator ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 
Potensi PAD 

FAKTORINTERNAL(O~) BOBOT NIL AI HASIL KATEGORJ 
PERKALIAN 

0~ 

Kurangnya partisipasi 0,05 2 0,106 T 
masyarakat dalam 
pemelihraan sarana dan 
prasarana pengelolaan 
potensi PAD 
Kurangnya regulasi dalam 0,05 2 0,100 T 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan 
potensi PAD 
Adanya koordinasi dalam 0,07 2 0,133 0 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan 
potensi PAD 
Adanya kebutuhan 0,07 3 0,217 0 
masyarakat bagi penyediaan 
sarana dan pmsarana 
pengelolaan potensi PAD 
Kurangnya pemeliharaan 0,05 2 0,100 T 
sarana dan prasarana 
pengelolaan potensi PAD 
Adanya pasar bagi penyediaan 0,07 3 0,217 0 
sarana dan prasarana 
pengelolaa11 potensi PAD 
Kurangnya inovasi dalam 0,05 2 0,100 T 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan 
potensi PAD 
Kurangnya fasilitas 0,05 2 0,094 T 
pendukung dalam 
pemanfaatan sarana dan 
prasarana pengelolaan 
potensi PAD 
Kurangnya bimtek bagi SDM 0,05 2 0,100 T 
dalam pemanfaatan sarana 
dan prasarana pengelolaan 
potensi PAD 

Sumber : Data Lingkungan Eksternal indikator ketersediaan sarana dan prasarana yang diolah 
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Hasil analisis ekstemal SWOT terhadap aspek pelaksanaan/penggerakan 

dengan indikator Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 

potensi PAD menunjukan bahwa terdapat 3 Peluang potensial dengan nilai rata-

rata 0,567 dan 6 Ancaman potensial dengan nilai rata-rata 0,600 yang berpengaruh 

terhadap indikator ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan potensi 

PAD. Penetapan faktor peluang potensial tersebut karena rata-rata akumulasi 

nilai capman dan nilai urgensi penanganan berdasarkan analisis skala liker, 

dimana nilai (0) = (n(O) > 0, 130) sedangkan faktor kelemahan dengan rata-rata 

akumulasi nilai Capaian dan nilai urgensi penanganan, dimana T= (n(T) < 0, 130) 

dengan posisi kuadran atau ( 0- T ) = - 0,033 

Gambaran analisis internal dan analisis eksternal terhadap indikator 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendudkung pengelol~an potensi pendapatan 

asli daerah, maka dapat ditentukan ktak aspek yang di analisis pada peta Kuadran 

SWOT sebagai berikut : 

Gambar 4.4. Kuadran SWOT Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

PELUANG iOl 

Area Kuadran (3) 

KELEMAHAN IW) 

Area Kuadran (4) 

Area Kuadran (I) 

KEKUATAN(S) 

l Area Kuadran (2) 

ANCAMAN(T) 
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Gambaran pada peta Kuadran di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa pemerintah daerah dalam melakukan meningkatkan ketersediaan 

sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan asli daerah berada pada 

posisi kuadran 4 (Negatif-Negatif) atau dapat dikatakan bahwa posisi 

pemerintah Daerah Sumba Timur terhadap indikator ketersediaan sarana 

dan prasarana pendukung pengelolaan pendapatan asli daerah berada dalan 

kondisi lemah dan memiliki ancaman yang cukup kuat terhadap indikator 

ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan asli daerah. 

Strategi penanganan yang ditawarkan adalah melakukan strategi bertahan 

dalam peningkatan Ketersediaan saran dan prasarana pendukung 

pengelolaan potensi pendapatan Asli daerah dimana pemerintah daerah 

harus mengendalikan kinerja internal aga! tidak semakin terpuruk 

sementara itu perlu dilakukan pembenahan secara efektif. Dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan 

potensi pendapatan asli daerah dapat dilihat pada analisis strategi yang 

mengawinkan kekuatan dengan peluang ( S-0), Kelemahan dengan 

Peluang (W-0), Kekuatan dengan Ancaman (S-T) dan Kelemahan dengan 

ancaman (W-T) sebagai berikut: 
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Tabe14.29 
Analisis SWOT Strategi penanganan (S-0) Terhadap Indikator Ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung Pengelolaan Potensii PAD. 

ANALISIS AKUM (S-0) KEKUATAN NILA PELUANG 
STRA TEGIK (S-0) ( S+0/2) (S) I (S) (0) 

Menggunakan 0,1725 Adanya 0,128 Adanya 
ketersediaan anggaran ketersediaan kebutuhan 
untuk kebutuhan anggaran untuk masyarakat 
masyarakat bagi pengadaan bagi 
penyediaan sarana sarana dan penyediaan 
dan prasarana prasarana sarana dan 
pengelolaan potensi pengelolaan prasarana 
PAD potensi PAD pengelolaan 

potensi PAD 
Melaksanakan 0,1695 Adanya 0,122 Adanya 
pengaturan sarana pengaturan kebutuhan 
dan prasarana untuk sarana dan masyarakat 
melayani kebutuhan prasarana bagi 
masyarakat bagi pengelolaan penyediaan 
penyediaan .sarana potensi PAD sarana dan 
dan prasarana prasarana 
pengelolaan potensi pengelolaan 
PAD potensi PAD 
Menggunakan 0,1305 Adanya 0,128 Adanya 
orgamsas1 yang orgamsas1 koordinasi 
mengelola sarana dan yang dalam 
prasar<!na mengelola pemanfaatan 
pengelolaan potensi sarana dan sarana dan 
untuk melakukan prasarana prasarana 
koordinasi dala111 pengelolaan pengelolaan 
pemanfaatan sarana potensi PAD potensi PAD 
dan prasarana 
pengelolaan potensi 
PAD 
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Tabel4.30 
Analisis SWOT Strategi penanganan (W-0) Terhadap Indikator Ketersediaan 

Sarana dan prasarana Pengelolaan 
Potensi Pendapatan Asli Daerah. 

ANALISIS AKUM KELEMAHAN NIL AI PELUANG NILAI 
STRATEGIK (W-0) (W-0) (W) (W) (0) (0) 

( S+0/2) 
I Meningkatkan 0,1135 Kurangnya 0,094 Adanya 0,133 

penguasaan penguasaan koordinasi 
teknologi dalam teknologi dalam dalam 
pemanfaatan saran a pemanfaatan pemanfaatan 
dan prasarana saran a dan sarana dan 
pengelolaan potensi prasarana prasarana 
PAD melalui pengelolaan pengelolaan 
koordinasi dalam potensi PAD potensi PAD 
pemanfaatan saran a 
dan prasarana 
pengelolaan potensi 
PAD 

2. Meningkatkan 0,1615 Kurangnya 0,106 Adanya 0,217 
Akurasi penempatan penempatan kebutuhan 
sarana dan prasarana saran a dan masyarakat 
sesua1 dengan prasarana sesum bagi 
potensi PAD yang dengan potensi penyediaan 
tersedia untuk PAD yang sarana dan 
melayani kebutuhan tersedia prasarana 
masyarakat bagi pengelolaan 
penyediaan saran a potensi PAD 
dan prasarana 
pengelolaan potensi 
PAD 

3 Meningkatkan 0,1195 Kurangnya 0,106 Adanya 0,133 
petneliharaan sarana pemeliharaan koordinasi 
dan prasarana saran a dan dalam 
pengelolaan potensi prasarana pemanfaatan 
PAD melalui pengelolaan sarana dan 
koordinasi potensi PAD prasarana 
pemanfaatan sarana pengelolaan 
dan prasarana potensi PAD 
pengelolaan potensi 
PAD 
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Tabel4.31 
Analisis SWOT Strategi penanganan (S-T ) Terhadap Indikator Ketersediaan 

sarana dan prasarana Pengelolaan Potensi PAD. 

AN ALI SIS AKUM KEKUATAN (S) NIL AI ANCAMAN (T) NILAI 
STRA TEGIK (S-0) (S-T) (S) (T) 

( S+0/2) 
1 Menggunakan 0,114 Adanya 0,128 Kurangnya 0,100 

ketersediaan ketersediaan pemeliharaan 
anggaran untuk anggaran untuk sarana dan 
meningkatkan pengadaan sarana prasarana 
pemeliharaan dan prasarana pengelolaan 
sarana dan pengelolaan potensi PAD 
prasarana potensi PAD 
pengelolaan 
potensi PAD 

2. Melaksanakan 0,111 Melaksanakan 0,122 Kurangnya 0,100 
pengaturan pengaturan pemeliharaan 
sarana dan sarana dan sarana dan 
prasarana prasarana prasarana 
pengelolaan pengelolaan pengelolaan 
potensi PAD potensi PAD potensi PAD 
untuk 
meningkatkan 
Kurangnya 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
potensi PAD 

3 Meningkatkan 0,114 Adanya 0,128 Kurangnya 0,100 
orgarasas1 yang orgamsas1 yang pemeliharaan 
mengelola sarana mengelola sarana sarana dan 
dan prasarana dan prasarana prasarana 
untuk pengelolaan pengelolaan 
meningkatkan potensi PAD potensi PAD 
pemeliharaan 
sarana dan 
prasarana 
pengelolaan 
potensi PAD 
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Tabel4.32 Analisis SWOT Strategi penanganan (W-T) Terhadap Indikator 
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Pengelolaan Potensi PAD. 

AN ALI SIS AKUM KELEMAHAN NILAI ANCAMAN (T) 
STRATEGIK (W-0) (W-T) (W) (W) 

( W+0/2) 
1 Meningkatkan 0,094 Kurangnya 0,094 Kurangnya 

penguasaan penguasaan fasilitas 
teknologi dalam teknologi dalam pendukung 
untuk pemanfaatan dalam 
meningkatkan sarana dan pemanfaatan 
fasilitas prasarana saran a dan 
pendukung dalam pengelolaan prasarana 
pemanfaatan potensi PAD pengelolaan 
saran a dan potensi PAD 
prasarana 
pengelolaan 
potensi PAD 

2. Meningkatkan 0,103 Kurangnya 0,106 Kurangnya 
pemeliharaan pemeliharaan 

. . 
dalam movas1 

saran a dan saran a dan pemanfaatan 
prasarana prasarana saran a dan 
melalui pengelolaan prasarana 
partisipasi potensi PAD pengelolaan 
masyarakat dalam potensi PAD 
pemelihraan 
saran a dan 
prasarana 
pengelolaan 
potensi PAD 

3 Meningkatkan 0,097 Kurangnya SDM 0,100 Kurangnya 
jumlah SDM yang trampil fasilitas 
yang trampil dalam pendukung 
untuk pemanfaatan dalam 
meningkatkan saran a dan pemanfaatan 
kualitas fasilitas prasarana saran a dan 
pendukung dalam pengelolaan prasarana 
pemanfaatan potensi PAD pengelolaan 
saran a dan potensi PAD 
prasarana 
pengelolaan 

_IJ_otensi PAD 
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Hasil analisis (S-O, W -0, S-T, dan W-T) di atas, maka dapat ditetapkan 

strategi dominan dari indikator Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

potensi pendapatan asli daerah. Penetapan Strategi dominan dari indikator 

Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi pendapatan asli daerah 

dilakukan dengan melihat nilai tertinggi dari strategi (S-O), (W -0), (S-T), (W-T). 

Nilai tertinggi tersebut diperoleh dari Akumulasi antara nilai masing analisis 

eksternal dan eksternal kemudian dibagi 2. Berdasar analisis tersebut diperoleh 

strategi dominan dari indikator Ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan 

potensi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut : 

1. Mengunakan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

2. Meningkatkan Akurasi penempatan sarana dan prasarana sesum dengan 

potensi PAD yang tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD. 

3. Menggunakan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan pemeliharaan sarana 

dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

4. Meningkatkan organisasi yang mengelola sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan potensiP AD. 

5. Meningkatkan _l)emeliharaan sarana dan prasarana melalui partisipasi 

masyarakat dalam pemelihraan sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD. 
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4.4.4. Aspek Pengawasan 

4.4.4.1.Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

4.4.4.1.1.Kekuatan dan kelemahan 

Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manaJemen 

dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan 

kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah 

ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien. 

Pengawasan pada pokoknya adalah tindakan untuk memastikan bahwa sumber 

dana dalam organisasi baik manusia maupun peralatan (sarana dan prasarana) 

dapat didayagunakan dengan baik sesuai tujuan. Tindakan yang dimaksud adalah 

berupa pengecekan terhadap hasil karya apakah telah sesuai dengan rencana atau 

tidak. Dan selanjutnya LAN (2002:83) mengemukakan bahwa peran pengawasan 

adalah untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Dengan demikian 

suatu suatu pengawasan dapat meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang 

yang terj2.di didalam kegiatan organisasi, secara langsung pengawasan bertujuan 

untuk menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai rencana, kebijaksanaan dan 

perintah; Menerbitkan koordinasi kegiatan-kegiatan; Mencegah pemborosan dan 

penyelewengan; Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan 

Jasa yang dihasilkan; Membina kepercayaan masyarakat terhadap pimpinan 

organisasi. 

Pengawasan lang sung dalam managemen PAD adalah peng<1wasan yang 

dilakukan secara pribadi oleh pimpinan a tau atasan pengelola potensi PAD baik 
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dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara langsung 

ditempat pengelolaan PAD dan menerima laporan-laporan secara langsung pula 

dari pelaksana yang dilakukan dengan inspeksi. Akan tetapi karena banyak dan 

kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang 

besar, seorang pemimpin atau atasan tidak mungkin dapat selalu menjalankan 

pengawasan langsung pada tempat pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, 

karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. 

Sedangkan pengawasan tidak langsung dalam pengelolaan potensi pendapatan asli 

daerah adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini diadakan atau 

dilakukan dengan mempelajari atau melalui laporan-laporan yang diterima dari 

pelaksanal bawahan baik berbentuk laporan lisan maupun tertulis. Kelemahan 

pengawasan ini bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positf 

saja. Dengan mak.sud untuk menyenangkan pimpinan saja, sehingga pimpinan 

tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia akan mengambil 

kesimpulan yang salah. 

Kesimpulan ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan 

baik apabila hanya tergantung pada laporan saja. Oleh karena itu pengawasan 

langsung dan tidak langsung harus digabungkan dengan atau dalam melakukan 

fungsi pengawasan. Dimana hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh 

pimpinan dalam pengambilan keputusan. 
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Hasil analisis internal terhadap indikator pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan PAD dapat diikuti pada tabel 4.33 sebagai berikut: 

Tabel4.33 
Analisis SWOT Lingkungan Internal terhadap 

Aspek Indikator pengawasan langsung dan tidak langsung 
a am pen~e o aan o ens1 d I I I P t . PAD 

F AKTOR INTERNAL (S/W) BOBOT NILAI HASIL 
PERKALIAN 

Kurangnya intensitas monitoring 0,05 2 0,090 
secara periodik da1am penge1o1aan 
potensi PAD 

Adanya anggaran untuk monitoring 0,06 2 0,120 
secara periodik dalam pengelo1aan 
potensi PAD 

Kurangnya sarana dan prasarana 0,04 2 0,085 
bagi pengawasan langsung dan dan 
tidak langsung dalam pengelolaan 
potensi PAD 

Kurangnya sdm yang trampil untuk 0,05 2 0,095 
melakukan pengawasan langsung 
dan tidak langsung dalam 
pengelolaan potensi PAD 

Adanya komitmen pimpinan untuk 0,06 2 0.120 
melakukan pengawasan langsung 
dan tidak langsung dalam 
pengelolaanpo1ensi PAD 

Adan:ya laporan hasil pengawasan 0,06 2 0,115 
langsung dan tidak langsung dalam 
pengelolaan potensi PAD 

Tidak adanya data yang lengkap 0,05 2 0,100 
dan akurat hasi pengawasan 
langsung dan tidak langsung dalam 
pengelolaan potensi PAD 

Kurangnya rekomendasi atas 0,05 2 0,095 
temuan hasil pengawasan langsung 
dan tidak langsung 

Kurangnya pendelegasian 0,05 2 0,100 
wewenang pengawasan preventif 
dan represif dalam pengelolaan 
potensi PAD 

Kurangnya intensitas pertemuan 0,05 2 0,090 
rutin dalam mengevaluasi kinerja 
pengelolaan potensi PAD hasil 
pengawasan langsung dan tidak 
langsung 

KATEGORI 
S/W 
w 

s 

w 

w 

s 

s 

w 

w 

w 

w 

Sumber : Data Lmgkungan mtemal mdtkator Pengawasan langsung dan ttdak langsung yang dwlah 
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Hasil analisis SWOT terhadap aspek Pengawasan dengan indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD 

menunjukan bahwa terdapat 3 Kekuatan potensial dengan nilai 0,355 dan 7 

kelemahan potensial dengan nilai 0,655 yang berpengaruh terhadap indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD. Penetapan 

faktor kekuatan potensial tersebut karena rata-rata akumulasi nilai capaian dan 

nilai urgensi penanganan berdasarkan alisis skala liker, dimana nilai (S) = (n(S) > 

0,101) sedangkan faktor kelemahan dengan rata-rata akumulasi nilai Capaian dan 

nilai urgensi penanganan, dimana W= (n(S) < 0,101) dengan posisi kuadran atau ( 

s - w ) = - 0,300 

Kondisi lemahnya pengawasan diatas menurut Charles Samapaty 

bahwa 

Pengawasan itu penting artinya bagi pengelolaan potensi pendapatan 

asli daerah bu, pengawasan itu bukan saja laporan atau mendengar staf saja, 

tetapi pimpinan harus tahu persis perkembangan pengelolaan potensi PAD. Saya 

pikir semua daerah sama, persoolan pengewasan selalu menjadi faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pengelolaan potensi PAD. Sarna seperti Sumba 

Timur, saya selalu berusaha turun lapangan lapangan dengan adanya pabrik 

garam itu bu, karena saya takut kita harus dapat !aporan padahal ada 

penyimpngan dilapangan. Pabrik garam itu berhubungan langsung dengan 

kebutuhan lapangan dan ada uang yang menjadi pemasukan daerah, ya zmtuk 

PAD lah. 0/eh karenanya saya sarankan kepada inu, agar lebih meneliti tentang 

raelisasi pengelolaan potensi PAD pada SKPD yang memang ditugasi untuk 

mengelola potensi PAD agar dapat diketahui sudah sejauhmana perkembangan 

pengelola potensi PAD itu bu. 
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Pemyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di atas 

menunjukan bahwa Faktor pengawasan, baik langsung maupun tidak langsung 

memang sangat penting. Faktor pengawasan, baik langsung maupun tidak 

langsung dalam pengelolaan pendapatan asli daerah merupakan hal yang tidak 

bisa dipisahkan dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan 

pengelolaan potensi PAD. Terkait dengan urgensi Faktor pengawasan, baik 

langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan potensi pendapatan asli 

daerah, Kepala Bidang Pendapatan, Zainal Arifin Abbas, mengatakan bahwa : 

Dengan adanya otonomi daerah dan pemekaran beberapa wilayah 

kecamatan dan desa, Span of control kita harusnya lebih baik. Dalam melakukan 

pengawasan tidak ada alasan lokasi yang jauh at au tidak mudah dijangkau. Kit a 

sudah diberikan dana pe1jalanan dinas untuk melakukan pengawasan terhadap 

potensi PAD yang ada ibu. Menjadi persoalan kalau kita sendiri tidak melakukan 

pengawasan terhadap hal itu. Semisalnya saya yang ada di Bidang pendapatan 

ini, jelasnya saya disuruh mencari uang untuk daerah ini, bukan duduk di meja 

lalu berhayal kapan pajak dan retribusi meningkat, lalu saya dapat insentif, 

bukan itu ibu tugas seorang kepala bidang. Tugas seorang kepala Bidang 

pendapatan adalah bagaimana menghasikan uang untuk daerah ini dengan }alan 

mencari dan menggali sumber-sumber PAD. Dengan demikian seorang Kepala 

Bidang pendapatan harus turun ke lapapangan untuk melihat sendiri potensi PAD 

itu, termasuk potensi PBB-P2 yang baru diserahkan kepada Daerah. Kalau saya 

ingin berpangku Iangan, mungkin saat ini kita belum bisa menghasilkan dana 

PBB-P2 yang sampai dengan 31 oktober sudah mencapai Rpl.091.000.000. Saya 

harus turun lapangan untuk melakukan pembetulan, pembenaran atas data 
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potensi PBB-P2 karena itu akan menhasilkan uang buat daerah kita. Kita juga 

harus terus mengawasi aktifitas pungutan di pasar-pasar yang ada di Sumba 

Timur, karena potensi pajaknya cukup besar, termasuk pemakaian kekayaan 

daerah. 

Pemyataan Kepala Bidang pendapatan di atas menandakan bahwa 

faktor pengawasan menjadi faktor penting dalam manajemen PAD. Pengawasan 

memegang peranan penting dalam pengelolaan potensi pendapatan asli daerah. 

Seorang Kepala Bidang Pendapatan bukan hanya menyandang gelar jabatan saja, 

tetapi bekerja mencari uang dan menggali potensi pendapatan asli daerah agar 

PAD ini akan meningkat dan akan menumbuhkan kemandirian daerah Kabupaten 

Sumba Timur. 

4.4.4.1.1. Peluang dan Ancaman 

Berdasarkan hasil analisis ekstemal terhadap indikator Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD menunjukan bahwa terdapat 

2 peluang potensial dan 3 ancaman terhadap indikator Pengawasan langsung dan 

tidak langsung dalam pcngelolaan PAD. Peluang dari indikator Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD yaitu: 

1. Adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peny1mpangan atau 

kebersilan pengelolaan potensi PAD. 

2. Adanya bimtek Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam 

pengelolaan potensi PAD. 

Sedangkan ancaman terhadap Pengawasan langsung dan tidak langsung 

dalam pengelolaan potensi Pendapatan asli daerah terdiri atas 4 ancaman yaitu: 

1. Kurangnya Pengawasan langsung dan tidak langsung dari masyarakat terhadap 

pengelolaan potensi PAD. 
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2. Kurangnya kemitraan kerja antara pemerintah dan stakeholder dalam 

Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD. 

3. Kurangnya koordinasi dalam Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam 

pengelolaan potensi PAD. 

Kondisi peluang dan ancaman berdasarkan hasil analisis ekstemal terhadap 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi Pendapatan 

Asli Daerah dapat diikuti pada tabel 4.34 sebagai berikut: 

Tabel4.34 
Analisis SWOT Lingkungan Eksternal terhadap 

Aspek lndikator Pengawasan Langsung dan tidak langsung 
dalam pengelolaan PAD 

F AKTOR INTERNAL (S/W) BOBOT NIL AI HASIL KATEGORI 

PERKALIAN S/W 

Kurangnya Pengawasan 0,09 2 0,180 T 

langsung dan tidak langsung 
dari masyarakat terhadap 
pengelolaan potensi PAD 
Adanya kemitraan kerja antara 0,10 2 0,190 T 

pemerintah dan stakeholder 
dalam Pengawasan langsung 
dan tidak langsung dalam 
pengelolaan _potensi PAD 
Adanya koordinasi dalam 0,09 2 0,180 T 

Pengawasan langsung dan tidak 
langsung dalam pengelolaan 
potensi PAD 
Adanya kesadaran masyarakat 0,10 2 0,200 0 

untuk melaporkan 
penyimpangan atau kebersi1an 
pengelolaan potensi PAD 
Adanya bimtek Pengawasan 0,11 2 0,210 0 

langsung dan tidak langsung 
dalam pengelolaan potensi 
PAD 
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Sumber : Data Lingkungan ekstemal indikator Pengawasan langsung dan tidak langsung yang diolah 

Hasil analisis ekstemal SWOT terhadap aspek Pengawasan dengan 

indikator Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD 

terdapat 2 Peluang potensial dengan nilai 0,410 dan 3 Ancaman potensial dengan 

nilai 0,550 yang berpengaruh terhadap indikator Pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan PAD. Penetapan faktor peluang potensial tersebut 

karena rata-rata akumulasi nilai capaian dan nilai urgensi penanganan 

berdasarkan alisis skala liker, dimana nilai (0) = (n(O) > 0,480) sedangkan faktor 

kelemahan dengan rata-rata akumulasi nilai Capaian dan nilai urgensi 

penanganan, dimana T= (n(T) < 0,480) dengan posisi kuadran atau ( 0- T) = -

0,140 

Gambaran analisis internal dan analisis ekstemal terhadap indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD, maka dapat 

ditentukan letak aspek yang di analisis pada peta Kuadran SWOT sebagai berikut: 

Gambar 4.5. Kuadran SWOT Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung 

PELUANG (0) 

Area Kuadran (3) Area Kuadran ( l) 

KEKUATAN(S) KELEMAHAN (W) 

Area Kuadran ( 4) L Area Kuadran (2) 

ANCAMAN(T) 
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Gambaran pada peta Kuadran di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung 

dalam pengelolaan PAD berada pada posisi kuadran 4 (Negatif-Negatif) atau 

dapat dikatakan bahwa posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur 

terhadap indikator pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan 

PAD berada dalan kondisi lemah dan memiliki ancaman yang cukup kuat 

terhadap indikator pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan 

pendapatan asli daerah. Strategi penanganan yang ditawarkan adalah melakukan 

strategi bertahan dalam peningkatan pengawasan langsung dan tidak langsung 

dalam pengelolaan PAD, dimana pemerintah daerah harus mengendalikan kinerja 

internal agar tidak semakin terpuruk sementara itu perlu dilakukan pcmbenahan 

secara efektif. Dalam meningkatkan pengawasan langsung dan tidak langsung 

dalam pengelolaan PAD dapat dilihat pada analisis strategi yang mengawinkan 

kekuatan dengan peluang ( S-0), Kelemahan dengan Peluang (W-0), Kekuatan 

dengan Ancaman (S-T) dan Kelemahan dengan ancaman (W-T) sebagai berikut : 
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1 

2 

3 

Tabel4.35 

Analisis SWOT Strategi penanganan (S-0) Terhadap lndikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam Pengelolaan PAD. 

ANALISIS AKUM KEKUATAN NIL AI PELUANG NIL AI 
STRA TEGIK (S-0) (S-O) (S) (S) (0) (0) 

( S+0/2) 
Menggunakan anggaran 0,165 Adanya anggaran 0,120 Adanya 0.210 
untuk bimtek untuk monitoring bimtek 
Pengawasan langsung secara periodik Pengawasan 
dan tidak langsung dalam langsung dan 
dalam pengelolaan pengelolaan tidak 
potensi PAD potensi PAD langsung 

dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 

Menggunakan 0,160 Adanya komitmen 0,120 Adanya 0,200 
komitmen p1mpman pimpinan untuk kesadaran 
untuk melakukan melakukan masyarakat 
pengawasan lar.gsung pengawasan untuk 
dan tidak langsung langsung dan melaporkan 
untuk merspon tidak langsung peny1mpanga 
kesadaran masyarakat dalam n atau 
untuk melaporkan pengelolaan kebersilan 
peny1mpangan a tau potensi PAD pengelolaan 
kebersilan pengelolaan potensi PAD 
potensi PAD 
Menggunak<m laporan 0,163 Adanya laporan 0,115 Adanya 0,210 
yang ada untuk hasil pengawasan bimtek 
meningkatkan langsung dan Pengawasan 
ketrampilan aparatur tidak langsung langsung dan 
memalui bimtek dalam tidak 
Pengawasan langsung pengelolaan langsung 
dan tidak langsung. potensi PAD dalam 

pengelolaan 
_potensi PAD 
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1 

2. 

3 

Tabel4.36 

Analisis SWOT Strategi penanganan (W-0) Terhadap Indikator Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam Pengelolaan PAD. 

ANALISIS AKUM KELEMAHAN NILA PELUANG NILAI (0) 
STRATEGIK (W-0) (W-0) (W) I (W) (0) 

(W+0/2) 
Meningkatkan 0,145 Kurangnya 0,090 Adanya 0,200 
intensitas monitoring intensitas kesadaran 
secara periodik gun a monitoring secara masyarakat 
menyikapi laporan periodik dalam untuk 
masyarakat ten tang pengelolaan melaporkan 
penyimpangan a tau potensi PAD peny1mpanga 
kebersilan n atau 
pengelolaan potensi kebersilan 
PAD. pengelolaan 

potensi PAD 
Meningkatkan sarana 0,148 Kurangnya sarana 0,085 Adanya 0,210 
dan prasarana bagi dan prasarana bimtek 
pengawasan langsung bagi pengawasan Pengawasan 
dan dan tidak langsung dan dan langsung dan 
langsung untuk tidak langsung tidak 
mendukung bimtek dalam langsung 
Pengawasan langsung pengelolaan dalam 
dan tidak langsung potensi PAD pengelolaan 
dalarn pengelolaan potensi PAD 
potensi PAD 
Meningkatkan 0,150 Kurangnya data 0,100 Adanya 0,200 
ketersediaan data yang lengkap dan kesadaran 
yang lengkap dan akurat hasi masyarakat 
akurat hasi pengawasan untuk 
pengawasan langsung langsung dan melaporkan 
dan tidak langsung tidak langsung peny1mpanga 
dalam pengelolaan dalam n atau 
potensi PAD untuk pengelolaan kebersilan 
mendorong kesadaran potensi PAD pengelolaan 
masyarakat untuk potensi PAD 
melaporkan 
penyimpangan a tau 
kebersilan 
pengelolaan potensi 
PAD 
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2. 

3 

Tabel4.37 
Analisis SWOT Strategi penanganan (S-T) Terhadap Indikator 

Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung Dalam Pengelolaan PAD . 
. AN ALI SIS AKUM KEKUAT AN NILAI ANCAMAN (T) 

STRA TEGIK (S-0) (S-T) (S) (S) 

Menggunakan 
anggaran untuk 
monitoring secara 

untuk periodik 
meningkatkan 
kemitraan kerja antara 
pemerintah dan 
stakeholder dalam 
Pengawasan langsung 
dan tidak langsung 
dalam pengelolaan 
potensi PAD 
Meningkatkan 
komitmen p1mpman 
untuk melakukan 
koordinasi dalam 
pengawasan Iangsung 
dan tidak langsung 
dalam pengelolaan 
potensi PAD 

Menggunakan laporan 
hasil pengawasan 
untuk meningkatkan 
motivasi m&syarakat 
dalam melakukan 
Pengawasan langsung 
dan tidak langsung 
dalam pengelolaan 
potensi PAD. 

( S+0/2) 
0,155 

0,150 

0,148 

Adanya 
anggaran 
untuk 
monitoring 
secara periodik 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 

Adanya 
komitmen 
p1mpman 
untuk 
melakukan 
pengawasan 
langsung dan 
tidak langsung 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 
Adanya 
laporan hasil 
pengawasan I 
langsung dan 
tidak langsung 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 
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0,120 

0,120 

0,115 

Kurangnya 
kemitraan kerja 
antara pemerintah 
dan stakeholder 
dalam 
Pengawasan 
langsung dan 
tidak langsung 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 

Kurangnya 
koordinasi dalam 
Pengawasan 
langsung dan 
tidak langsung 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 

Kurangnya 
?engawasan 
langsung dan 
tidak langsung 
dari masyarakat 
terhadap 
pengelolaan 
potensi PAD 

NILAI 

(T) 

0,190 

0,180 

0,180 
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Tabel4.38 
Analisis SWOT Strategi penanganan (W-T) Terhadap Indikator Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam Pengelolaan PAD. 

ANALISIS AKUM KELEHAMAN NILAI ANCAMAN NILAI (T) 

STRA TEGIK (W -0) (W-T) (W) (W) (T) 

( S+0/2) 

I Meningkatkan 0,135 Kurangnya 0,090 Kurangnya 0,180 
intensitas intensitas koordinasi 
monitoring monitoring dalam 
melalui secara periodik Pengawasan 
peningkakatan dalam langsung dan 
koordinasi dalam pengelolaan tidak langsung 
Pengawasan potensi PAD dalam 
langsung dan pengelolaan 
tidak langsung potensi PAD 
dalam 
pengelolaan 
potensi PAD 

2. Meningkatkan 0,138 Kurangnya 0,085 Adanya 0,190 
saran a dan sarana dan kemitraan kerja 
prasarana untuk prasarana bagi an tara 
meningkatkan pengawasan pemerintah dan 
kemitraan kerja langsung dan stakeholder 
antara pemerintah dan tidak dalam 
dan stakeholder langsung dalam Pengawasan 
dalam pengelolaan langsung dan 
Pengawasan potensi PAD tidak langsung 
langsung dan dalam 
tidak langsung pengelolaan 
clalam potensi PAD 
pengelolaan 
potensi PAD 

3 Meningkatan 0,140 Kurangnya data 0,100 Kurangnya 0,180 
ketersediaan data yang lengkap Pengawasan 
yang lengkap dan dan akurat hasi langsung dan 
akurat untuk penga\vasan tidak langsung 
meningkatkan langsung dan dari masyarakat 
Pengawasan tidak langsung terhadap 
langsung dan rlalam pengelolaan 
tidak langsung pengelolaan potensi PAD 
dari masyarakat potensi PAD 
terhadap 
pengelolaan 
potensi PAD 
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Hasil analisis aspek (S-0, W-0, S-T, dan W-T) di atas, maka dapat 

ditetapkan strategi dominan dari indikator Pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan PAD. Penetapan Strategi dominan dari indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD dilakukan 

dengan melihat nilai tertinggi dari strategi (S-0), (W -0), (S-T), (W-T). Nilai 

tertinggi tersebut diperoleh dari Akumulasi antara nilai masing analisis ekstemal 

dan ekstemal kemudian dibagi 2. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh strategi 

dominan dari indikator Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam 

pengelolaan PAD adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan anggaran untuk bimtek Pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan potensi PAD 

2. Meningkatan ketersediaan data yang lengkap dan akurc.t hasil pengawasan 

langsung dan tidak langsung untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk 

melaporkan penyimpangan/keberhasilan pengelolaan potensi PAD. 

3. Menggunakan anggaran untuk monitoring secara periodik untuk meningkatkan 

kemitraan kerja antara pemerintah dan stakeholder dalam Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD 

4. Meningkatan ketersediaan data yang lengkap dan akurat untuk meningkatkan 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dari masyarakat terhadap 

pengelolaan potensi PAD. 

4.4.5. Penetapan Strategi Dominan 

Dari keseluruhan hasil penelitian terhadap Manajamen Pendapatan Asli 

Daerah dengan menggunakan analisis SWOT terhadap 5 indikator, maka 

ditetapkan strategi penanganan atas Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 

176 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



dari 5 indikator Manajemen Pendapatan Asli Daerah untuk dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai berikut: 

1. Menggunakan Sumber Daya Manusia yang trampil untuk mengggali 

potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

2. Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk menggali potensi wilayah 

yang mendukung Identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah. 

3. Menggunakan Sumber Daya Man usia yang ada untuk meningkatkan 

Penyuluhan sosialisasi tentang Identifikasi potensi PAD. 

4. Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk meningkat intensitas 

penyuluhan/sosilaisasi. 

5. Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan strategi 

pengelolaan PAD untuk menggali potensi ekonomi. 

6. Menggunakan kemampuan koordinasi dalam proses pengelolaan potensi 

wilayah. 

7. Meingkatkan Pemahaman pengambil kebijakan dalam proses penetapan 

strategi pengelolaan potensi PAD untuk menggali potensi wilayah dalam 

peningkatan PAD. 

8. Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan suategi pengelolaan 

PAD untuk mengurangi ketergantungan pada kapasitas anggaran pemerintah 

pusat dalam Penetapan Strategi pengelolaan Potensi PAD. 

9. Meningkatkan Kemampuan koordinasi dalam penetapan strategi Pengelolaan 

Potensi PAD untuk kerjasama Dunia usaha, pemerintah dan masyarakat 

dalam pengelolaan Potensi PAD. 
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10. Meningkatkan Pemahaman Pengambil kebijakan tentang penetapan strategi 

dalam Pengelolaan Potensi PAD kerjasama Dunia usaha, pemerintah dan 

masyarakat dalam pengelolaan Potensi PAD 

11. Memanfaatkan Ketersediaan sarana dan prasarana dalam peningkatan 

ketrampilan aparatur untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam 

pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Potensi PAD 

12. Meningkatkan Pendanaan untuk mengikutsertakan aparatur dalam diklat 

pengelolaan potensi PAD 

13. Memanfaatkan ketersediaan saran a dan prasarana untuk meningkatkan 

kerjasama Dunia usaha, Stakeholder dan pemerintah bagi peningkatan 

Ketrampilan SDM dalam pengelolaan Potensi PAD 

14. Meningkatkan keahlian aparatur dalam pengelolaan aset Potensi PAD untuk 

menyusun regulasi yang mengatur peningkatakan ketrampilan SDM dalam 

pengelolaan aset potensi PAD 

15. Mengunakan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

16. Meningkatkan Akurasi penempatan sarana d(ln prasarana sesuai dengan 

potensi PAD yang tersedia untuk melayani kebutuhao masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD. 

17. Menggunakan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

18. Meningkatkan orgamsas1 yang mengelola sarana dan prasarana 

untukmeningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD. 
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19. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana melalui partisipasi 

masyarakat dalam pemelihraan sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD 

20. Menggunakan anggaran untuk bimtek Pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan potensi PAD 

21. Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap dan akurat basil 

pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mendorong kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan penyimpangan!keberhasilan pengelolaan 

potensi PAD. 

22. Menggunakan anggaran untuk monitoring secara periodik untuk 

meningkatkan kemitraan kerja antara pemerintah dan stakeholder dalam 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD. 

23. Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap dan akurat untuk 

meningkatkan Pengawasan langsung dan tidak langsung dari masyarakat 

terhadap pengelolaan potensi PAD. 
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5. 1. SIMPULAN 

BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan atas latar belakang, masalah dan hasil penelitian tentang 

Manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumba Timur (Studi 

Kasus pengelolaan PAD, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat permasalahan dalam perkembangan PAD yang mengakibatkan 

Rendahnya PAD di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini ditunjukan dengan 

rendahnya kemandirian yang dalam kurun waktu 5 tahun, yang berarti nilai 

dependensi pendapatan daerah terhadap kapasitas financial pemerintah pusat 

masih cukup tinggi. Sedangkan dari sisi upaya pemungutan Pajak (Tax Effort) 

masih menunjukan kelemahan, karena nilai realisasi PAD masih san gat rendah 

jika dibandingkan dengan kemampuan membayar (Realisasi PDRB ADHB) 

dan rasio efektifitas yang rendah, yang meskipun berada pada tataran melebihi 

nilai minimal efektifitas, tetapi jika dikaitkan dengan potensi penerimaan 

seharusnya jauh di atas nilai minimal rasio efektifitas 

2. Pada fungsi perencanaan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 

Uji Analisis SWOT terhadap Permasalahan dalam Manajemen Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Sumba Timur ditemukan Kekuatan, Kekmahan, 

Peluang dan Ancaman sebagai berikut: 

1) Hasil Analisis Internal (SWOT) pada Indikator Identifikasi Potensi 

Pendap~tan asli daerah terdapat 5 kekuatan potensial dan 6 kelemahan 

potensial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan identifikasi potensi 

PAD. Sedangkan pada analisis eksternal indikator identifikasi potensi 
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PAD terdapat 4 peluang potensial dan 4 ancaman potensial. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan 

identifikasi potensi pendapatan asli daerah berada pada posisi kuadran 3 

(negatif-positif) atau dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sumba Timur berpeluang besar dalam melakukan identifikasi 

potensi disatu sisi, tetapi disisi lain memiliki kelemahan yang harus segera 

diatasi agar identifikasi potensi PAD dapat dilakukan dalam meningkatkan 

PAD. Strategi penanganannya adalah melakukan perubahan strategi, 

strategi yang ada dianggap tidak mampu menjadi solusi bagi kelemahan 

yang ada dalam organisasi pemerintah. 

2) Hasil Analisis internal terhadap indikator Penetapatan Strategi Pengelolaan 

PAD menunjukan terdapat bahwa terdapat 4 kekuatan potensial dan 3 

kelemahan potensial yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penetapan 

strategi pengelolaan PAD. Sedangkan pada analisis eksternal terhadap 

indikator penetapan strategi pengelolaan PAD terdapat 2 peluang potensial 

dan 3 ancaman potensial yang berpengaruh pada indikator penetapan 

strategi pengelolaan PAD. Dengan demikian terhadap indikator Penetapan 

Strategi Pengelolaan PAD, Pemenntah Daerah Kabupaten Sumba Timur 

berada pada posisi kuadran 2 (positif-negatif) atau dapat dikatakan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan penetapan 

strategi Pengelolaan PAD berada pada posisi organisasi yang cukup kuat, 

namun akan mengahadapi berbagai tantangan untuk melakukan Penetapan 

Strategi Pengelolaan PAD. Diperkirakan rod a organisasi pemerintah 

daerah yang memiliki tugas pokok pengelolaan potensi pendapatan daerah 
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akan mengalami kesulitan apabila bertumpu pada strategi sebelumnya. 

Strategi penanganannya adalah melakukan diversifikasi strategi dalam 

pengelolaan potensi PAD yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi 

Kabupaten Sumba Timur. Artinya pemerintah daerah dalam melakukan 

penetapan strategi harus memilih atas pilihan pengembangan strategi yaitu 

dengan memperbanyak startegi pengelolaan potensi PAD. 

3. Pada Fungsi pengorganisasian, hasil Anal isis Internal pada Indikator 

Ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan PAD terdapat 3 kekuatan 

potensial dan 5 kelemahan potensial yang berpengaruh terhadap indikator 

Ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan PAD. Sedangkan pada 

analisis ekstemal terdapat 5 Peluang potensial dan 2 ancaman potensial yang 

berpengaruh terhadap indikator ketersediaan SDM yang trampil dalam 

pengelolaan PAD. Dengan demikian pada Aspek Ketersediaan SDM yang 

trampil dalam pengelolaan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur 

berada pada posisi kuadran 3 (Negatif-positif) atau dapat dikatakan bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur berada pada posisi lemah, 

namun disisi lain berpeluang besar dalam peningkatan Ketrampilan SDM 

pengelola PAD. Strategi pena11ganannya adalah melakukan perubahan 

strategi peningkatan ketrampilan SDM pengelola PAD. 

4. Pada Fungsi Penggerakan dengan indikator Ketersediaan sarana dan Prasarana 

pendukung PAD berdasarkan hasil anal isis internal terdapat 4 kekuatan 

potensial dan 5 kelemahan potensial yang berpengaruh terhadap Ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD Sedangkan pada analisis 

eksternal 3 Peluang potensial dan 6 Ancaman potensial yang berpengaruh 

182 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



terhadap indikator ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan PAD. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan PAD berada 

pada posisi kuadran 4 (Negatif-Negatif) atau dapat dikatakan bahwa posisi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur terhadap indikator ketersediaan 

sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD berada dalam kondisi 

lemah dan memiliki ancaman yang cukup kuat dalam menyediakan sarana 

dan prasarana pengelolaan pendapatan asli daerah. Strategi penanganannya 

adalah melakukan strategi bertahan dalam peningkatan Ketersediaan sarana 

dan prasarana pendukung pengelolaan PAD dimana pemerintah daerah harus 

mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terpuruk sementara itu 

perlu dilakukan pembenahan secara efektif. 

5. Pada Fungsi Pengawasan dengan indikator pengawasan langsung dan tidak 

langsung berdasarkan analisis internal terhadap indikator Pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD terdapat 3 

Kekuatan potensial dan 7 kelemahan potensial yang berpengaruh terhadap 

indikator Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD. 

Sedangkan berdasarkan analisis eksternal terhadap indikator pengawasan 

langsung dan tidak langsung dalam penegelolaan PAD terdapat 2 peluang 

potensial dan 3 ancaman potensial yang berpengaruh terhadap indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan PAD. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dalam melakukan 

meningkatkan Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaan 

PAD berada pada posisi kuadran 4 (Negatif-Negatif) atau dapat dikatakan 
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bahwa posisi Pemerintah Daerah Kabupaetn Sumba Timur terhadap indikator 

Pengawasan langsung dan tidak langsung pengelolaan pendapatan asli daerah 

berada dalam kondisi lemah dan memiliki ancaman yang cukup kuat dalam 

melakukan Pengawasan langsung dan tidak langsung pengelolaan pendapatan 

asli daerah. Strategi penanganannya adalah melakukan strategi bertahan dalam 

peningkatan Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaan 

PAD dimana pemerintah daerah harus mengendalikan kinerja internal agar 

tidak semakin terpuruk sementara itu perlu dilakukan pembenahan secara 

efektif. 

6. Dari keseluruhan hasil penelitian terhadap Manajamen Pendapatan Asli 

Daerah dengan menggunakan analisis SWOT terhadap Manajamen 

Pendapatan Asli Daerah, maka ditetapkan strategi penanganan atas Kekuatan, 

Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari 5 indikator Manajemen Pendapatan 

Asli Daerah untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli D::terah Kabupaten 

Sumba Timur sebagai berikut: 

1) Menggunakan SDM yang trampil untuk mengggali potensi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

2) Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk menggali potensi wilayah 

yang mendukung Identifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah. 

3) Menggunakan SDM yang ada untuk meningkatkan penyuluhan/sosialisasi 

tentang Identifikasi potensi PAD. 

4) Meningkatkan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan intensitas 

penyuluhan/sosilaisasi. 
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5) Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan strategi 

pengelolaan PAD untuk menggali potensi ekonomi. 

6) Menggunakan kemampuan koordinasi dalam proses pengelolaan potensi 

wilayah. 

7) Meningkatkan Pemahaman pengambil kebijakan tentangpenetapan strategi 

pengelolaan potensi PAD untuk menggali potensi wilayah dalam 

peningkatan PAD. 

8) Menggunakan ketersediaan anggaran dalam penetapan strategi 

pengelolaan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada kapasitas 

anggaran pemerintah pusat dalam Penetapan Strategi pengelolaan Potensi 

PAD. 

9) Meningkatkan Kemampuan koordinasi dalam penetapan strategi 

Pengelolaan Potensi PAD untuk kerjasama Dunia usaha, pemerintah dan 

masyarakat dalam pengelolaan Potensi PAD. 

I 0) Meningkatkan Pemahaman Pengambil kebijakan tentang penetapan 

strategi dalam Pengelolaan Potensi PAD untuk kerjasama Dunia usaha, 

pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Potensi PAD. 

II) Memanfaatkan Ketersediaan sarana dan prasarana dalam peningkatan 

ketrampilan aparatur untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam 

pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan Potensi PAD. 

12) Meningkatkan Pendanaan untuk mengikutsertakan aparatur dalam diklat 

pengelolaan potensi PAD. 
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13) Memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan 

kerjasama Dunia usaha, Stakeholder dan pemerintah bagi peningkatan 

Ketrampilan SDM dalam pengelolaan Potensi PAD 

14) Meningkatkan keahlian aparatur dalam pengelolaan aset Potensi PAD 

untuk menyusun regulasi yang mengatur peningkatakan ketrampilan SDM 

dalam pengelolaan aset potensi PAD 

15) Mengunakan ketersediaan anggaran untuk kebutuhan masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

16) Meningkatkan Akurasi penempatan sarana dan prasarana sesuai dengan 

potensi PAD yang tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat bagi 

penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD. 

1 7) Menggunakan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pengelolaan potensi PAD 

18) Meningkatkan organisasi yang mengelola sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD. 

19) Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana melalui partisipasi 

masyarakat dalam pemelihraan sarana dan prasarana pengelolaan potensi 

PAD 

20) Menggunakan anggaran untuk bimtek Pengawasan langsung dan tidak 

langsung dalam pengelolaan potensi PAD 
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21) Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap dan akurat hasil 

pengawasan langsung dan tidak langsung untuk mendorong kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan penyimpangan!keberhasilan pengelolaan 

potensi PAD 

22) Menggunakan anggaran untuk monitoring secara periodik untuk 

meningkatkan kemitraan kerja antara pemerintah dan stakeholder dalam 

Pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan potensi PAD 

23) Meningkatkan ketersediaan data yang lengkap dan akurat untuk 

meningkatkan Pengawasan langsung dan tidak langsung dari masyarakat 

terhadap pengelolaan potensi PAD 

5.2. SARAN 

Adapun implikasi kebijakan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1 
'. Dalam permasalahan rendahnya kemandirian fiskal pemerintah daerah 

disarankan agar dalam pengelolaan PAD perlu dilakukan sesuai kondisi 

daerah, khususnya wajib pajak dan retribusi serta harus intens melibatkan 

SKPD terkait serta mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman karena faktor - faktor tersebut berpengaruh besar terhadap 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Pada aspek Identifikasi Potensi PAD disarankan agar dilakukan perubahan 

strategi yang ada dianggap tidak mampu menjadi solusi bagi kelemahan yang 

ada dalam organisasi pemerintah. Perubahan strategi tersebut dilakukan 

dengan memperkuat payung hukum bagi upaya identifikasi potensi serta 

memanfaatkan kapasitas teknis SKPD yang terkait untuk melakukan 

identifikasi potensi PAD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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3. Pada aspek penetapatan strategi pengelolaan PAD disarankan untuk 

melakukan diversifikasi strategi dalam pengelolaan potensi pendapatan asli 

daerah yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kabupaten Sumba 

Timur. Artinya pemerintah daerah dalam melakukan penetapan strategi harus 

memilih atas pilihan pengembangan strategi yaitu dengan memperbanyak 

startegi pengelolaan potensi PAD. 

4. P~da aspek Ketersediaan SDM yang trampil dalam pengelolaan PAD 

disarankan agar melakukan perubahan strategi peningkatan ketrampilan SDM 

pengelola PAD. Perubahan strategi itu dilakukan dengan meningkatkan 

jumlah SDM yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan dan kursus 

ketrampilan pengelolaan potensi PAD. 

5. Pada aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Pendapatan Asli 

Daerah disarankan agar melakukan strategi bertahan dalam peningkatan 

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan PAD dimana 

pemerintah daerah harus mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin 

terpuruk sementara itu perlu dilakukan pembenahan secara efektif. 

Pengendalian kinerja internal dengan jalan meningkatkan intensitas pungutan 

pajak dan retribusi dengan jalan meningkatkan volume sarana dan prasarana 

bagi pengelolaan PAD, khususnya bagi juru pungut ditingkat lapangan pada 

DPPKAD. 
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6. Pada aspek pengawasan langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan 

PAD disarankan agar melakukan strategi bertahan dalam peningkatan 

Pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap pengelolaan PAD dimana 

pemerintah daerah harus mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin 

terpuruk sementara itu perlu dilakukan pembenahan secara efektif. Strategi 

bertahan dalam pengawasan langsung dan tidak langsung tersebut dilakukan 

dengan jalan memanfaatkan Sumber daya yang ada untuk mengeintensifkan 

pengelolaan potensi PAD, baik dengan SDM yang ada, sarana dan prasarana 

pada SKPD pengelolaan PAD maupun kapasitas pengewasan yang dimiliki 

oleh stake holder dan masyarakat yang ada diwilayah yang memiliki potensi 

PAD. 
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LAMPIRAN: 1 

NO URAIAN TAHUN 2009 

TARGET 

1 2 9 

1 PENDAPATAN 453.626.654.000,00 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.559.502.850,00 

111 Pendapatan PaJak Oaerah 2 619 860 000,00 

1 1 2 Pedapatan Retnbus1 Oaerah 5 938 461 000 00 

1 1 3 
Hasll Pengelolaan Kekayaan Oaerah 

5 380 316 165.00 
Yang D1p1sahkan 

1 1 4 La1n-la1n PAD Yang Sah 7 620 865 1,85 00 

1.2 PENDAPATAN TRANSFER 429.412.363.650,00 

1 2 1 
Transfer Pemerintah Pusat-Oana 

424.445.147.000,00 
Perimbangan 

1 2 1 1 Dana Bag1 Has II PaJak 15 150 000 000.00 

I 2 1 2 Dana Bag1 llasil Bukan PaJak (SDA) 350 000 000 00 

1 2 3 Dana Alokas1 Umum (0 AU) 337 421 147 000 00 

1 2 4 Dana Alok<'IS! Khusus {0 A K) 71 524 ooo ooo on 

1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 

1 2 2 1 Dana Otonom1 Khusus 

1'1') ') 

--'----'---'-
n;"1n2 Penyr>5lJ;llt'HI 

1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi 4.967.216.650,00 

1 2 3 1 Pendapatan Bag1 Hastl Pajak 4 967.216 650 00 

1 2 3 2 Pendapatan Bagi Hasi! La1nnya 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2.654. 787.500,00 

1.3 1 Pedapatan H1bah 

1 3 2 Pedapatan Dana Oarurat 

1.3 3 Pedapatan La1nnya 2 654 787 500.00 

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 453.626.654.000,00 
-----

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
RINGKASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2009 S/D 2013 
--· -

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 201:> 

-
REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

10 11 12 9 10 11 12 
-

468.992.164.977,82 489.849.049.999.44 471.253.821.623,99 585.661.324.854,82 582.538.425.470,27 624.722.276.580,50 62\1.917.576.164,50 

27.002.974.187,82 32.144.309.908,44 26.968.194.404,99 34.754.248.073,82 31.562.174.132,27 34.841.445.724,50 40.193.740.824,50 -
3 164 761 740.00 4 219 260 000.00 2 97 3 843 663.00 3 730 737 000.00 5 127 862 260.50 3 392 660 000,00 E, OilS 024 564.00 

8 467 541 722,00 10 473 312 500,00 10 012 859 559.00 10 303 412 500,00 9 455 222 440 00 13 817 631 500.00 11 816 481 224.00 

5 567 234 997,82 7 920 441 600,88 7 492 463 780.88 10 717 65q 073,82 10 257 659 069,82 11661094224.50 11 621 094 231.50 

·-

g 803 435 728.00 9 531 795 807.5G G 4A9 027 402.11 I 0 002 439 500.00 6 721 430 361 95 5 970 060 000 00 1061'1 140 805.00 

-
439.438.803.290,00 455.415.340.091,00 441.996.227.219,00 550.907.076.781,00 550.976.251.338,00 589.880.830.856,00 589.723.835.340,00 -

429.530.633.346,00 413.639.581.511,00 415.424.840.154,00 456.429.249.837,00 456.999.498.661,00 552.37 4.577.465,00 55<~- 141.283.503,00 

20 424 343 965,00 23410351819.00 25 281 630 604,00 22 127 888 025,00 22 691 459 829.00 25316227121.00 2'• 988 317 982 00 

1G1 142 381 00 241 448 692.00 155 428 550,00 321 678 817.00 357 155 83/.00 281 340 344.00 375 955 521.00 -
3]7 421147 00000 337 455 581 000,00 337 455 581 000.00 385 621 583 000.00 385621583000.00 462 689 930 000.00 462 689 930 000.00 

7 ~ S24 000 000 00 57 532 200 000 00 52 532 200 000 00 48 358 1 00 000 00 48 329 300 000.00 64 087 080 000 00 64 Ofl? 080 000 00 

5. 768.700.000,00 37.079.506.400,00 21.922.770.000,00 89.574.434.000,00 89.7 48.367.000,00 31.232.944.000,00 31.232.944.000,00 

5 768 700 000.00 

37 019 506 400 00 71 92? 770 000.00 fl9 574 434 000,00 89 748 367 000 00 31 232 944 000 00 31 232 944 000.00 
-

4.139.469.944,00 4.696.252.180,00 4.648.o17.065,00 4.903.392.944,00 4.228.385.677,00 6.273.309.391,00 6.349.607.837,00 

-
4139469944.00 4 696 252 180.00 4 648 617 065.00 4 903.392 944,00 4 228 385 677,00 6 273 309 391.00 6 349 607 837.00 

2.550.387.500,00 2.289.400.000,00 2.289.400.000,00 

2 550 387 500,00 2 289 400 000,00 2 289 400 000,00 

468.992.164.977,82 489.849.049.999,44 471 ·!5_3.821.623,99_ 585.661.324.854,82 582.538.425.470,27 624.722.276.580,50 629.917.576.164,50 
----- ----- --- --- ---- --- -

T.~HUN 2013 

TARGET REALISASI 

13 14 

692.043.729.713,71 693.572.6 7 4.396,08 

38.069.289.260,71 40.056.503.7 49,08 

5 16? 310 000,00 7 908 212 610 00 

13 565 164 70C.OO 11 961 145 255.00 I 
12 340 164 56[ 71 12 340 164 560.71 ' 

6 ggr) 650 OOC. 00 7 846 981 323 37 i 

653.477.430.453,00 653.296.118.647,00 

607.073.373.418,00 607.851.521.177,00 

21 795 424 26E,OO 22 709 108 004 00 i 

594 748152.00 459 212 173.00 

515 73G 111 OOC,OO 515 7 36 111 000 00 

68 947 090 ooc.oo 68 947 090 000 00 

39.685.518.000,00 39.685.518.000,00 

39li80J 518 ooc.oo 39 685 518 000.00 

6.718.539.035,00 5.759.079.470,00 i 

6 718 539 035,00 5 759 079 470.00 

497.010.000,00 220.052.000,00 

497 010 000,00 219 522 000,00 

530 000,00 

692.043.729.713,71 693.572.67 4.396,08 
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NO URAIAN TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 2 9 10 11 12 9 10 11 12 11 12 

2 BELANJA 519.867.879.319,00 474.958.248.844,00 552.115.391.584,00 508.488.174.738,00 612.566.466.643,37 563.305.571.142,30 660.478.342.701,02 57 4.497. 503.941,50 768.063.843.631,23 702.457.717.978,00 

2.1 BELANJA OPERAS! 367.876.329.659,00 341.412.172.099,00 438.655.987.625,00 404.259.419.225,00 459. 773.949.6>8,00 439.278.763.664,30 512.403.159.106,o2 471.193.141.028,50 552.141.060.826,38 515.527.172.307,00 

Belanja Pegawai/Personaha 232.721 666 980,00 219 012452 812,00 261.818 393.740,00 257.238 615 082,00 299 527 094 989,00 293 210700 225.00 358 258 325.867,02 331377 943.551,00 370.855 540.599,38 354 872 985 922,00 

Belanja Barang 95.820 703.223,00 85440705 912,00 96 891.514 535,00 89.251 702.017,00 107 094 781 1 ; 0,00 96.324.850.817,30 104.939.029 989,00 91.977791.176,00 137 816 951 119,00 117 346.632 034,00 

Belan)a Bunga 

BelanJa Subsid1 

Belanja Hibah 35456.803 150,00 15118067076,00 9 689 430.289 00 9 332 791 789,00 13 844 960 000,00 13.330 128 499,00 1 967 500 000,00 1.967 500 000,00 

Belanja Bantuan Sos1al 6.600 000.000,00 5468 739 600,00 7 375 305 000,00 6 183 722 400,00 4 804 900 000.00 2 957 429 500,00 390 000 000,00 380 000 000,00 5 990 625 858,00 5 935 475 450.00 

BelanJa Bantuan Keuangan 32 733 959450,00 31 490 273 775,00 37 113 971 000,00 364€7 312 650,00 38 657 7 43 250.00 37 452 991 333,00 34 970 843 250,00 34 127 277 802,50 35 510 443 250.00 35 404 578 901.00 

2.2 BELANJA MODAL 148.283.852.467,00 133.235.487.7 45,00 109.710.756.415,00 101.534.323.563,00 151.345.055.495,00 123.260.911.478,00 139.086.925.448,00 100.826.862.913,00 211.472.780.753,00 186.930.545.671,00 

2 2 1 Be\anJa T anah 46 000 000.00 42 000.000,00 62 000 000,00 50.000.000,00 

2.2 2 Belanja Peralatan dan Mesin 17.609 383.799.00 16 678 532 881,00 12 024.190.825,00 11.050 621.700,00 23 057 876 205.00 14.335 655 872,00 28.126.756.444,00 20.758.233.865,00 31.132.674.916,00 25.741.312.850,00 

2.2 3 Belan1a Gedung dan Bangunan 62 791 825 085,00 55 167 638 357,00 17 817 046 800,00 17 090 476 013,00 26 651.850 850,00 19 935 963 756,00 59.960.855.004,00 32.364.393.698,00 76.720.878.558,00 64.222.435.141,00 

2.2 4 Belanja Jalan, lrigasi dan Janngan 66 247 403.583,00 60 266 625707.00 79 360.613 790,00 72 922 026 850.00 88 416 568 440.00 82 762.342 250,00 48.038.004.000,00 44.876.425.850,00 103.313.226.529,00 96.751.735.680,00 ' 

2.2 5 BelanJa Aset T etap Lainnya 1 635 240 000.00 1 122 690 800,00 462.905 000.00 429 199.000.00 13.156.760 000.00 6.226 949.600,00 2.961.310.000,00 2.827.809.500,00 256.000.750,00 215.062.000,00 

2.2 6 Belanja Aset Lainnya 
i 

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3. 707.697.193,00 310.589.000,00 3.748.647.544,00 2.694.431.950,00 1.447.461.510,37 765.896.000,00 8.988.258.147,00 2.477.500.000,00 4.450.002.051,85 -' 

. 

2 3 1 Belan1a T1dak T erduga 3 707 697 193.00 310 589 000,00 3 7 48.647 544,00 2 694 431 950,00 1 447461 510,37 765 896 000,00 8 988 258 147,00 2 477 500 000,00 4 450 002 051,85 

JUMLAH BELANJA DAERAH 519.867.879.319,00 47 4. 95H. 248.844,00 552.115.391.584,00 508.488.174.738,00 612.566.466.643,37 563.305.571.142,30 660.478.342.701,02 574.497.503.941,50 768.063.843.631,23 702.457.717.978,00 I 

SURPLUS(DEF/S/7) (66.241.225.319,00) (5.966.083.866,18) (62.266.341.584,56) (37.234.353.114,01) (26.905.141.788,55) 19.232.854.327,97 (35.756.066.120,52) 55.420.072.223,00 (76.020.113.917,52) (8.885.043.581 ,92) 
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NO URAIAN TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 2 9 10 11 12 9 10 11 12 11 12 

3 PEMBIAYAAN 

3.1 PENERIMAAN OAERAH 71.116.225.319,00 71.107.425.450,74 62.266.341.584,56 62.549.494.902,56 27.405.141.788,55 27.449.211.792,55 46.897.066.120,52 46.741.041.694,52 93.896.905.917,52 91.892.062.817,52 

3.1 1 
Penggunaan Sisa Lebih Pemitungan 

49.116.225 319,00 49 107 425 450,74 60.2G6.341.584.56 60 489 549 027,56 25 315.141.788,55 25 315 141 788,55 46182 066.120,52 46 033.379 701.52 91 020 113 917,52 91 020.113 917,52 
Anggaran (SiLPA) 

3.1 2 Transfer Dan Dana Cadangan 20 000.000 000,00 20 000 000 000,00 

3 1 3 Penerimaan kemball P!nJaman Oaerah 2 000 000 000.00 2 000 000 000,00 2 000 000 000.00 2 059.945 875.00 2 090 000 000,00 2.134.070 004,00 715 000 000,00 707 661 993,00 2.876 792.000,00 871.948 900,00 

3 1 4 Has1l PenJ. Aset Drh Yg D1p1sahkan 

3 1 5 Penenmaan Piutang 

3.2 PENGELUARAN OAERAH 4.875.000.000,00 4.875.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 11.141.000.000,00 11.141.000.000,00 17.876.792.000,00 15.932.384.000,00 

3 2.1 Transfer ke Dana Cadangan 

3.2.2 
Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemenntah 4.500.000.000.00 4.500.000 000,00 11 141 000 000,00 11 141.000 000,00 17 876.792.000,00 15 932 384.000,00 
Daerah 

323 Pembym Utang Pokok Yg Jatuh Tmp 

32.4 Pembenan PlnJaman Oaerah 375 000 000,00 375 000 000.00 500 000 000.00 500 000 000.00 

PEMBIAYAAN NETTO 66.241.225.319,00 66.232.425.450,7 4 62.266.341.584,56 62.549.494.902,56 26.905.141.788,55 26.949.211.792,55 35.756.066.120,52 35.600.041.694,52 76.020.113.917,52 75.959.678.817,52 i 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 60.266.341.584,56 25.315.141.788,55 46.182.066.120,52 91.020.113.917,52 67.074.635.235,60 
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LAMPIRAN: 2 

URAl AN TAHUN 2009 

TARGET REALISASI % 

2 9 10 

PENDAPATAN 21.559.502.850,00 27.002.974.187,00 125,25 

PENDAPATAN ASLI DA 21.559.502.850,00 27.002.974.187,00 125,25 

Pendapa1an Pajak Daer 2.o19.86o.ooo,oo 3.164. 761.740,00 120.80 

POJak Hotel 75 000.000.00 100 060 250,00 133,41 

Pa ak Restoran 450.000.000,00 618 358.049.00 137,41 

P~k Hiburan 37.360 000.00 22 424 400,00 60.02 

Pa·ak Reklame 7.500.000,00 13 986 320.00 186.48 

Pajak Penerangan Ja!an 650 000.000.00 838 414 055,00 128.99 

Pn ak Pengambi!an Bah 1 400.000 000.00 1 571 518 666.00 112.25 

PaJak A1r Tanah 

BPHTB 

Retribusi Daerah 5.938.461.000,00 8.467.541. 722,00 142,59 

Retribusi Jasa Umum 4 813296.000.00 7 577 962 685.00 157.44 

Retnbus1 Pelayanan Kes 3.915.075 000.00 6 623 577 785.00 169.18 

Retnbusi Pcl~y_anan Per 125 145 000.00 97 298 750.00 77,75 

Retnbusr Pelayanan By 203 030 000,00 399 620 000.00 196.83 

Retnbus1 Pelayanan Pa 42 276 000.00 9 240 000.00 21.86 

Retnbusr Pelayanan Pas 45.000 000.00 13 375 000.00 29.72 

Retribusr Pengu 1an Ken 106 000.000.00 124 265 400.00 117.23 

Retnbus1 Pelayanan Kes 117 500 000.00 165 135 750.00 140.54 

Retnbus1 Penqqantlan b 24 000 000.00 42 300 000.00 176.25 

Retnbus1 Sewa Alat Sera 235 270 000.00 103 150.000.00 43.84 

Retnbusr Jasa Usaha 971 180 000.00 757 003 087.00 77.95 

Retnbusi Pemakaian Ke 440.227 500,00 434 413 437.00 98.68 

Retnbusi Terminal 87 380 000.00 43 084 000.00 49.31 

Retnbusi Tempat Khusu 4 440 000,00 392 000.00 8.83 

Retnbusi Rumah Potong 25 677 500.00 33.687 250.00 131.19 

Retnbusi Pelayanan Ke 25 305.000.00 21 523 400,00 85.06 

Relribus1 Tempat Rekre 40.000 000,00 31 100 000,00 77.75 

Retribusi Pen·ualan Prod 185 650 000.00 73 858 000.00 39.78 

Retribusr Penenmaan La 7.500 000.00 5 920 000.00 78.93 

Sumbangan Prhak Ketr 155 000.000.00 113 025 000,00 72.92 

Retnbusr Penzrnan Terte 153 985 000.00 132 575 950.00 

Retnbusi lzin Mendmkan 8 000 000.00 7 505 950.00 

Retribusi lzrn Tmpt Pen·u 5 000 000.00 3.850 000,00 

Retnbusi lzin ganguan/k 10 000 000.00 11 600 000.00 

Retnbusr lzrn Trayek 130 985 OQQ.QQ_ 
-~ ~ 

109 620 000.00 

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
RINGKASAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2009 SID 2013 

TAHU~ 2010 TAHUN 2011 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 

11 12 9 10 

32.144.309.908,44 26.968.194.234,99 83,90 34.754.248.073,82 31.562.174.132,27 90,82 

n.144.309.908,44 26. 9o8.194. 234,99 ~3,90 34.754.248.073,82 31.562.174.132,27 90,82 

4 219.260 000.00 2 973 843.663,00 70.48 3.730 737.000.00 5 127.862.260.50 137.45 

100 400.000.00 123 44·; 580,00 122,95 100 400 000,00 172 857 580.00 172,17 

617 500 000.00 520.194 098,00 84.24 615 500.0UO,CO 680 211.491.00 110.51 

37 360 000.00 8 388 750.00 22.45 39.360.000,00 23.224.500,00 59.01 

14 000 000.00 21 768 444,00 1!>5.49 29 000 000.00 45 267 114.00 156.09 

BOO 000 000,00 955 405.310.00 119.43 990 777.000,00 1 214 142 712.00 122.54 

2 650 000 000.00 1 344 642 481.00 50,74 1 650 000.000,00 2 763 751 680.00 167.50 

5.700 000.00 1.856 150.00 32.56 

300 000 000' co 226 551 033.50 75.52 

10 473 312 500,00 10 012.859 389.00 95,60 10 303 412 500,00 9 455 222.440.00 91.77 

8 276 645 000.00 9 057 112 714,00 109,43 8.921 140 000,00 8 718.690.892.00 97.73 

7 555 200 000.00 8 330 DO 114.00 110.26 8 150 200 000.00 7 957.617 242,00 97,64 

125 145 000.00 101 779 500.00 81.33 125 145 000,00 29 690 000.00 23.72 

249 030 000.00 302.830 000.00 121.60 250 000 000.00 390 690 000.00 156.28 

73 320 000.00 12 819 ooo.oo 17.48 73 320 000.00 16.720 000.00 22.80 

45 000 000,00 17 465 000.00 38.81 45 000 000,00 18 270 000.00 40,60 

110 200 000.00 108 736 600,00 98.67 110.475.000,00 138 913 400.00 125.74 

115 000 000,00 138 304 500.00 120,26 125.000 000.00 112 602.750.00 90.08 

3 750 000.00 45 048 000.00 -- 42 000 000.00 54 187 500.00 129.02 

2 043 537 500.00 7% 154 800,00 38,96 1.226.387 500,00 570 441 598.00 46.51 

725 660 000.00 612 949 000.00 84,47 977.510 000,00 358.200.249,00 36,64 

87 380 000.00 60 814 000.00 69,60 92 880 000.00 89.000.000.00 95.82 

4 440 000.00 1 250 000.00 2B.15 4 44~.000.00 250 000.00 5,63 

25 677 500.00 27 495 500.00 107.08 25 677.500.00 29 731 000,00 115.7g 

27 380.000,00 29 Q66 300,00 106.16 25.880.000.00 47 753 950,00 184.52 

40 000 000.00 40 900 000.00 102,25 60 000 000.00 21 200 000.00 35.33 

1 103 000 000,00 20.733 000.00 1.88 10.000 000.00 

30 000 000.00 2 947 000.00 9.82 30 000 000.00 24.306 399.00 81.02 

153 130 000 00 159 591 875,00 104,22 155 885 000.00 166 089 950.00 106.55 

8 000 000.00 18 696 875.00 233,71 8 000.000.00 21.518 750.00 268,98 

5 000 000.00 4.750.000,00 95,00 5 000.000.00 6.000.000,00 120,00 

12 500 OOO.C0 20 200 000.00 161 60 12 500 000.00 38 367 000.00 306.94 

127 610 000.00 115 945 000.00 90 A4 130 1R5 000,00 100 204 200.00 76.85 
... 

TAHUN 2012 TAHUN 2013 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI o/, 

11 12 11 12 

34.841.445.724,50 40.193.740.824,50 115,36 38.069.289.260,71 40.056.503.749,08 10~ 

34.841.445.724,50 40.193.740.824,50 115,36 38.069.289.260,71 40.056.503.749,08 10! 

3 392 660.000,00 5.954.281.672,00 175.50 5 167 310.000.00 7 908212 610.00 15: 

100.100 000,00 193 996155.00 193,80 199 000.000,00 285.021.303,00 t4: 

465 000 000,00 982 305.980,00 211.25 609.500 000,00 907 753 015.00 14E 

38.860 000.00 55.481.750.00 142,77 58 770.000.00 55.967 500,00 9o 

43 000.000.00 84 900 950,00 197,44 65 000.000.00 89.588 900.00 '137 

1 000 000 000.00 1 323.082 549.00 132,31 1 100.000.000,00 1.598.798.561,00 "145 

1.490 000 000,00 3.150 062 849.00 211.41 5 000 000.00 2 593 670.00 51 

5 700 000,00 2.593 670,00 45.50 1 530 040.000.00 3 291 536.051.00 :~ 15 

250 000 000,00 161 857 769,00 1 600 000 000.00 1 676.953 610.00 '04 

13 817 631 500.00 11.816 481224.00 85.52 13.565 164 700.00 11 961.145.255,00 88 

11 695 855.000,00 10.837.368 167.00 92.66 12 105 815 000.00 10.845 628 955.00 89 

10 776280.000.00 10 188 843 867,00 94.55 11 022 580 000,00 9 540 206 155.00 86 

125.145 000.00 9 172 000.00 7.33 125 145 000,00 0 

399 060 000.00 182.185 000,00 45.65 398 740 000.00 505 250 000.00 126 

13.260 000.00 17.888 000,00 134.90 14 040 000,00 19 848 000.00 141 

30 000 000.00 41 638 000.00 138.79 100 000 000.00 154.850 000.00 154 

165110 000.00 196 507 800.00 119,02 175 310 000.00 218 969 800,00 124 

145 000.000.00 149.285 000.00 102.96 145 000 000.00 216 720 000.00 149 

42 000 000.00 51 848 500,00 123.45 125 000 000,00 189 785 000.00 151 

2 045 926 500.00 818 604 832.00 40.01 1 293 749 700.00 916 521 300.00 70 

1.434 043 000,00 544 915.132,00 38,00 576 848 000,00 385 067.100,00 66. 

140 040 000.00 101 687 000,00 72,61 136140000.00 122.315 000,00 89. 

1 440 000.00 900 000.00 62,50 1 440 000,00 6.540 000.00 454. 

25.677 500.00 31 092 750.00 121.09 26 175 000,00 65 352 500.00 249, 

105 976 000.00 96 001 950.00 90.59 106 529 200,00 99.504 200.00 93. 

60.000 000.00 19.500 000.00 32.50 25 000 000,00 19.100 000,00 76. 

278 750 000.00 24 508.000,00 8.79 421 617 500,00 218 642 500.00 51 

75 850 000.00 160 SOB 225 00 211.61 165 600 000.00 198 995 000,00 120 

5 000 000.00 57 746 875.00 1 155 50 000 000.00 65 075 000.00 130 

5 000.000,00 5 000 000.00 100.00 27 000 000.00 2 000 000.00 7. 

20 000 000.00 50 498 000.00 252,49 63 000 000.00 111 200 000.00 1"76. 

15 850 000.00 17 513 350.00 110.49 15 600 000.00 17 720 000.00 1 13. 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



URAIAN TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 

TARGET REALISASI % TARGET REALISASI .,, TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % TARGET REALISASI % 
2 9 10 11 12 9 10 11 12 11 12 

Retnbusi lzin Usaha Peri 30 000.000,00 29 750 000,00 99,17 10 000 000,00 2.900 000,00 29,0( 

Retribusi lzin Usaha Per 100.000,00 

Hasil Pengelolaan Kek 5.380.316.165,00 5.567.234.997,00 103,47 7.920.441.600,88 7.492 463 780,88 94.60 10.717.659.073,82 10.257 659.069,82 95,71 11 661 094 224.50 11621094 231,50 99,66 12 340.164 560,71 12.340.164 560,71 100,0( 

Yang Oipisahkan 

Bagian Laba atas 5 030 316.165,00 4.980 316 164,00 99,01 7 420 441.600,88 7.420'41 600,88 100,00 10 217 659 073,82 10 217 659 073,82 100.00 11 611 094.224,50 11.611 094.224,50 100,00 12 340 164 560,71 12.340.164.560,71 100,01 
pada Perusahaan Milik 

Bagian Laba atas 350.000.000,00 586.918.833,00 167,69 500.000 000,00 72.022 180,00 14,40 500 000 000,00 39.999 996,00 8.00 50 000 000' 00 10.000 007,00 20,00 
pada Perusahaan Milik 

Lain-lain PAD Yang Sa~ 7.620.865.685,00 9.803.435.728,00 128,64 9 531.295.807,56 6 489.027 402,11 68,08 10 002 439.500,00 6.721 430 361,95 67,20 5 970.060 000,00 10.801.883.697,00 180,93 6.996.650.000,00 7 846.981.323,37 112,1 
Hasil Penjualan Aset 1.305.737 500,00 2.544 538.779,00 194,87 2.870 875.000,00 1.980.589.966,00 68,99 4 626.475.000,00 1.673.504 553,00 36,17 1 729.510.000,00 591.604.460,00 34,21 1.990.100.000,00 1.910 903.853,00 96,0 

01p1sahkan 

Penerimaan Jasa Giro 4 325 200.000,00 3 764 914.065,00 87,05 6 049 420 807,56 3 215 872 252,00 53,16 4 275 964 500,00 3.744 826 611,00 87,58 4 000.000 000' 00 4 203 300.455,00 105,08 4 000 000 000,00 4.145.883 453,00 10:3,6 
Pendapatan Bunga 1 645 445.435,00 1 333.124.509,00 81.02 

Tuntutan Ganti Kerug1an 50 000 000,00 281 808 736,00 563,62 90.000 000,00 106 107.753,80 117,9 
Pendapatan Denda ats 13.105 480,00 22.500 000,00 403 364.998,00 1 792,73 105.000.000,00 405 217.396,63 385,9 
Pendapatan Denda 10 037 498,00 48 045 752,00 3 050 000,00 12 065 034,00 395,57 6 050 000,00 1.700 291,00 28.1 
Pendapatan Denda 29 482 750,00 25 000 000.00 3 350 640,00 13.40 10 573 590,00 5 000 000,00 7 320 440,00 146,4 
Pendapatan Ats Hsl 10 723 050,00 

Pendapatan dan 315 000 000,00 2 137 029 845,00 678,42 586.000 000.00 1 279 177 046,11 218.29 1 100 000 000,00 1 255 053 445,95 114,10 15 000 000,00 2 996 102.083.00 19 974.01 700 000 000,00 1 238 619 935,94 176.~ 

HasH Pengelotaan dana 150 000.000,00 66.894.141,00 44.60 100 500 000,00 31 228 200,00 2.1.( 

La1n·la1n PAD yang Sah 2 236 170 200,00 
--- -
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LAMPIRAN: 3 

DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PER SKPD 
TAHUN ANGGARAN 2009 SID 2013 

TAHUN 2009 TAHUN 2010 TAHUN 2011 

NO SKPD TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

1 OINAS KESEHATAN 150 075 000.00 907 001 000.00 1 150 200 000,00 800.417 000.00 832 500 000,00 603.301 000,00 

2 PUSKESMAS V/AINGAPU 99 450 000,00 87.230 000,00 

3 PUSKESMAS LEWA 110 250 000,00 89 023 500,00 

4 PUSKESMAS MELOLO 108 000 000,00 77 640 000,00 

5 RSUD 3 765 OGO 000.00 5 716 576 785.00 6 405 000.000,00 7 529 713114,00 7 000 000 000' 00 7 100 422 7 42,00 

6 DINAS PEKERJAAN UMUM 518 985 000,00 317 007 750,00 539.165 000,00 331.605 000,00 535 415 000,00 332 825 000,00 

7 BAPPEDA 2 340 000,00 

8 DINAS PERHUBUNGAN 396 386 000,00 308 124 800,00 646 350 000,00 328 630 900,00 610 180 000,00 392 841 550,00 

9 DISPENDUK 204 254 000.00 399.620 000,00 250 254 000.00 302 830 000,00 250 000 000,00 390 690 000.00 

10 BADAN PENANGG BENCANA 

11 DINAS KOPERASI 150 000 000,00 132 500 000,00 150 000 000,00 120 877 804,00 100 000 000.00 82 933 659,00 

12 BADAN PENANAMAN MODAL 

13 SETDA (BAGIAN UMUM) 66 000 000' 00 57 505 977,00 37 500 000,00 55 806 000,00 37.500 000.00 11 800.000,00 

14 DPPKAD 14 554 629 050,00 16.450 403 805,82 19 576.397 408,44 15.326 817 031,99 22 459 860 573,82 20.635 289 506,27 

15 BADAN SIMAS 121.968 000,00 195.957 700,00 241 620 000.00 189 151 350.00 214 625 000,00 244 591 000,00 

16 DINAS PERTANIAN 228 637.500,00 267 855 000.00 275 000 000,00 131 040 000,00 635 790 000.00 40 954 000,00 

17 DINAS PERKEBUNAN 25.000 000,00 44 661 500.00 40 000 000,00 34 660 000 '00 40 000 000,00 72 988 250,00 

18 DINAS PETERNAKAN 640 677 500.00 1 758 842 OGO,OO 1.127 052 500 00 1 592.028 000,00 1 345.127 500,00 1.122 469 250,00 

19 BADAN P4K 15 000 000,00 5 500 000,00 15 000 000,00 6 900 000,00 20 000 000,00 9 700 000,00 

20 DINAS KEHUTANAN 220.000.000,00 134647 280,00 200 000 000.00 35 991 575,00 150 000 000,00 140 905 325,00 

21 DINAS PARIWISATA 40 550.800,00 31 100 000,00 40.000.000,00 40 900 000' 00 60 000.000,00 21 200 000,00 

22 DINAS PER! KANAN 350 000 000,00 150 218 890,00 1 350 771 000,00 88.996.630,00 120 550.000,00 78 019 350,00 

23 DINAS PERINDAG 110 000 000,00 125 451 700,00 100 000 000,00 49 830 000,00 25 000 000,00 27.350 000,00 

TOTAL 21.559.502.850,00 27.002.974.187,82 32. 144.309.908,4i_ -26.966. 19.j.~4, 99 _34.7~248.073,82 31.562.174.132,27 

TAHUN 2012 TAHUN 2013 

TARGET REALISASI TARGET REALISASI 

3 458.580 000,00 2 142.633 500,00 3 669 580 000,00 2 725 167 000,00 

99.450 000,00 211 705 000,00 110 500.000,00 149.097.000,00 

110 250 000,00 200 771.500,00 122500 000,00 2 944 000,00 

108.000 000,00 283.455.500,00 120 000.000,00 37 520 000,00 

7 000.000 000 '00 7 350.278 367,00 7 000 000.000,00 6 625.478155,00 

502 415 000,00 244 302 000,00 327 415 000,00 46.070 000,00 

444 676 000,00 449 398 100,00 512 059 200,00 518.897 000,00 

400 000 000,00 182 185 000,00 398 7 40 000,00 505 250 000,00 

49.998 000,00 

100 000.000,00 66 894 141,00 100 500 000,00 31.228 200,00 

150 000 000.00 179 575 000,00 

23 500.000,00 38 400 000.00 32 600 000,00 41.200 000,00 

20 209 304 224,50 26 454 563 266.50 22 719 704 560,71 26.655.949 041,08 

122 210 000,00 251 620 000,00 5 000 000,00 33 710 000,00 

408 750 000,00 70 308 000.00 419 750.000,00 167.170 000,00 

75.000 000,00 139.971 750,00 100.000 000,00 108 185 250,00 

1 356 804 500,00 1 907 871 250,00 1 950 292 500.00 1 995 949 000,00 

20 000 000,00 2 500 000,00 20 ODD 000,00 8 250 000.00 

150 000 000,00 42 107 600,00 86 340 000' 00 36 675 500,00 

60 000 000' 00 19 500 000,00 25 000 000,00 19 100 000,00 

112 506 000,00 99.265 850,00 99 310 000,00 128.378 603,00 

80 000 000' 00 36 010 000,00 50 000 000' 00 40.710 000,00 

34.841.445.724,50 40.193.7 40.824,50 38.069.289.260,71 40.056.503.749,08 

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LAMPIRAN 4: TABEL 4.9 

FAKTORINTERNAL(S/~ BOBOT NII.AI HASIL 
PER KALlA 

I i\danya Sisdur dilaksanakan sccara optimal o.or, 2 0.114 

dalam ldentifikasi Poteosi PAD 

2 Rcgulasi yang ada bel urn mengatur sum her· o.os 2 0.{)95 

sumber PAD sccara kcscluruhan 

3 Adanya SDM yang melalukan ldentifikasi 0,06 2 0,114 
Poteno;t PAD 

4 Adanya Ke!wcnangan dalam ldcntifik;lsi O,OS 2 0,!09 

Potens1 PAD 

s Kurangnya Kctcrsediaan Pengganggran 0,05 2 0,109 

ldentifikasi Potensi PAD 

6 Adanya Potensi PAD yang dapat d1 0,06 2 0,111 

indct1fikasi 

7 Kurangnya Tupoksi ldcntifikasi Pntcnsi PAD 0,05 2 0,105 

dari SKPD teknis 

B Kurangnya transparansi dalam ldcntifikasi 0,05 ? 0,100 

Potcnsi PAD 

9 Adanya komitmcn pimpinan dalam 0,05 2 0,109 

mclakukan ldentifikasi Potensi PAD 

10 Kurangnya kemantapan institus1 0,05 2 0,100 

11 Bel urn tersedianya data Potcnsi PAD 0,05 2 0,095 

Responden 
Pain Kriteria 0,106 

1 sangat kurang 0,106 

2 kurang .s 0,559 

3 baik w 0,605 

4 sangatbaik S-W -0,045 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR INTERNAL 
IDENTIFIKASI POTENSI PAD 

KATEGO INFORMAN 
RIS/W 

1 2 3 4 5 6 7 8 
s 3 3 3 3 2 2 2 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
w 2 2 2 2 2 2 3 2 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 
s 2 2 3 3 2 3 3 2 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 
s 2 2 2 3 3 3 3 3 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
w 2 3 3 2 2 2 3 3 

0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
s 3 3 3 3 3 2 2 2 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
w 2 2 3 2 1 2 3 3 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 
w 3 3 3 2 2 2 2 1 

0,3 0,3 0,3 0,2 'J,2 0,2 0,2 0,1 
s 2 2 2 2 2 2 3 3 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
w 2. 2 2 3 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
w 2 2 2 3 2 2 1 3 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 

~ diatas kekuatan ., kelemahan 

L LN/LI LIN F. LVAB LK (LN/Lii/LK BOBOT 

9 10 

3 2 25 10 11 4 

0,3 0,2 2,50 10 11 4 0,6 0,06 

2 2 21 10 11 4 

0,2 0,2 2,10 10 11 4 0,5 0,05 

3 2 25 10 11 4 

0,3 0,2 2,5 10 11 4 0,6 0,06 

2 1 24 10 11 4 

0,2 0,1 2,4 10 11 4 0,6 0,05 

2 2 24 10 11 4 

0,2 0,2 2,4 10 11 4 0,6 0,05 

2 2 25 10 11 4 

0,2 0,2 2,5 10 11 4 0,6 0,06 

3 2 23 10 11 4 

0,3 0,2 2,3 10 11 4 0,6 0,05 

2 2 22 10 11 4 

0,2 0,2 2,2 10 11 4 0,6 0,05 

3 3 24 10 11 4 

0,3 0,3 2,4 10 11 4 0,6 0,05 

3 2 22 10 11 4 

0,3 0,2 2,2 10 11 4 0,6 0,05 

3 1 21 10 11 4 

0,3 0,1 2,1 L.. 1_()_ 11 4 0,5 0,05 
-- -
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LAMPIRAN 5: TABEL 4.10 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR EKSTERNAL 
IDENTIFIKASI POTENSI PAD 

FAKTOR EKSTERNAL (0/T) 

Adanya Aturan yang mcngatur ldcntifikasi Potcnsi PAD 

Kurangnya Penyuluhan/ sosia\isas1 ten tang ldentifika!->1 Potcnsi PAD 

Adanya kondisi gcografis yang mcndukung ldcntitlkasi l'otcn.si PAD 

Adanya kondisi ckonomi yang mcndukung ldcntifikasi Patens! PAD 

Kurangnya dukungan masyarakat untuk mc!akukan ldcnttfikasi Potcns1 PAD 

Ad;:mya kondisi potcnsi wilayah yang rncndukun~..: ldenttfikasi Potcnsi PAD 

Kurangnya Potcnsi Pasar yang ada tcrhadap potcns1 PAD 

Tidak konsistenya Regulasi 

Responden 

Poin Kriteria 

1 sangat kurang 

2 kurang 

3 baik 

4 sangatbaik 

BOBOT 

O.OH 

0,06 

0,117 

0,07 

0,06 

O,llR 

0,06 

0,06 

0 

T 

(0-T) 

NILAI 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0,588 

0,469 

0,119 

HASIL KATE 
PERKA GORI 
LIAN 0/T 

1 2 3 4 
0.150 0 4 3 2 4 

0,4 0,3 0,2 0,4 
0,119 T 2 2 2 1 

0,2 0,2 0,2 0,1 
0,1311 0 2 2 2 3 

0,2 0,2 0,2 0,3 
0.144 0 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,2 
0,119 T 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,2 
0,156 () 3 3 2 3 

0,3 0,3 0,2 0,3 
0,119 T 2 2 2 1 

0,2 0,2 0,2 0,1 
0,113 T 2 2 2 1 

0,2 0,2 0,2 0,1 

0,132 2! diatas kekuatan 

0,132 $ kelemahan 

IN FORMAN ~ ~N/~J ~IN F. ~VAB ~K N/~1)/ BOBO 

5 6 7 8 9 10 

2 1 2 2 2 2 24 10 8 4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 10 8 4 0,6 O,C 

2 2 2 2 2 2 19 10 8 4 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,90 10 8 4 0,5 0,( 

2 2 2 3 2 2 22 10 8 4 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 2,2 10 8 4 0,6 0,( 

3 3 3 3 2 1 23 10 8 4 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 2,3 10 8 4 0,6 0,( 

1 2 2 2 2 2 19 10 8 4 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9 10 8 4 0,5 D,l 

2 4 2 2 2 2 25 10 8 4 

0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 2,5 10 8 4 0,6 0,1 

1 2 2 2 3 2 19 10 8 4 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 1,9 10 8 4 0,5 0,' 

2 2 2 1 2 2 18 10 8 4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,8 10 8 4 0,5 0, 
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LAMPl RAN 6 : TABEL 4.15 

FAKTORINTERNAL(S/"0 BOBOT NILAI HASIL 
PERKALIA 

N 

1 Kemampuan Penyusunan Regulasi dalam 0,10 .1 0,300 

penetapan strategi Pengelolaan Potensi PAD 

2 Kemampuan koordinasi dalam penetapan stratcgi 0,09 2 0,171 

Pengclolaan Potensi PAD 

:1 Adanya Aparatur yang bcrkualitas dalam (1, 10 :l 0,289 
pcnetapan stratcgi Pcngclolaan Potensi PAD 

4 Adanya SOP dalam pcnctapan strategi Pcngclolaan 0,06 2 0,121 

Potensi PAD 

5 Pemahaman Pcngambil kcbijakan tentang 0,09 2 0,171 

penetapan stratcgi dalam Pengclolaan Potcnsi PAD 

6 Adanya Kebijakan dalam pcnetapan stratcgi 0,09 3 0,279 

dalam pcngelolaan PAD 

7 Tcrsedianya anggran dalam penctapan strategi 0,10 3 0,311 

pengelolaan PAD 

Responden 

Pain Kriteria 0,235 

1 sangat kurang 0,235 

2 kurang s 1,179 

3 baik w 0,464 

4 sangatbaik S-W 0,714 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR INTERNAL 

PENETAPAN STRATEGI PENGELOLAAN POTENSJ PAD 
KATEGORI 

S/W 
IN FORMAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
s 

3 3 3 4 4 3 2 2 2 

0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
w 

2 2 2 3 4 3 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
s 

3 2 2 3 4 2 3 2 3 

0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 
w 

1 1 2 3 2 2 2 1 2 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 
w 

2 2 2 3 2 3 3 3 2 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 
s 

2 3 2 3 3 4 2 3 2 

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 
s 

3 3 3 3 4 2 3 3 3 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 

;:: kekuatan 

s kelemahan 

~ ~N/~1 ~IN F. ~VAB ~K (~N/~1)/~K BOBO 

10 

2 28 10 7 4 

0,2 2,8 7 4 0,7 0, 

2 24 10 7 4 

0,2 2,40 10 7 4 0,6 0,1 

3 27 10 7 4 

0,3 2,7 10 7 4 0,7 0, 

1 17 10 7 4 

0,1 1,7 10 7 4 0,4 0, 

2 24 10 7 4 

0,2 2,4 10 7 4 0,6 0, 

2 26 10 7 4 

0,2 2,6 10 7 4 0,7 0, 

2 29 10 7 4 

02 2,9 10 7 4 0,7 0. 
- --

42443.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



FAKTORINTERNAL(O/T) BOBOT NII.AI HASIL 
PF.RKALIAN 

I Adanya Potcnsi Wilayah dalam Proses 0,10 2 0,200 

penetapan strategi penge\olaan Potensi 

'An 

2 Adanya Potensi ekonomi dalam Proses 0,10 2 0,190 

pcnetapan strategi pengelolaan Potcnsi 

'" 

3 Kurangnya kcrjasama kcmitraan dengan 0,09 2 0,170 

dunia usaha penetapan stratcgi 
penge\o\aan PatenS! PAD 

4 Adanya kctcrgantungan pada kapasitas 0,08 2 0,160 

anggaran pcmerintah pusat dalam 

Pen eta pan Strategi pengelo\aan Potensi 

5 Adanya kcrjasama Swasta, pcmcrintah dan 0,09 2 0,170 

masyarakat dalam Proses pcnetapan 

strategi pcngeloiaan Potcnsi PAD 

Responden 

Point Kriteria 0,178 

1 sangat kurang 0,178 

2 kurang 0 0,390 

3 baik T 0,500 

4 sangatbaik 0-T -0,110 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR EKSTERNAL 

PENETAPAN STRATEGI PENGELOLAAN POTENSI PAD 
KATEGORI 

0/T IN FORMAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(l 

4 1 2 4 2 2 1 1 1 2 

0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,2 
0 

2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,1 
T 

1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,2 
T 

1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,2 
T 

2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,2 

~ Peluang 

~ Ancaman 

! !N/!1 !INF. !VAB !K (!N/!1)/~K BOBOT 

20 10 5 4 

2 5 4 0,5 0,10 

19 10 5 4 i 

1,90 10 5 4 0,5 0,10 

! 

17 10 5 4 

1.7 10 5 4 0,4 0,09 
I 

16 10 5 4 

1,6 10 5 4 0,4 0,08 

17 10 5 4 

1,7 10 _ _2 _4_ 0,4 0,09 
- -
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LAMPIRAN 8: TABEL 4.21 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR INTERNAL 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL DALAM PENGELOLAAN POTENSI PAD 

FAKTOR INTERNAL (S/WJ BOBOT NILAI IIASIL KATEGO IN FORMAN I IN/II IINF. IVAB IK (IN/II BOB 
PERKALI RI~/W 

)/IK OT AN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Kurangnya Kualifikasi pcndidikan SDM yang 0,05 2 0,100 w 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 16 10 8 4 

sesuai dengan kebutuhan pengclolaan potensi 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 1,6 10 8 4 0,4 0,05 

2 Kurangnya Pendanaan untuk diklat pcngclolaan 0,05 2 o.1oo w 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 17 10 8 4 
lrotcnsi PAD 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 1,7 10 8 4 0,4 0,05 

3 Kurangnya inscntif bagi aparat dalam pengclolaan o.os 2 0.10o w 1 2 1 2 3 2 2 1 2 1 17 10 8 4 
potensi PAD 

0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 1,7 10 8 4 0,4 0,05 

4 Adanya aparatlr yang memil1kJ Kcmampuan mcngatur 0.06 2 0.113 s 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 18 10 8 4 
aset dalam Pcngclolaan Potcnsi PAD 

0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 1,8 10 8 4 0,5 0,06 

5 Kurangnya kcahlian aparatur dalam pcngclolaan o.os 2 0.100 w 1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 16 10 8 4 
Potcnsi PAD 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 1,6 10 8 4 0,4 0,05 

6 Kurangnya Pcmahaman akan kcbutuhan SDM dalam 0.05 2 0.10o w 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 17 10 8 4 
pengelolaao potensi PAD 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 1,7 10 8 4 0,4 0,05 

7 Tcrscdianya saran a dan prasarana dalam pcnmgkatan om 2 0,138 s 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 22 10 8 4 I ketrampilan dalam pcngelolaan PAD 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 2,2 10 8 4 0,6 0,07 

8 Adanya organisasi yang mampu rncningkatkan O,o6 2 0.125 s 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 20 10 8 4 
kctrampilan SDM dalam pengclolaan PAD 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 2 10 8 4 0,5 0,06 
-L.....-. ----- -- L.. 

Respond en 

Poi1 Kriteria 0,112 ~ diatas kekuatan 

1 sangat kurang 0,112 ~ dibawah kelemahan 

2 kurang s 0,375 

3 baik w 0,519 

4 sangatbaik 5-W -0,144 
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LAMPl RAN 9 : TABEL 4.22 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR EKSTERNAL 

SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL DALAM PENGELOLAAN POTENSI PAD 

FAKTOR INTERNAL (S/W) BOROT NJI.AI HASIL KATEG 

PERKALJ ORI 
~/II)/ AN S/W IN FORMAN I IN/II IINF. IVAB IK BOBC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Adanya penempatan SDM pad a jabatan berdasarkan 0.07 2 0,143 0 

pendidikan dalam pengelolaan Potensi PAD 
2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 20 10 7 4 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2 10 7 4 0,5 0, 

2 Adanya kemampuan SDM aparatur dalam pemanfaatan O.OB 2 O.JS7 () 

teknologi dalam pengelolaan Potensi PAD 
2 2 2 1 2 2 3 2 4 2 22 10 7 4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 2,20 10 7 4 0,6 0, 

3 i\danya Motivasi Pimpinan terhadap SDM untuk O,IIH z O.JS7 n 
memiliki ketrampilan dalam pengelolaan potensi PAD 

2 2 1 1 2 2 3 3 4 2 22 10 7 4 

0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 2,2 10 7 4 0,6 0, 

1 Adanya anggaran yang mendukung peningkatan 0,09 2 0,171 0 

ketrampilan SDM pengelolaan Potensi PAD 2 2 3 3 4 3 2 3 1 1 24 10 7 4 

0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 2,4 10 7 4 0,6 0, 

5 Kurangnya kerjasama Dunia usaha, Stakeholder dan 0,06 2 0.129 T 

pemerintah bagi peningkatan Ketrampilan SDM dalam 
pengelolaan Potensi PAD 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 18 10 7 4 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 1,8 10 7 4 0,5 0, 

6 Kurang regulasi yang mengatur peningkatakan 0.07 2 0,136 T 

ketrampilan SDM dalam pengelolaan aset potensi PAD 
2 2 2 2 1 1 3 2 2 2 19 10 7 4 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 1,9 10 7 4 0,5 0, 

7 Adanya keikutsertaan SDM dalam Bimtek pengelolaan 0,08 2 0,150 0 

j)Otensi PAD 2 2 2 1 2 3 4 2 1 2 21 10 7 4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 2,1 10 7 4 0,5 0,1 

Responden 
Point Kriteria 0,149 ~ diatas kekuatan 

1 sangat kurang 0,149 ~ dibawah kelemahan 

2 kurang 0 0,779 

3 baik T 0,264 

4 sangatbaik 0-T 0,514 
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LAMPIRAN 10: TABEL 4.27 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR INTERNAL 

KETERSEDIAN SARANA DAN PRASARANA 

FAKTORINTERNAL(S/~ BOBOT NILAI IIASIL KATEG 
PERKALI ORI .. , ~/W 

1 2 
I Adanya kctcrscdiaan anggaran untuk pcngadaan sarana 0,06 2 0,12A s 

dan nrasarana nenPelolaan notcnsi PAD 4 2 

0,4 0,2 
2 Adanya pcngaturan sarana dan prasarana pcngclol'"n 0,06 2 0,122 s 

otensi PAD 2 2 

0,2 0,2 
3 Adanya organisasi yang mcngelola saran a dan prasarana 0,06 2 0,121! s 

lnenPelolaan notcnsi PAD 2 1 

0,2 0,1 
4 Adanya skala prioritas dalam pcmanfaatan sorana dan 0,06 2 0,117 s 

lnrasarana ncnPclolaan notcnsi PAn van<' tersedia 3 2 

0,3 0,2 
5 Kurangnya pcmcliharaan sarana dan prasarana 0,05 2 0.106 w 

em!elolaan notensi PAD 2 2 

0,2 0,2 
6 Kurangnya SDM yang trampil dalam pcmanfaatan saran a 0,05 2 0,100 w 

dan nrasarana ncmwlolaan notcnsi PAD 2 2 

0,2 0,2 
7 Kurangnya inovasi dalam pcmanfaatan sarana dan 0,05 2 0,!06 w 

nrasarana neneelolaan notcnsi PAD 2 2 

0,2 0,2 
8 Kurangnya penguasaan teknologi dalam pcmanfaatan 0,05 2 0,094 w 

sarana dan nrasarana ncnPclolaan notcnsi PAD 1 1 

0,1 0,1 
9 Kurangnya pcnempatan sarana dan prasarana scsuai 0,05 2 0,106 w 

dcnean notensi PAD vanP tcrscdia 1 2 

0,1 0,2 

Respond en 0,112 ~ diatas kekuatan 

3 

2 

0,2 

3 

0,3 

3 

0,3 

2 

0,2 

1 

0,1 

2 

0,2 

1 

0,1 

2 

0,2 

2 

0,2 

poi kriteria 0,112 5 dibaw.1h kelemahan 

1 sangat kurang 5 0,494 

2 kurang w 0,511 

3 baik 5-W -0,017 

4 sangatbaik 

4 

4 

0,4 

2 

0,2 

3 

O,j 

3 

0,3 

2. 

0,2 

1 

0,1 

2 

0,2 

2 

0,2 

2 

0,2 

IN FORMAN ~ ~N/~1 ~IN F. ~VAB ~K ~N/~I}n: BOBOT 
5 6 7 8 9 10 

2 1 2 2 2 2 23 10 9 4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3 10 9 4 0,6 0,06 

2 2 3 2 2 2 22 10 9 4 

0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 2,20 10 9 4 0,6 0,06 

2 2 2 4 2 2 23 10 9 4 

0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 2,3 10 9 4 0,6 0,06 

2 1 2 2 3 1 21 10 9 4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 2,1 10 9 4 0,5 0,061 

2 2 3 1 2 2 19 10 9 4 

' 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 1,9 10 9 4 0,5 o,o5 1 

1 2 1 3 2 2 18 10 9 4 

0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 1,8 10 9 4 0,5 o,o5j 

3 1 2 3 1 2 19 10 9 4 I 
0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 1,9 10 9 4 0,5 o,o51 

2 2 2 1 2 2 17 10 9 4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,7 10 9 4 0,4 0,05 

2 2 1 3 1 3 19 10 9 4 

0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 1,9 10 9 4 0,5 O,OS 
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I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

LAMPIRAN 11 : TABEL 4.28 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR EKSTERNAL 

KETERSEDIAN SARANA DAN PRASARANA 

FAKTORINTERNAL(O/T) BOIJOT NILAI IIASIL KATEG 
PERKALI ORI 

AN 0/T 

1 
Kurangnya partisipas1 masyarakat d~dam pcmclihrJan 0,05 2 0,106 T 1 
sarana dan prasarana pengc\o\aan potcnsi PAD 

0,1 

Adanya regulasi dalam pcmanfaatan saran a dan 0,05 2 0,!00 T 2 
lorasarana pcngclolaan potcnsi PAD 

0,2 

Adanya koordinasi dalam pemanfaatan sarana 0,07 2 0,133 0 3 
dan prasarana pengclolaan potcnsi PAD 

0,3 

Adanya kcbutuhan masyarakat bagi pcnyctliaan 0,07 3 0,217 0 2 
saran a dan prasarana pcngelolaan potcnsi PAD 

0,2 

Kurangnya pemeliharaan saran a dan prasarana 0,05 2 0,100 T 2 
loeneelolaan potensi PAD 

0,2 

Adanya pasar bagi penycdiaan saran a dan 0,07 3 0,217 0 2 
lprasarana pengclolaan potcnsi PAD 

0,2 

Kurangnya inovasi dalam pemanfaatan sarana 0,05 2 0,100 T 1 
dan orasarana pcngclolaan potcnsi PAD 

0,1 

Kurangnya fasilitas pcndukung dalam 0,05 2 0,094 T 1 
lpemanfaatan sarana dan prasarana pengclolaan 

0,1 

Kurangnya bimtck bagi SDM dalam pcmanfaatan 0,05 2 0,100 T 1 
sarana dan_IJl'asarana_pcngclolaan potensi PAD 

0,1 

Respond en 

2 

3 

0,3 

2 

0,2 

3 

0,3 

2 

0,2 

1 

0,1 

2 

0,2 

2 

0,2 

1 

0,1 

1 

0,1 

poin· kriteria 0,130 ~ diatas kekuatan 

1 sangat kurang 

2 kurang 

3 baik 

4 sangatbaik 

:t 

s 
w 
S·W 

0,130 $ dibawah kelemahan 

0,567 

0,600 

-0,033 

3 4 

2 2 

0,2 0,2 

2 2 

0,2 0,2 

3 2 

0,3 0,2 

2 3 

0,2 0,3 

1 2 

0,1 0,2 

2 3 

0,2 0,3 

1 2 

0,1 0,2 

1 2 

0,1 0,2 

2 2 

0,2 0,2 

-
INFORMAN ~ ~N/~1 ~IN F. ~VAS ~K N/~1)/ BOBO" 

5 6 7 8 9 10 -2 1 2 2 2 2 19 10 9 
4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9 10 9 
4 0,5 o.o~ 

1 2 2 2 1 2 18 10 9 
4 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 1,80 10 9 
4 0,5 o.o~ 

2 3 2 2 2 2 24 10 9 
4 

0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 2,4 10 9 
4 0,6 o.o~ 

4 2 3 3 4 1 26 10 9 
4 

0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 2,6 10 9 
4 0,7 o.o~ 

2 2 2 3 1 2 18 10 9 
4 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 1,8 10 9 
4 0,5 0,0' 

3 3 2 4 3 2 26 10 9 
4 

0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 2,6 10 9 
4 0,7 0.0 

2 3 1 2 2 2 18 10 9 
4 

0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 1,8 10 9 
4 0,5 0,0' 

2 2 2 2 2 2 17 10 9 
4 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 10 9 
4 0,4 0,0 

2 1 2 1 3 3 18 10 9 
4 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 1,8 10 9 
4 0,5 0,0 

-- ·-- -----
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LAMPIRAN 12: TABEL 4.33 

FAKTORINTERNAL(S/W) 

1 Kurangnya intensitas 

2 Adanya anggaran untuk 

3 Kurangnya sarana dan 

4 Kurangnya sdm yang tarmpil 

5 Adanya komitmen pimpinan 

6 Adanya laporan hasil 

7 Tidak adanya data yang 

8 Kurangnya rekomendasi atas 

9 Kurangnya pendelegasian 

10 Kurangnya intensitas 

Respond en 

Pint Kriteria 

1 sangat kurang 

2 kurang 

3 baik 

4 sangatbaik 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR INTERNAL 
PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG 

BOBOT NILAI HASIL KATEGO 
PERKALI RIS/W 

AN 

1 2 3 4 

0,05 2 0,090 w 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,2 

0,06 2 0,120 s 3 4 2 3 

0,3 0,4 0,2 0,3 

0,04 2 0,085 w 1 1 1 2 

0,1 0,1 0,1 0,2 

0,05 2 0,095 w 2 2 3 1 

0,2 0,2 0,3 0,1 

0,06 2 0,120 s 2 3 3 2 

0,2 0,3 0,3 0,2 

0,06 2 0,115 s 2 2 2 3 

0,2 0,2 0,2 0,3 

0,05 2 0,100 w 2 2 1 1 

0,2 0,2 0,1 0,1 

0,05 2 0,095 w 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,2 0,2 

0,05 2 0,100 w 2 3 1 2 

0,2 0,3 0,1 0,2 

0,05 2 O,Q90 w 2 2 2 1 

0,2 0,2 0,2 0,1 

0,101 ~ rliatas kekuatan 

0,101 $ dibawah kelemahan 

s 0,355 

w 0,655 

s-w -0,300 

INFORMAN 

5 6 

2 2 

0,2 0,2 

3 2 

0,3 0,2 

3 2 

0,3 0,2 

2 3 

0,2 0,3 

2 2 

0,2 0,2 

2 4 

0,2 0,4 

2 2 

0,2 0,2 

1 2 

0,1 0,2 

2 3 

0,2 0,3 

2 2 

0,2 0,2 

~ ~Nn1 ~IN F. ~VAB ~K ~N/~11/~ BOBOT 
' 

I 

7 8 9 10 I 

2 1 2 1 18 10 10 4 I 

0,2 0,1 0,2 0,1 1,8 10 10 4 0,5 0,05 

1 2 2 2 24 10 10 4 

0,1 0,2 0,2 0,2 2,40 10 10 4 0,6 0,06 

2 2 1 2 17 10 10 4 

0,2 0,2 0,1 0,2 1,7 10 10 4 0,4 0,04 

2 1 2 1 19 10 10 4 

0,2 0,1 0,2 0,1 1,9 10 10 4 0,5 0,05 

3 3 2 2 24 10 10 4 

0,3 0,3 0,2 0,2 2,4 10 10 4 0,6 0,06 

2 2 2 2 23 10 10 4 

0,2 0,2 0,2 0,2 2,3 10 10 4 0,6 0,06 

3 2 3 2 20 10 10 4 

0,3 0,2 0,3 0,2 2 10 10 4 0,5 0,05 

2 2 2 2 19 10 10 4 

0,2 0,2 0,2 0,2 1,9 10 10 4 0,5 0,05 

2 1 1 3 20 10 10 4 

0,2 0,1 0,1 0,3 2 10 10 4 0,5 0,05 

1 2 2 2 18 10 10 4 

0,1 0,2 0,2 0,2 1,8 10 10 4 0,5 0,05 
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I 

2 

3 

4 

5 

--

point 

LAMPIRAN 13: TABEL 4.34 

TABEL PERHITUNGAN SWOT FAKTOR EKSTERNAL 

PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK LANuSUNG 

FAKTOR INTERNAL (S/WJ BOBOT NILAI HASIL KATEG 
PERKALI ORI 

AN SIW 

1 2 
Kurangnya Pengawasan langsung dan tidak 0,09 2 0,1AO T 2 2 
langsung dari masyarakat terhadap 

0,2 0,2 

Adanya kemitraan kerja an tara pemerintah 0,10 2 0,190 T 2 2 
dan stakeholder dalam Pengawasan lanr:sung 

0,2 0,2 

Adanya koordinasi dalam Pengawasan O.D9 2 0.180 T 2 2 
langsung dan tidak langsung dalam 

0,2 0,2 

Adanya kesadaran masyarakat untuk 0,10 2 0,200 0 3 3 
melaporkan penyimpangan atau kebersilan 

0,3 0,3 

Adanya bimtek Pengawasan langsung dan 0,11 2 0,210 0 2 2 
tidak langsung dalam pcngelolaan potensi 

0,2 0,2 

Responden 

kriteria 0,480 ~ diatas kekuatan 

1 sangat kurang 0,480 $ dibawah kelemahan 

2 kurang s 0,410 

3 baik w 0,550 

4 sangat baik s-w -0,140 

3 4 

2 2 

0,2 0,2 

2 2 

0,2 0,2 

2 2 

0,2 0,2 

2 2 

0,2 0,2 

2 1 

0,2 0,1 

IN FORMAN L ~NIL LIN F. LVAB LK N/LI)/, BOB 

5 6 7 8 9 10 

2 1 2 2 2 1 18 10 5 4 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,8 10 5 4 0,5 0, 

2 2 2 1 2 2 19 10 5 4 

0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 1,90 10 5 4 0,5 0, 

2 2 1 2 2 1 18 10 5 4 

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 1,8 10 5 4 0,5 0, 

2 2 2 2 1 1 20 10 5 4 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 2,0 10 5 4 0,5 0, 

1 2 3 4 2 2 21 10 5 4 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 2,1 10 5 4 0,5 0, 
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UJI PENDALAMAN ANALISIS SWOT 

MANAJEMEN POTENSI PENDAP AT AN ASLI DAERAH 

DI KABUP ATEN SUMBA TIMUR 

I. ANALISIS FAKTOR INTERNAL 

A. FUNGSI PERENCANAAN 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saJa faktor internal (Faktor dari dalam) yang 

berpengaruh terhadap faktor Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sumba Timur. 

a ............................................................................................................................... . 

b ............................................................................................................................... . 

c ............................................................................................................................... . 

d ............................................................................................................................... . 

e ............................................................................................................................... . 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor Internal (Faktor dar; dalarn) yang 

btrpengaruh terhadap faktor Penetapan Strategi dalarn pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a ............................................................................................................................. . 

b ............................................................................................................................. . 

c ............................................................................................................................. . 

d ................................................................................................................................ . 

e ............................................................................................................................. . 
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B. FUNGSI PERORGANISASIAN 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang 

berpengaruh terhadap faktor Ketersediaan Sumberdaya yang trampil dalam 

pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumba Timur. 

a ........................................................................................................................ . 

b ........................................................................................................................ . 

c ........................................................................................................................ . 

d ..................................................................................................................... . 

e ..................................................................................................................... . 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor pembagian tugas dan kewenangan dalam pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a ........................................................................................................................ . 

b ........................................................................................................................ . 

C .•.•.............•................••.....................•......................•...•................•.....•...•......•.. 

d ........................................................................................................................ . 

e ........................................................................................................................ . 

C. FUNGSI PENGGERAKAN (directing) 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang di1akukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a ........................................................................................................................... . 

b ........................................................................................................................... . 

c. . ......................................................................................................................... . 

d ........................................................................................................................... . 
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e. . ........................................................................................................................ .. 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor ketersediaan anggaran yang secara tepat bagi pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a. . ......................................................................................................................... . 

b. . ........................................................................................................................ .. 

c. .. ....................................................................................................................... .. 

d. . ........................................................................................................................ . 

e. .. ....................................................................................................................... .. 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor motivasi bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di 

Kabupaten Sumba Timur. 

a. .. ...................................................................................................................... .. 

b. . ........................................................................................................................ . 

c. . ......................................................................................................................... . 

d. . ......................................................................................................................... . 

e. . ........................................................................................................................ .. 

D. FUNGSI PENGAWASAN 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor pengawasan Iangsung dan pengawasan todak langsung dalam 

kegiatan pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait 

di Kabupaten Sumba Timur. 

a. . ........................................................................................................................ . 

b. .. ....................................................................................................................... . 
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c. ··························································································································· 

d. ··························································································································· 

e. ··························································································································· 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) yang berpengaruh 

terhadap faktor pengawasan prevemtif dan Represif dalam kegiatan pengelolaan 

potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba 

Timur. 

a. ·························································································································· 

b. ·························································································································· 

c. ··························································································································· 

d ........................................................................................................................... . 

e. ··························································································································· 

II. AN ALI SIS F AKTOR EKSTERNAL 

A. FUNGSI PERENCANAAN 

Menurut bapak/ibu/sd:- apa saja faktor eksternal (faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumba 

Timur. 

a. ······························································································································· 

b.······························································································································· 

c. ······························································································································· 

d. ······························································································································· 

f. ······························································································ ··························· ······ 
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Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternall (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor Penetapan Strategi dalam pengelolaan potensi Pendapatan Asli 

Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a ............................................................................................................................ .. 

b ............................................................................................................................. . 

c ............................................................................................................................ .. 

d ................................................................................................................................ . 

e ............................................................................................................................. . 

B. FUNGSI PERORGANISASIAN 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor ekstemal (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor Ketersediaan Sumber daya yang trampil dalam pengelolaan Potensi 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumba Timur. 

a ........................................................................................................................ . 

b ........................................................................................................................ . 

c ........................................................................................................................ . 

d ........................................................................................................................ . 

e ..................................................................................................................... . 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternal (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor pembagian tugas dan kewenangan dalam pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a. ························································································································ 

b ....................................................................................................................... .. 

c ........................................................................................................................ . 

d ........................................................................................................................ . 

e ........................................................................................................................ . 
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C. FUNGSI PENGGERAKAN (directing) 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternall (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternal/ (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor ketersediaan anggaran yang secara tepat bagi pengelolaan potensi 

Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba Timur. 

a ........................................................................................................................... . 

b ........................................................................................................................... . 

c .......................................................................................................................... . 

d .......................................................................................................................... . 

c. . ......................................................................................................................... . 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternal/ (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor motivasi bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan 

pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di 

Kabupaten Sumba Timur. 

a .......................................................................................................................... . 

b .......................................................................................................................... . 

c ........................................................................................................................... . 

d ........................................................................................................................... . 
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e. . ......................................................................................................................... . 

D. FUNGSI PENGAWASAN 

Menurut bapaklibu/sdr apa saja faktor eksternal/ (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dalam 

kegiatan pengelolaan potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait 

di Kabupaten Sumba Timur. 

a .......................................................................................................................... . 

b .......................................................................................................................... . 

c ........................................................................................................................... . 

d ........................................................................................................................... . 

e ........................................................................................................................... . 

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor eksternal/ (Faktor dari luar) yang berpengaruh 

terhadap faktor pengawasan preventif dan Represif dalam kegiatan pengelolaan 

potensi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan SKPD terkait di Kabupaten Sumba 

Timur. 

a .......................................................................................................................... . 

b .......................................................................................................................... . 

c. . ......................................................................................................................... . 

d ........................................................................................................................... . 

e. . ......................................................................................................................... . 

Terima Kasih Atas Kerjasamanya 

Peneliti 

Orpa Hamaduna, S.IP 
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